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ABSTRAK

Afkar, Shulhan Zainul. 2022. Manajemen Zakat Sebagai Upaya Optimalisasi
Zakat (Studi Kasus di BAZNAS Kota Mataram). Tesis, Program Studi
Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) H. Slamet, SE., MM., Ph.D. (1)
Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D.

Kata Kunci: Manajemen Zakat, Sistem, Kelembagaan.

Kota Mataram memiliki potensi zakat penghasilan sebesar Rp. 125 miliar,
namun tahun 2020 BAZNAS Kota Mataram baru mampu menghimpun Zakat
Infak dan sedekah sebesar Rp. 4,92 miliar. Di Kota Mataram sendiri sudah ada
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 1 tahun 2015 tenang
Pengelolaan ZIS. Namun PERDA ini belum banyak diketahui oleh masyarakat
umum, sehingga muzaki di BAZNAS Kota Mataram sebagian besar dari pegawai
ASN di SKPD/OPD melalui UPZ. Pengelolaan zakat berbasis manajemen
diperlukan agar segala aktivitas yang berkaitan dengan zakat dapat dikelola secara
optimal dan profesional.

Penelitian ini akan mengungkap serta menganalisis permasalahan
manajemen zakat di BAZNAS Kota Mataram. Dasar teori dari komponen
penyusun indikator kelembagaan 1ZN 2.0 yang terdiri dari penghimpunan, tata
kelola, penyaluran serta pelaporan. Peneliti membedah permasalahan ini dengan
pendekatan kualitatif deskriptif. Data-data dikumpulkan melalui observasi,
wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang dikumpulkan dianalisis
melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan uji kredibilitas melalui
triangulasi metode dan sumber.

Temuan penelitian pada sistem penghimpunan, BAZNAS Kota Mataram
hanya menghimpun zakat mal, kemudian mengandalkan UPZ untuk membantu
penghimpunan dan belum memiliki tenaga fundraising. Maka sebagian besar
muzaki ialah dari ASN di SKPD/OPD. Fasilitas penghimpunan masih belum
memadai. Pada sistem tata kelola, sudah dilengkapi dengan dokumen SOP,
RKAT, RENSTRA, Pedoman Teknis Bantuan, Laporan Kinerja Tengah Tahun
dan Tahunan, serta laporan keuangan yang sudah teraudit Akuntan Publik.
Namun, SOP yang ada masih sederhana dan bersifat umum. Kemudian
manajemen mutu masih diinisiasi dalam RKAT BAZNAS Kota Mataram.

Pada sistem penyaluran BAZNAS Kota Mataram sudah melakukan kegiatan
perencanaan, pelaksanaan pelaporan dan monitoring serta evaluasi. Data mustahik
untuk program konsumtif sebagian dipasrahkan kepada pihak lingkungan dan dari
data Dinas Sosial Kota Mataram. Penerima manfaat program Satu Keluarga Satu
Sarjana diusulkan menjadi tim fundraiser. Pada sistem pelaporan BAZNAS Kota
Mataram menerapkan 5 fungsi pengawasan vyaitu keuangan, manajemen,
pengawasan syariah, pengawasan bantuan serta pengawasan kinerja. Pelaporan
kepada masyarakat umum masih sebatas penyaluran. BAZNAS Kota Mataram
belum memiliki audit internal dan belum pernah mendapar audit syariah.
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ABSTRACT

Afkar, Shulhan Zainul. 2022. Zakat Management as an Effort to Optimize
Zakat (Case Study at BAZNAS Mataram City). Thesis. Major of Sharia
Economic, Postgraduate of State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim
Malang, Advisor: 1. H. Slamet, SE., MM., Ph.D. 2. Eko Suprayitno, SE., M.Si.,
Ph.D.

Keywords: Zakat Management, System, Institution.

The city of Mataram has a potential zakat income of Rp. 125 billion, but in
2020 The Mataram City BAZNAS was only able to collect Zakat, Infaq, and alms
of Rp. 4.92 billion. In Mataram itself, there is already a Mataram City Regional
Regulation (PERDA) Number 1 of 2015 regarding ZIS management. However,
this PERDA is not widely known by the general public, so the muzakki at
BAZNAS Mataram City are mostly from ASN employees in SKPD/OPD through
UPZ. Management-based zakat management is needed to manage all activities
related to zakat optimally and professionally.

This study will reveal and analyze the problems of zakat management in
BAZNAS Mataram City. The theoretical basis of the components that make up
the institutional indicators of 1ZN 2.0 consists of collection, governance,
distribution, and reporting. Researchers dissect this problem with a descriptive
qualitative approach. The data were collected through observation, interviews, and
documentation. Then the data collected was analyzed through three stages: data
reduction, data presentation, and concluding. The validity of the data in this study
was carried out by testing the credibility through triangulation of methods and
sources.

Research findings on the collection system, Mataram City BAZNAS only
collects zakat malls, relies on UPZ to help with the collection, and does not yet
have fundraising staff. So most of the muzakki are from ASN in SKPD/OPD.
Collection facilities are still inadequate. The governance system is equipped with
SOP documents, RKAT, RENSTRA, Technical Assistance Guidelines, Mid-Year,
and Annual Performance Reports, as well as financial reports that a Public
Accountant has audited. However, the existing SOPs are still simple and general
in nature. Then quality management is still being initiated in the RKAT BAZNAS
Mataram City.

The Mataram City BAZNAS distribution system has planned, reported,
monitored, and evaluated activities. Mustahik data for consumptive programs is
partly left to the environment and from Mataram City Social Service data.
Beneficiaries of the One Family One Bachelor program are proposed to be the
fundraiser team. The Mataram City BAZNAS reporting system implements five
supervisory functions: finance, management, sharia supervision, assistance
supervision, and performance monitoring. Reporting to the general public is still
limited to distribution. BAZNAS Mataram City has not had an internal audit and
has never received a sharia audit.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi adalah pengalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia
(Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk
dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari
bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau
sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul
buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan
transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987,
tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

) | = | Tidak dilambangkan wa | = |dl
< |=1|b L | =|th
<@ =t L | =1zh
& | = | ts ¢ | = | ¢ (koma menghadp ke atas)
N &€ =19
c |=|h <= f
& |=|kh d =19
K\ =|d d | =1k
3 | =1dz d | =11
J = a [=|m
J |=1Z O | =N
o | =S S |=|W
U | = | sy 2 |=1h
wa | = |sh s =Y
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Hamzah ( <) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal
kata maka dalam tranliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan.
Namun, apabila huruf tersebut terletak di tengah atau di akhir kata, maka
dilambangkan dengan tanda koma di atas (), berbalik dengan koma (‘) untuk
pengganti lambang “¢”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong
Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis

dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhammah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang

masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = & seperti J& menjadi gala
Vokal (i) panjang =1 seperti J& menjadi gila
Vokal (u) panjang =0 seperti vs2> menjadi diina

731
1

Khusus untuk ya’ nisbat, maka ditulis dengan “i”. Adapun suara diftong,

wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut in:
Diftong (aw) = Misalnya Js menjadi gawlun
Diftong (ay) = ¢ Misalnya B menjadi khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tdak
dinyatakan dam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan
akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh
ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku
untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi
latin, seperti:

Khawariq al-‘adah, bukan khawariqu al- ‘adati, bukan khawariqul- ‘adat;

Inna al-din ‘inda Allah al-Islam, bukan Inna al-dina ‘inda Allahi al-Islamu;
bukan Innad dina ‘indalAllahil-Islamu dan seterusnya.

D. Ta’ marbuthah (3)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” apabila berada di tengah
kalimat, tetapi jika ta’ marbuthah berada di akhir kalimat maka ditransliterasikan
dengan menggunakan “h” contohnya 4w x4l menjadi al-risalat li al-
mudarrisah. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari

susunan mudhaf dan mudhaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t
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yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: <4« 24 menjadi fi
rahmatillah.
E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalélah

Kata sandang barupa “al” (J') ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di
awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh al-jalalah yang berada di tengah
kalimat yang disandarkan (idh&fah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut

ini:

1.  Al-Imém al-Bukhari mengatakan...

2. Al-Bukhari dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya’ Allah kdna wa ma lam yasya’ lam yakun.

4.  Billah ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama
Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak
perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi, contoh:

“..Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin

Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan

kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari

muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui
pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,....”
Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid” “Amin Rais” dan kata “salat”
ditulis dengan menggunakan tata ara penulisan Bahasa Indonesia yang
disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari
Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan,
untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan

tidak ditulis dengan “salat”.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Tercatat per 2021
penduduk muslim di Indonesia ada sekitar 229 juta jiwa atau sebanyak 87,2% dari
263 juta penduduk.’ Tentu hal ini juga mengindikasikan potensi zakat di
Indonesia sangat besar. Pusat Kajian Strategis (Puskas) Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) menyebutkan potensi zakat di Indonesia tahun 2020 sekitar
Rp. 327,6 triliun. Potensi ini dihitung oleh tim Puskas BAZNAS berdasarkan
Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ).? IPPZ disusun dengan menggunakan
data sekunder dari berbagai sumber resmi seperti Badan Pusat Stratistik dan acuan
dari lembaga atau instansi resmi lainnya.®

Di sisi lain, BAZNAS juga merilis data penghimpunan zakat, infak dan
sedekah (ZIS) tahun 2019 yang mencapai Rp 10,23 triliun, meningkat sekitar 1,56
triliun dari tahun 2018 yang mencapai penghimpunan Rp 8,67 triliun.* Ma’ruf
Amin dalam sebuah Rapat Koordinasi Nasional Zakat 2021 yang digelar secara
virtual mengungkapkan bahwa ada sekitar Rp 61,258 triliun penghimpunan ZIS

yang tidak disalurkan melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi pada tahun

'World  Population  Review, “Muslim  Population by  Country  2021,”
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country, diakses
tanggal 20 Januari 2021.

*Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, Outlook Zakat Indonesia 2021, (Jakarta:
Puskas BAZNAS, 2020), 5.

®  Indikator Pemetaan Potensi Zakat, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019), Vii-ix.

*Badan Amil Zakat Nasional, Statistik Zakat Nasional 2019, (Jakarta: BAZNAS — Sub Divisi
Pelaporan, 2020), 22.


https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country

2020. Tingginya angka tersebut mengindikasikan bahwa OPZ resmi belum
mampu memengaruhi masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui OPZ
resmi. Maka perlu adanya peningkatan kualitas OPZ, utamanya transaparansi dan
ketepatan sasaran distribusi.

Kota Mataram memiliki letak yang strategis sehingga menjadi bagian dari
berbagai aktivitas seperti pusat pemerintahan, pendidikan perdagangan, jasa dan
pariwisata. Kota Mataram merupakan Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat
dianut oleh 352.383 penduduk muslim.® Selain itu, Kota Mataram memiliki
potensi zakat penghasilan sebesar Rp 125 miliar.” Namun pada tahun 2019
BAZNAS Kota Mataram hanya mampu menghimpun zakat penghasilan sebesar
Rp 3,88 miliar, zakat perorangan sebesar Rp 94 juta dan zakat badan sejumlah Rp
297,7 juta. Sehingga total penghimpunan ZIS di BAZNAS Kota Mataram pada
tahun 2019 ialah mencapai sekitar Rp 4.49 miliar.® Sedangkan pada tahun 2020,
penghimpunan zakat penghasilan meningkat menjadi Rp 4,71 miliar, zakat
perorangan menurun menjadi Rp 50,7 juta, dan tidak terhimpun zakat perusahaan.
Maka pada tahun 2020 terdapat penghimpunan ZIS sekitar Rp 4,92 miliar.’

Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Mataram dalam memperhatikan soal

pengelolaan zakat di Kota Mataram, sebenarnya sudah mengeluarkan Peraturan

*Deti Mega Purnamasari, “Wapres Ma’ruf Amin Minta Transparansi Penyaluran Zakat
diperbaiki,”. https://nasional.kompas.com/read/2021/04/05/15552291/wapres-maruf-minta-
transparansi-penyaluran-zakat-diperbaiki?page=all, diakses tanggal 20 September 2021.

®Badan Pusat Statistik Kota Mataram, Kota Mataram dalam Angka 2020, (Kota Mataram:
CV Maharani, 2020), 111.

M. Rizky Hidayat, Analisis Potensi dan Faktor yang Memengaruhi Muzaki Membayar
Zakat Penghasilan Melalui Lembaga di Kota Mataram (Studi Kasus: BAZNAS Kota Mataram),
Skripsi (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2019), 2.

®BAZNAS Kota Mataram, Laporan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kota
Mataram tahun 2019. (Kota Mataram: BAZNAS Kota Mataram, 2019), bagian lamppiran 1.

®  Laporan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kota Mataram tahun 2020.
(Kota Mataram: BAZNAS Kota Mataram, 2020), bagian lampiran 1.



Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat,
Infak dan Sedekah. Adanya PERDA Zakat seharusnya bisa lebih meningkatkan
jumlah penghimpunan dana zakat dan jumlah muzaki, serta adanya peran lebih
dari pemerintah daerah untuk memberikan biaya operasional kepada BAZNAS
yang tertuang dalam APBD.!° Dalam hal ini BAZNAS Kota Mataram telah
menerima dana hibah dari Pemda Kota Mataram, pada tahun 2019 menerima dana
sejumlah Rp 1,837 miliar. Dana tersebut diberikan untuk program santunan 2.500
lansia dan biaya operasional BAZNAS Kota Mataram.™* Sedangkan pada tahun
2020 BAZNAS Kota Mataram juga menerima dana hibah dari Pemda Kota
Mataram sejumlah Rp 600 juta yang diperuntukkan sebagai bantuan operasional.*?
PERDA Zakat di Kota Mataram saat ini belum banyak diketahui oleh
khayalak umum, hanya pada golongan tertentu utamanya para pegawai Aparatur
Sipil Negara (ASN) di Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Muzaki
yang terdaftar di BAZNAS Kota Mataram memang lebih banyak adalah pegawai
ASN di SKPD, belum banyak dari masyarakat umum. BAZNAS Kota Mataram
sebetulnya sudah rutin melakukan kegiatan pembinaan dan edukasi kepada
masyarakat terkait pentingnya berzakat, infak dan sedekah melalui lembaga.
Kegiatan sosialisasi dilakukan olen BAZNAS Kota Mataram dengan
melibatkan tokoh agama dan dilaksanakan pada kegiatan penyerahan bantuan

kepada mustahik di Kantor Walikota Mataram, Kantor Kementerian Agama Kota

\Muhammad Abduh Saf, “Efektivitas Pelaksanaan PERDA Pengelolaan Zakat di Kota
Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo,” Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundingan Islam, 2
(Oktober, 2015), 330.

“BAZNAS Kota Mataram, Laporan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kota
Mataram tahun 2019. (Kota Mataram: BAZNAS Kota Mataram, 2019), 15.

12 Laporan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kota Mataram tahun 2020.
(Kota Mataram: BAZNAS Kota Mataram, 2020), 12.



Mataram, Kantor BAZNAS Kota Mataram dan lokasi-lokasi lainnya. Adapun
kegiatan sosialisasi dan edukasi ditujukan kepada individu atau kelompok
masyarakat yang masuk kategori muzaki agar lebih taat terhadap syariat Islam
tentang kewajiban berzakat. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan
kesadaran dan keinginan para muzaki untuk menyalurkan zakat, infak dan
sedekahnya melalui lembaga agar dapat dikelola secara adil dan merata, kemudian
agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas kepada yang membutuhkan.*?

Pengelolaan zakat berbasis manajemen diperlukan agar segala aktivitas
yang berkaitan dengan zakat dapat dikelola secara profesional. Baiknya
pengelolaan zakat oleh OPZ, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.*
Selain itu, tata kelola yang baik (good governance) seperti transparancy,
accountability, responsibility, independency, fairness, dan sharia compliance
sangat penting bagi OPZ untuk meningkatkan kinerja secara profesional untuk
kepentingan para stakehokder.*®

Zakat sendiri merupakan sesuatu yang wajib bagi umat Islam karena

termasuk salah satu dari rukun Islam.*® Tanpa pengelolaan zakat yang baik,

BAZNAS Kota Mataram, Laporan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kota
Mataram tahun 2020. (Kota Mataram: BAZNAS Kota Mataram, 2020), 9.

“Ahmad Atabik, “Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer,”
ZISWAF, 1, (Juni 2015), 59.

YPenjelasan lebih lengkap lihat Agus Permana dan Ahmad Baehaqi, “Manajemen
Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip Good Governance,” Al-Masraf (Jurnal Lembaga
Keuangan dan Perbankan), 2, (Juli-Desember, 2018), 129-130.

**Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim. . )
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Dari Abu ‘Abdurrahman ‘Abdullah bin ‘Umar bin Al-Khattab raélhiyallahu ‘anhuma, ia
mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Islam
dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan
Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah; menunaikan salat;



masyarakat akan sulit percaya kepada OPZ dan lebih memilih menggunakan cara
klasik, yakni dengan menyalurkan ZIS secara langsung.*” Qardhawi menyebutkan
bahwa di dalam Al-Qur’an banyak perintan membayar zakat beriringan dengan
perintah mengerjakan salat.*® Hal ini tentu menjadi perhatian kita sebagai umat
Islam, bahwa berzakat sama pentingnya seperti salat yang memiliki ketentuan
rukun dan syarat. Bukan hanya soal ibadah, zakat juga dapat memberikan
stimulus perekonomian. Hal ini karena Allah subhanahu wa ta’ala mewajibkan
zakat bagi setiap muslim yang memiliki kecukupan harta untuk disucikan dengan

cara disalurkan kepada yang membutuhkan.*®

menunaikan zakat; menunaikan haji ke Baitullah; dan berpuasa Ramadhan.” (HR. Bukhari
dan Muslim), [HR. Bukhari, no. 8; Muslim, no. 16]
YMuhammad Hasan, Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif, (Yogyakarta: Idea
Press, 2011), 11.
By usuf Qardhawi, Hukum Zakat, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin,
(Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2011), 3.
\Wajibnya seorang muslim yang memiliki kelebihan harta untuk disalurkan, tertera pada Al-
Qur’an surat at- Taubah ayat 103. Redak5| ayat sebagai berikut,
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Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa
kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha
mengetahui.” (Q.S. at-Taubah: 103).
Kemdian pihak yang membutuhkan ini disebut sebagai delapan asnaf, dijelaskan dalam al-
Qur’an surat at-Taubah ayat 60. Redaksi ayat sebagai berikut,
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Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang
miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka
yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. at-Taubah: 60).



Zakat secara makro ekonomi juga dapat meningkatkan permintaan agregat.
Meningkatnya permintaan agregat akan menarik peningkatan investasi.
Peningkatan investasi akan meningkatkan produksi dan kesempatan kerja yang
pada akhirnya zakat akan memberikan peningkatan ekonomi masyarakat secara
berlipat ganda.”® Penelitian Beik pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet
Dhuafa, mengungkapkan bahwa pendayagunaan zakat dapat mengurangi
kemiskinan dari 84% menjadi 74%.%* Dari paparan tersebut, zakat dapat menjadi
faktor pendorong bagi perbaikan kondisi masyarakat, khususnya ekonomi, sebab
adanya pendistribusian dan pengelolaan zakat yang baik dapat meningkatkan
kesejahteraan yang luas bagi umat.?? Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun
2011 juga menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pengelolaan zakat ialah
meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan
penanggulangan kemiskinan.?

Lembaga pengelola zakat yang sah dan diakui negara diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yakni BAZNAS dan
LAZ, mulai tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/kota. BAZNAS adalah
lembaga pemerintah  nonstruktural yang  bersifat  independen  dan

bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. LAZ dibentuk oleh

*Eko Suprayito, Pengaruh Zakat terhadap Variabel Makro Ekonomi Indonesia: Studi pada
Perekonomian Indonesia tahun 2000, Abstrak Tesis lImu Ekonomi dan Studi Pembangunan
(Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2004),
http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/23515, diakses pada 6 Februari 2021.

?Selengkapnya lihat Irfan Syauqi Beik, “Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi
Kemiskinan: Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika,” Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol 2
(Januari, 2009).

“Umrotul Khasanah, “Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi
Umat,” (Kota Malang: UIN Maliki Press, 2010), 210.

»pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat.



masyarakat untuk membantu BAZNAS dalam mengelola zakat melalui
persetujuan Menteri. Selanjutnya ada juga Unit Pengumpul Zakat yang dibentuk
oleh BAZNAS guna membantu pengumpulan zakat.*

Pemerintah selaku regulator dan motivator dalam pengelolaan zakat,
menerbitkan buku Manajemen Lembaga Zakat yang dapat digunakan sebagai
panduan bagi para pegiat dan pengurus organisasi pengelolaan zakat dalam hal
manajemen. Buku ini dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia
tahun 2017. Tarmizi menyebutkan buku ini diharapkan dapat memberikan
perubahan terhadap persepsi masyarakat tentang pengelolaan zakat yang belum
optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu para OPZ juga
diharapkan dapat membangun paradigma baru tentang pengelolaan zakat yang
harus dilakukan secara terencana, sistematis, terpadu, bertanggung jawab,
amanah, akuntabel dan profesional agar dapat meningkatkan trust masyarakat
untuk berzakat melalui lembaga yang kredibel.®

Pada penelitian ini akan mengungkap serta menganalisis permasalahan
manajemen zakat di BAZNAS Kota Mataram, memakai dasar teori dari
komponen penyusun indikator kelembagaan 1ZN 2.0. Sebelumnya, penelitian
terkait manajemen zakat pernah dilakukan oleh Fadila (2011) yang membuat

suatu konsep model pengelolaan zakat di Indonesia dengan menerapkan faktor-

faktor good governance.”® Jasafat (2015) menjelaskan model pengembangan

?|bid, Bagian Umum pada Penjelasan.

»Kementerian Agama Republik Indonesia, Manajemen Pengelolaan Zakat, (Jakarta:
Kementerian Agama RI, 2017), i.

?Sri Fadilah, “Analisis “Good Governance” dilihat dari Implementasi Pengendalian Intern
dan “Total Quality Management”,” Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial,
Ekonomi dan Humaniora, 1, (2011), 387.



manajemen pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh Besar.?” Sedangkan Hadi
(2020) menjelaskan sistem manajemen ZIS di BAZNAS Kabupaten Banyumas.”®

Atabik (2015) juga menjelaskan aktivitas yang berkaitan dengan zakat
seperti sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta
pengawasan harus dilakukan secara utuh. Lebih lanjut, Atabik menjelaskan dalam
membangun manajemen pengelolaan zakat dapat menggunakan teori James
Stoner yakni melalui proses perencanaan (planning), pengorganisasian
(organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling).? Permana
dan Baehaqi (2018) menambahkan, penerapan tata kelola yang baik (good
governance) sangat diperlukan dalam manajemen pengelolaan zakat agar kinerja
LAZ dapat lebih profesional.*

Peneliti memfokuskan pembahasan pada komponen penyusun indikator
kelembagaan karena mencakup apa yang menjadi tugas dan fungsi BAZNAS
sebagai lembaga pengelola zakat. Tugas dan fungsi BAZNAS ialah melakukan
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap  pengumpulan,

pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta melakukan pelaporan dan

pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.>' Penerapan fungsi

?'Jasafat, “Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak dan Sadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar,”
Jurnal Al-ljtimaiyyah, 1, (Januari-Juni, 2015), 17.

Rahmini Hadi, “Manajemen Zakat, Infak dan Shadagah di Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kabupaten Banyumas,” el-JIZYA, 2, (Juli-Desember, 2020), 245.

»Ahmad Atabik, “Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer,”
ZISWAF, 1, (Juni 2015), 41.

%Agus Permana dan Ahmad Baehaqi, “Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat
dengan Prinsip Good Governance,” Al-Masraf, 2, (Juli-Desember 2018),

3pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat.



manajemen pada OPZ seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan
pengawasan ditujukan agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien.*

Indikator kelembagaan di sini mencakup soal tata kelola yang baik, di mana
hal ini sangat penting bagi kepercayaan muzaki dan stakeholder. Tata kelola
lembaga amil zakat diatur dalam Zakat Core Principles (ZCP) BAB ke-8 tentang
Good Amil Governance yang menjamin pengelolaan zakat secara baik dengan
kepatuhan syariah, manajemen zakat, kontrol lingkungan, perangkat strategis
organisasi dan tanggungjawab dewan dari organisasi pengelola zakat. Selain itu,
aspek kelembagaan yang mencakup komponen pengumpulan, pengelolaan,
penyaluran dan pelaporan juga tercantum dalam ZCP BAB 9 dan BAB 10. Pada
BAB 9 ZCP, menjelaskan bahwa OPZ harus memiliki asesmen nisab dan potensi
zakat untuk memaksimalkan potensi zakat.

Kemudian pada BAB 10 ZCP menjelaskan pedoman tentang prinsip
kebijakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang tepat guna. Selanjutnya
dalam hal pelaporan, laporan keuangan OPZ harus diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik resmi dengan merujuk pada standar penilaian Badan Pemeriksa Keuangan
R1.% Pemeriksaan keuangan tahun 2019 oleh Kantor Akuntan Publik, BAZNAS
Kota Mataram mendapatkan opini akuntan dengan predikat Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP).®* Sedangkan pada tahun 2020 pemeriksaan keuangan tetap

*Muhammad Hasan, Manajemen Zakat Model Pengelolaan yangEfektif, (Yogyakarta: Idea
Press, 2011), 11.

$pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, Indeks Zakat Nasional 2.0, (Jakarta:
Puskas BAZNAS, 2020), 10.

*BAZNAS Kota Mataram, Laporan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kota
Mataram tahun 2019. (Kota Mataram: BAZNAS Kota Mataram, 2019), 19.
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diaudit oleh Kantor Akuntan Publik namun tanpa keterangan opini akuntan
publik.*®

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan mengungkap dan menganalisis
permasalahan manajemen zakat di BAZNAS Kota Mataram, seperti masalah
sistem penghimpunan, sistem tata kelola, sistem penyaluran, serta sistem
pertanggungjawaban atau pelaporan. Penghimpunan ZIS BAZNAS Kota Mataram
masih jauh dari potensi yang ada, sebagian besar dana ZIS dihimpun dari muzaki
pada SKPD. Permasalahan lainnya ialah belum efektifnya Perda zakat yang ada di
Kota Mataram, karena saat ini hanya mengikat kepada pihak ASN, belum
mencakup kepada masyarakat umum dan pengusaha. Selain itu, minimnya
publikasi atau pelaporan pengelolaan zakat dari pihak BAZNAS Kota Mataram
kepada masyarakat. Secara detail, untuk mengungkap manajemen zakat
diwujudkan dalam fokus penelitian.
B. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini ialah, “Bagaimana upaya optimalisasi manajemen
zakat di BAZNAS Kota Mataram?” Fokus penelitian ini dijabarkan menjadi
empat sub fokus berdasarkan komponen penyusun indikator kelembagaan,
sebagai berikut:
1.  Bagaimana sistem penghimpunan zakat di BAZNAS Kota Mataram?
2.  Bagaimana sistem tata kelola zakat di BAZNAS Kota Mataram?
3. Bagaimana sistem penyaluran zakat di BAZNAS Kota Mataram?

4.  Bagaimana sistem pelaporan zakat di BAZNAS Kota Mataram?

» Laporan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kota Mataram tahun 2020.

(Kota Mataram: BAZNAS Kota Mataram, 2020), 9.
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C. Tujuan Penelitian
Ditinjau dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian

ini adalah untuk mengungkap serta menganalisis manajemen zakat di BAZNAS

Kota Mataram. Adapun sub tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1.  Untuk mengungkap serta menganalisis sistem penghimpunan zakat di
BAZNAS Kota Mataram.

2. Untuk mengungkap serta menganalisis sistem tata kelola zakat di BAZNAS
Kota Mataram.

3. Untuk mengungkap serta menganalisis sistem penyaluran zakat di BAZNAS
Kota Mataram.

4. Untuk mengungkap serta menganalisis sistem pelaporan zakat di BAZNAS
Kota Mataram.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-

pihak yang berhubungan dengan lembaga pengelola zakat atau bagi pihak lain

yang ingin mengkaji tentang zakat dari sisi manajemen. Adapun manfaat dari
penelitian ini, yaitu:

1.  Bagi pemerintah, dapat mengetahui informasi terkait manajemen zakat di
BAZNAS Kota Mataram sehingga pemerintah bisa memberikan interfensi
secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya memaksimalkan
potensi zakat yang ada di Kota Mataram, serta menjadi bahan evaluasi dan

pertimbangan kedepannya.
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2.  Bagi akademisi, sebagai bahan kajian terkait manajemen zakat di BAZNAS
Kota Mataram.

3. Bagi Organisasi Pengelola Zakat, sebagai referensi dalam meningkatkan
manajemen zakat lembaga agar lebih memaksimalkan potensi zakat demi
menyejahterakan umat.

4.  Bagi masyarakat umum, meningkatkan literasi zakat serta mengetahui
manajemen zakat di Organisasi Pengelola Zakat demi kesejahteraan
masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian
Mencantumkan penelitian terdahulu pada penelitian yang akan dilakukan

sangat penting sebagai dasar atau landasan dari isu yang akan diangkat. Selain itu,

penelitian terdahulu juga digunakan untuk menunjukkan orisinalitas atau
kebaharuan dari penelitian yang akan dilakukan. Orisinalitas menjadi penting agar
tidak adanya pengulangan kajian yang sama. Penelitian dengan tema manajemen

pengelolaan lembaga amil zakat sudah ada beberapa yang meneliti. Fadila (2011)

yang melihat kenyataan bahwa potensi zakat (Rp 20 triliun) yang sangat besar,

sedangkan realisasi sangat kecil (Rp 1 triliun), mencoba membuat suatu konsep
model pengelolaan zakat di Indonesia dengan menerapkan faktor-faktor good
governance. Penelitian ini ditujukan agar LAZ dapat lebih meningkatkan

akuntabilitas dan transparansi sehingga meningkatkan trust masyarakat.*

%Sri Fadilah, “Analisis “Good Governance” dilihat dari Implementasi Pengendalian Intern
dan “Total Quality Management”,” Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial,
Ekonomi dan Humaniora, 1, (2011), 387.
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Jasafat (2015)°" menjelaskan model pengembangan manajemen pengelolaan
zakat di Baitul Mal Aceh Besar. Sedangkan Hadi (2020)* menjelaskan sistem
manajemen ZIS di BAZNAS Kabupaten Banyumas. Atabik (2015)* juga
menjelaskan aktivitas yang berkaitan dengan zakat seperti sosialisasi,
pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan harus
dilakukan secara utuh. Lebih lanjut, Atabik menjelaskan dalam membangun
manajemen pengelolaan zakat dapat menggunakan teori James Stoner yakni
melalui proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing),
pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling). Permana dan Baehaqi
(2018)*° menambahkan, penerapan tata kelola yang baik (good governance)
sangat diperlukan dalam manajemen pengelolaan zakat agar kinerja LAZ dapat
lebih profesional.

Selanjutnya, penelitian terkait evaluasi hasil manajemen zakat dari
organisasi pengelola zakat juga sudah pernah dilakukan, seperti Shabri dan Huda
(2014)** melakukan penelitian komparasi dengan menganlisis kinerja BAZNAS
dan LAZ yang ada di Provinsi Sumatera Barat menggunakan Indonesia

Magnificence Zakat (IMZ). Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Ardani dkk

¥ Jasafat, “Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak dan Sadagah pada Baitul Mal Aceh Besar,”
Jurnal Al-ljtimaiyyah, 1, (Januari-Juni, 2015), 17.

%®Rahmini Hadi, “Manajemen Zakat, Infak dan Shadagah di Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kabupaten Banyumas,” el-JIZYA, 2, (Juli-Desember, 2020), 245.

%¥Ahmad Atabik, “Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer,”
ZISWAF, 1, (Juni 2015), 41.

“Agus Permana dan Ahmad Bachagi, “Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat
dengan Prinsip Good Governance,” Al-Masraf, 2, (Juli-Desember 2018),

*"Husni Shabri dan Nurul Huda, “Performance Comparison Amil Zakat Institutions Managed
by The Government and Private Organization In West Sumatera Province,” HUMAN FALAH, 2
(Juli- Desember, 2014).
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(2019)* yang menganalisis kinerja lembaga amil zakat pada BAZNAS Kabupaten
Ogan llir dengan menggunakan metode Indonesia Magnificence Zakat (IMZ).
Selain IMZ, pengukuran kinerja LAZ juga dapat menggunakan metode Data
Envelopmentd Analysis (DEA). Faturrahman dan Hajar (2019)* menggunakan
metode DEA untuk menganalisis tingkat efisiensi Rumah Zakat dan Dompet
Dhuafa dalam periode 2012 hingga 2016 dengan pendekatan produksi dalam
menentukan variabel input dan output.

Ada juga pengukuran Kinerja lembaga zakat menggunakan metode
Balanced Scorecard yang dilakukan oleh Pratama (2018)* yang mencoba
menganalisis kinerja LAZIS Al-lhsan Jawa Tengah. Metode Balanced Scorecard
ini menganilis empat perspektif Kinerja, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis
internal dan pembelajaran pengembangan. Selanjutnya pengukuran Kinerja dengan
Indeks Zakat Nasional (IZN) sendiri sudah banyak dilakukan. Mubarokah dkk
(2018),* Widiawati dkk (2017),* Yunus dan Feriyanto (2019),*" ketiga penelitian

tersebut mengukur kinerja zakat dalam lingkup provinsi. Analisis kinerja lembaga

*Ardani dkk, “Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kabupaten Ogan Ilir dengan Metode Indonesia Magnifience Zakat (IMZ),”
Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi, 1 (Januari, 2019).

®Ayif Faturrahman dan lbnu Hajar, “Analisis Efisiensi Kinerja Lembaga Amil Zakat di
Indonesia”, JES: Jurnal Ekonomi Syariah, 2 (September 2019).

*Lulu Syifa Pratama, “Analisis Kinerja Lembaga Zakat, Infak dan Shodagoh dengan Metode
Balanced Scorecard (Studi Kasus pada LAZIS Al-lhsan Jawa Tengah Cabang Solo Raya),”
Academia, 2 (Juli-Desember 2018).

®Isro’iyatul Mubarokah, Irfan Syaugi Beik dan Tony Irawan. “Analysis of Zakat
Performance of Central Java Province.” International Journal of Zakat, 2 (2018), 17-18.

*Widiawati, Nunung Nurhayati dan Ifa Hanifa Senjiati, “Kinerja Pengelolaan Zakat
Menggunakan Indeks Zakat Nasional (1ZN) di BAZNAS Provinsi Jawa Barat,” disampaikan
dalam Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah Vol. 4, No. 1 tahun 2018. h. 308-314.

*"Ayu Rugayyah Yunus dan Nur Feriyanto, “Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi
Sulawesi Selatan (Tinjauan Makro),” ASSETS, 1 (Juni 2019), 24-40.
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zakat menggunakan IZN dalam lingkup kabupaten/kota juga sudah dilakukan oleh
Farchatunnisa (2017),*® Nurasri (2019),*° Pratomo dan Afkar (2020).>°

Peneliti mengambil rujukan penelitian di atas karena memerlukan dasar
teori serta pandangan yang lebih mendalam terkait pembahasan manajemen
pengelolaan zakat. Selain itu, penelitian terkait penilaian kinerja atau evaluasi dari
hasil manajemen zakat diperlukan sebagai penguat sejaun mana manajemen
pengelolaan zakat sudah berhasil diterapkan. Kebaharuan yang peneliti tawarkan
adalah membahas manajemen zakat BAZNAS Kota Mataram sesuai dengan
komponen penyusun indikator kelembagaan pada IZN 2.0. Komponennya ialah
penghimpunan, pengelolaan, penyaluran serta pelaporan.

Tabel 1.1.
Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Nama Peneliti, Judul

dan Tahun Penelitian Orisinalitas Penelitian

Persamaan Perbedaan

Manajemen Zakat

Sri Fadilah, Analisis | Membahas Menganalisis ~ penerapan | Memaparkan serta
Good Governance dilihat | pentingnya good governance | nganalisis manajemen
dari Implementasi | manajemen  yang | dipengaruhi oleh | BAZNAS Kota Mataram
Pengendalian Intern dan | baik dalam OPZ | pengendalian intern dan | dengan pendekatan
Total Quality | dengan teknik | TQM pada LAZ seluruh | Indikator ~ Kelembagaan
Management, 2011. pengumpulan data | Indonesia. Metode | pada Indeks Zakat
menggunakan penelitian explanatory | Nasional.  Menggunakan
kuesioner, research dan | metode kualitatif analisis
wawancara dan | menggunakan alat analisis | deskriptif.
dokumentasi. SEM dengan pendekatan
SEM.
Jasafat, Manajemen | Penelitian kualitatif | Hanya  mendeskripsikan | Memaparkan serta
Pengelolaan Zakat, Infak | deskriptif yang | dan tidak menganalisis | nganalisis manajemen
dan Sadagah pada Baitul | menjelaskan manajemen  pengelolaan | BAZNAS Kota Mataram
Mal Aceh Besar, 2015. manajemen ZIS di Baitul Mal Aceh | dengan pendekatan
pengelolaan ZIS di | Besar. Indikator Kelembagaan
OPZ. pada Indeks Zakat

*®Hidayaneu Farchatunnisa, Analisis Kinerja BAZNAS Kota Bandung dengan Pendekatan
Indeks Zakat Nasional, Skripsi (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2017).

**Ratih Nurasri, Analisis Kinerja Zakat Daerah dengan Menggunakan Indeks Zakat Nasional
pada BAZNAS Kota Tangerang Selatan, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

**Ahmad Sidi Pratomo dan Shulhan Zainul Afkar, “Indeks Dimensi Makro BAZNAS Kota
Mataram berdasarkan Indeks Zakat Nasional,” Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam, 1 (2020).
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Nasional.  Menggunakan
metode kualitatif analisis
deskriptif.
Ahmad Atabik, | Penelitian kualitatif | Tidak menganalisis | Memaparkan serta
Manajemen Pengelolaan | secara  deskriptif, | manajemen zakat pada | nganalisis manajemen
Zakat yang Efektif di Era | menggunakan teori | suatu lembaga, | BAZNAS Kota Mataram
Kontemporer, 2018. manajemen. menawarkan konsep | dengan pendekatan
manajemen zakat. Indikator Kelembagaan
pada Indeks Zakat
Nasional.
Agus Permana dan | Penelitian kualitatif | Menggunakan pendekatan | Menggunakan pendekatan
Ahmad Baehagqi, | deskriptif yang | studi  kepustakaan dan | kualitatif analisis deskriptif
Manajemen Pengelolaan | membahas tentang | menjelaskan  manajemen | untuk memaparkan dan
Lembaga Amil Zakat | manajemen pengelolaan LAZ menurut | menganalisis manajemen
dengan Prinsip Good | pengelolaan OPZ. prinsip good governance. BAZNAS Kota Mataram
Governance, 2018. berdasarkan indikator
kelembagaan pada 1ZN.
Rahmini Hadi, | Membahas Membahas manajemen | Menggunakan pendekatan
Manajemen Zakat, Infak | manajemen  OPZ | BAZNAS Kabupaten | kualitatif analisis deskriptif
dan Shadagah di Badan | pada tingkat | Banyumas berdasarkan | untuk memaparkan dan
Amil Zakat Nasional | kabupate/kota fungsi-fungsi  manajemen | menganalisis manajemen
(BAZNAS) Kabupaten | dengan pendekatan | yang umum. zakat BAZNAS Kota
Banyumas, 2020. kualitatif. Mataram berdasarkan
indikator kelembagaan
pada IZN.
Kinerja Organisasi Pengelola Zakat
Husni Sabri dan Nurul | Menganalisis Mengkomparasikan kinerja | Menganalisis manajemen
Huda, Performance | manajemen  zakat | 4 BAZNAS dengan 4 LAZ | kelembagaan serta kinerja

Comparison Amil Zakat | menggunakan 1ZN, | yang ada di Provinsi | BAZNAS Kota Mataram
Institutions Managed by | ilakukan dengan | Sumatera Barat dengan | dengan Pendekatan
The Government and | survey dan | IMZ. Menggunakan Mann | Indikator Kelembagaan
Private Organization In | wawancara. Whitney U Test untuk | pada IZN.

West Sumatera Province, melihat signifikansi

2014, perbedaan.

Hidayaneu Menganalisis Menggunakan 1ZN secara | Fokus menganalisis
Farchatunnisa, Analisis | manajemen  zakat | keseluruhan, metode studi | manajemen zakat

Kinerja BAZNAS Kota
Bandung dengan
Pendekatan Indeks Zakat
Nasional, 2017.

menggunakan IZN,
dengan pendekatan
kualitatif, dan
penghimpunan data

kasus dan mewawancarai
mustahik.

BAZNAS Kota Mataram
berdasarkan indikator
kelembagaan pada IZN.
Menggunakan metode

menggunakan kualitatif dengan in depth
kuisioner dan interview kepada pengurus
wawancara. BAZNAS Kota Mataram.
Lulu Syifa Pratama, | Menganalisis Menggunakan metode | Menggunakan pendekatan
Analisis Kinerja | manajemen  zakat | balanced scorecard yang | pada indikator
Lembaga Zakat Infak | menggunakan IZN, | menganalisis  perspektif | kelembagaan berdasarkan
dan Shodaqoh dengan | dengan pendekatan | keuangan, pelanggan, | IZN yang menganalisis
Metode Balanced | kualitatif deskriptif | bisnis internal, | variabel  penghimpunan,
Scorecard (Studi Kasus | dan pengumpulan | pertumbuhan dan | pengelolaan, penyaluran
pada LAZIS al-lhsan | data dengan | pembelajaran pada LAZ | hingga pelaporan.
Jawa Tengah Cabang | kuesioner. tingkat provinsi.
Solo Raya, 2018.
Mubarokah dkk, | Menganalisis Menilai Kinerja perzakatan | Fokus membahas kinerja
Analysis of Zakat | manajemen  zakat | di tingkat provinsi | lembaga pengelolaan zakat

Performance of Central

menggunakan 1ZN.

menggunakan 1ZN secara

tingkat Kota berdasarkan
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Java Province, 2018. kuesioner dan | keseluruhan, dimensi | indikator kelembagaan
wawancara. makro dan mikro. pada IZN.

10. | Widiawati dkk, Kinerja | Menganalisis Menilai kinerja perzakatan | Fokus menggunakan
Pengelolaan Zakat | manajemen  zakat | di tingkat provinsi | indikator kelembagaan
Menggunakan Indeks | tingkat kota | menggunakan 1ZN secara | dalam menganalisis kinerja
Zakat Nasional (IZN) di | menggunakan IZN. | keseluruhan, dimensi | BAZNAS Kota Mataram.
BAZNAS Provinsi Jawa makro dan mikro.

Barat, 2018.

11. | Ratih Nurasri, Analisis | Menganalisis Menganalisis dengan 1ZN | Fokus menganalisis
Kinerja Zakat Daerah | manajemen zakat | secara keseluruhan, | manajemen zakat
dengan  Menggunakan | tingkat kota | menggunakan pendekatan | BAZNAS berdasarkan
Indeks Zakat Nasional | menggunakan IZN. | kuantitatif, serta jenis | indikator kelembagaan.
pada BAZNAS Kota penelitian lapangan. Menggunakan metode
Tangerang Selatan, 2019. kualitatif dengan in depth

interview.

12 | Yunus dan Feriyanto, | Mengukur Kinerja | Menganalisis lembaga | Fokus menggunakan
Kinerja Badan Amil | lembaga zakat | pada lingkup provinsi, | indikator kelembagaan
Zakat Nasional Provinsi | menggunakan IZN. | menggunakan pendekatan | dalam menganalisis kinerja
Sulawesi Selatan mixed method dan fokus | BAZNAS Kota Mataram.
(Tinjauan Makro), 2019. pada dimensi makro saja.

13. | Ardani dkk, Analisis | Menganalisis Menganalisis kinerja | Aktivitas penelitian
Kinerja Lembaga Amil | manajemen zakat | BAZNAS Kabupaten | dilakukan selama kurang
Zakat pada Badan Amil | OPZ tingkat | Ogan Ilir 2014 hingga | lebih 1 bulan untuk
Zakat Nasional | kabupaten/kota. 2018 dengan metode IMZ. | mengumpulkan dan
(BAZNAS) Kabupaten Aktivitas analisis data | menganalisis data kinerja
Ogan llir dengan Metode Display Data, kemudian | BAZNAS Kota Mataram
Indonesia  Magnifience Conclution Drawing atau | sesuai Indikator
Zakat (IMZ), 2019. Verification. Kelembagaan pada 1ZN.

14. | Ayif Fathurrahman dan | Menganalisis Menganalisis efisiensi | Penelitian ~ menganalisis
Ibnu Hajar, Analisis | manajemen zakat | kinerja LAZNAS dengan | data manajemen  zakat
Efisiensi Kinerja | OPZ. teknik pengumpulan data | BAZNAS Kota Mataram
Lembaga Amil Zakat di desk  research  dalam | sesuai Indikator

Indonesia, 2019.

periode data 2012 hingga
2016 dengan metode DEA.

Kelembagaan pada IZN.

15.

Pratomo dan  Afkar,
Indeks Dimensi Makro
BAZNAS Kota Mataram
berdasarkan Indeks
Zakat Nasional, 2020.

Menggunakan 1ZN
untuk menganalisis
manajemen
BAZNAS
Mataram.

Kota

Mengukur Kkinerja pada
dimensi makro dengan
mixed method.

Fokus menganalisis
manajemen zakat
BAZNAS Kota Mataram
berdasarkan indikator
kelembagaan. Metode
kualitatif deskriptif dengan
in depth interview.

Sumber: Data diolah peneliti, 2021.

F. Definisi Istilah

Penelitian ini akan memaparkan serta menganalisis manajemen zakat

BAZNAS Kota Mataram dari sistem penghimpunan, sistem tata kelola, sistem

penyaluran dan sistem pelaporan. Berikut akan dijelaskan beberapa definisi istilah

dalam penelitian ini:
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1.  Manajemen zakat

Yang dimaksud manajemen zakat dalam penelitian ini ialah segala sesuatu
yang berkaitan dengan sistem penghimpunan, sistem tata kelola, sistem
penyaluran dan sistem pelaporan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram.
Adapun zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kota Mataram ialah zakat mal,
sedangkan zakat fitrah penghimpunan dan penyalurannya diserahkan kepada UPZ
Masjid atau Panitia Pengumpulan Zakat Fitrah di setiap Masjid/Mushalla dan lembaga
keagamaan lainnya. BAZNAS Kota Mataram sudah melakukan fungsi-fungsi
manajemen, namun masih ada beberapa permasalahan yang dirasa perlu diungkap
dan dianalisis.
2. Sistem Penghimpunan

Sistem Penghimpunan dalam pembahasan ini berkaitan dengan tugas pokok,
fungsi dan prosedur, serta komponen apa saja yang ada dan saling berkaitan
dalam proses penghimpunan di BAZNAS Kota Mataram. Sehingga dengan
demikian, akan diketahui permasalahan-permasalahan pada sistem penghimpunan
secara mendalam. Penghimpunan sendiri ialah proses, cara dan perbuatan
menghimpun dana zakat, infak, sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya.
BAZNAS Kota Mataram sebagai satu-satunya OPZ resmi yang menghimpun dana
ZIS dalam lingkup Kota Mataram, melakukan penghimpunan dana ZIS melalui
kotak amal maupun UPZ vyang tersebar di masjid/mushola, Satuan Kerja

Perangkat Daerah.
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3. Sistem Tata Kelola

Sistem tata kelola ini ialah sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan
mengendalikan organisasi berupa peraturan-peraturan seperti Undang-Undang,
Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Instruksi Walikota, Standar Operasional
Prosedur (SOP), rencana strategis, sertifikasi manajemen mutu atau International
Organization for Standardization (ISO), dan program kerja tahunan di BAZNAS
Kota Mataram.
4.  Sistem Penyaluran

Pembahasan sistem penyaluran akan dipaparkan tugas pokok, fungsi dan
prosedur, serta komponen apa saja yang ada dan saling berkaitan dalam proses
penyaluran di BAZNAS Kota Mataram. BAZNAS Kota Mataram sendiri
memiliki sekitar lima program pokok dalam menyalurkan dana ZIS, yaitu
Mataram Peduli, Mataram Sejahtera, Mataram Cerdas, Mataram Sehat dan
Mataran Taqwa.
5.  Sistem Pelaporan

Adapun sistem pelaporan dalam pembahasan ini berkaitan dengan
komponen apa saja yang ada dan saling berkaitan dalam proses pengawasan dan
pelaporan di BAZNAS Kota Mataram. BAZNAS Kota Mataram sendiri
melakukan fungsi pengawasan terhadap keuangan, manajemen, pengawasan

syariah dan pengawasan terhadap bantuan dan pengawasan kinerja.
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KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Zakat
1.  Definisi Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam.>* Qardhawi menyebutkan, di
dalam Al-Qur’an ada banyak perintah membayar zakat beriringan dengan perintah
mengerjakan salat.>* Zakat sendiri didefinisikan sebagai harta yang wajib
dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha milik muslim, kemudian

53

diberikan kepada yang berhak sesuai syariat Islam.” Ada delapan (asnaf)

golongan yang berhak menerima zakat menurut Quran surat at-Taubah ayat 60,
yaitu fakir, miskin, amil, mua’alaf, untuk membebaskan budak, gharim, sabilillah

dan ibnu sabil .>*

51Redak5| hadlts sebagal berikut,
e\ﬁ\}&\dw‘)\wu\}m\Y\d\\Ju\cd\.@_u u.;m;‘;s: L‘}“@.ﬁ d)s-’elﬂ')
ALl 5 o AN 155 ¢ (lima ) o 5y el 285 5850 ¢85 3Dl
Dari Abu ‘Abdurrahman ‘Abdullah bin ‘Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ‘anhuma, ia
mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Islam
dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan
Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah; menunaikan salat;
menunaikan zakat; menunaikan haji ke Baitullah; dan berpuasa Ramadhan.” (HR. Bukhari
dan Muslim).
*2yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin,
(Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2011), 3.
*pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat.
**Redaksi ayat sebagai berikut,

N IREY 2 233005 e Mb oSenally il EBia) ) e

- AW

’?jj/»\és}w&‘j;b /,.:4.,4_03 M‘J‘)&‘deﬂwfﬂb

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang
miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk

$] \\
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Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa muzaki adalah seorang
muslim yang merdeka baik laki-laki maupun perempuan, kemudian bagi Mazhab
Imam Hanafi, muzaki harus baligh dan adil. Sedangkan dalam Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2011 menjelaskan bahwa muzaki ialah seorang muslim atau
badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.®> Adapun kriteria harta yang
wajib dizakati dijelaskan oleh Qardhawi, yaitu harta milik penuh (perseorangan
maupun badan), harta yang berkembang, cukup nisab dan haul, lebih dari
kebutuhan biasa, serta bebas dari hitung.*

2. Jenis-Jenis Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat
mal. Berikut ini akan diuraikan syarat dan tata cara penghitungan zakat fitrah dan
zakat mal yang telah dijelaskan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Agama
Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014:>
a.  Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang
hidup pada bulan ramadhan. Zakat yang dikeluarkan ialah berupa bahan makanan
pokok pada masing-masing daerah. Takarannya ialah sejumlah 2,5 kg atau 3,5
liter beras atau dapat juga dengan uang senilai takaran beras tersebut. Pelaksanaan

zakat fitrah sendiri dapat dilakukan sejak awal Ramadhan hingga sebelum

(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk
mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah,
dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. at-Taubah: 60).
%>Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
%%pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, Indikator Pemetaan Potensi Zakat,
(Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019), 11.
S’Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan
Tata Cara Menghitung Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha
Produktif.



22

pelaksanaan Salat Idul Fitri. Kemudian, penyalurannya paling lambat dilakukan

sebelum pelaksanaan Salat Idul Fitri.

b. Zakat Mal

Zakat mal atau zakat harta adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap

muslim atau badan usaha milik muslim yang telah mencapai nisab dan haul,

sesuai ketentuan syariat Islam. Nisab adalah batas minimal harta yang terkena

wajib zakat, danhaul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 bulan

gomariyah atas kepemilikan harta. Adapun yang termasuk dalam zakat mal

sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya. Zakat ini harus sudah
mencapai haul dan nisab. Adapun nisab zakat emas adalah 85 gram
emas, perak memiliki nisab 595 gram perak, dan logam mulia lainnya
memiliki nisab seperti emas yakni 85 gram emas. Kadar zakat yang
harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5%.

Zakat uang dan surat berharga lainnya. Zakat ini harus sudah
mencapai haul dan nisab sebesar 85 gram emas. Zakat yang
dikeluarkan adalah sebesar 2,5%.

Zakat perniagaan. Nisab zakat perniagaan adalah setara 85 gram emas
dari selisih aset lancar dengan hutang jangka pendek pada saat haul.
Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%.

Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan. Nisab zakat ini adalah

senilai 653 kg gabah. Jika perairannya menggunakan air hujan,



5)

6)

7)

8)

9)
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dikenakan zakat sebesar 10%, namun jika menggunakan pengairan
sendiri dikenakan zakat sebesar 5%.

Zakat peternakan dan perikanan. Zakat peternakan adalah zakat atas
hewan ternak unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing. Hewan ternak
yang dikenai zakat adalah hewan yang digembalakan di tempat
penggembalaan umum, namun jika dipelihara dalam kandang akan
masuk kategori zakat perniagaan. Sedangkan zakat perikanan adalah
ikan hasil budidaya maupun hasil tangkap ikan, dengan nisab 85 gram
emas dan kadar zakatnya 2,5%.

Zakat pertambangan. Zakat pertambangan merupakan zakat yang
dikenakan dari hasil tambang, memiliki nisab senilai 85 gram emas,
dan kadar zakatnya 2,5% dari nisab.

Zakat perindustrian. Nisab untuk usaha dalam bidang produksi barang
senilai 85 gram emas, sedangkan untuk bidang jasa senilai 652 kg
gabah. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari selisih aset
lancar dengan hutang jangka pendek.

Zakat pendapatan dan jasa. Zakat ini dikeluarkan dari penghasilan
yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.
Nisab dari zakat ini adalah senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras
dengan kadar zakat 2,5%.

Zakat rikaz, yaitu zakat yang dikenakan atas harta temuan, maka tidak
adanya nisab untuk zakat rikaz. Nilai yang harus dikeluarkan adalah

20% dari harta rikaz.
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3. Esensi Zakat

Zakat sendiri dimaksudkan sebagai pembersih dan menyucikan harta orang
kaya serta memberikan ketentraman baginya.”® Selain itu, bagi mustahik, zakat
dapat memberikan kesejahteraan baginya. Zakat secara makro ekonomi dapat
meningkatkan permintaan agregat. Mustahik dapat meningkatkan daya beli
terhadap barang dan jasa. Sehingga permintaan agregat akan menarik peningkatan
investasi. Kemudian peningkatan investasi akan meningkatkan produksi dan
kesempatan kerja. Pada akhirnya zakat akan memberikan peningkatan ekonomi
masyarakat secara berlipat ganda.”® Selain itu, zakat sendiri merupakan bentuk
komitmen sosio-ekonomi yang penting bagi umat islam, di mana ia dapat
menjamin kepentingan jangka panjang maupun kebutuhan mendesak.°

Esensi zakat menurut pandangan Muhammad Nejatullah Siddigi dianggap
sebagai sumber potensial dalam pengurangan kemiskinan dan juga sebagai modal
kerja bagi mustahik agar dapat membuka lapangan pekerjaan. Zakat pun dapat
digunakan sebagai benteng pertahanan perekonomian agar tidak terjadinya

keterpurukan ketika kemampuan konsumsi suatu negara mengalami stagnasi.

8\Wajibnya seorang muslim yang memiliki kelebihan harta untuk disalurkan tertera pada al-
Qur’an surat at-Taubah ayat 103 Redaksi ayat sebagal berikut,

Tl a3 V-‘Lug““’b}k'pd‘ s 1203 G iS55 aa il B30 bl s
Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa
kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha
mengetahui.” (Q.S. at-Taubah: 103).

%Eko Suprayito, Pengaruh Zakat terhadap Variabel Makro Ekonomi Indonesia: Studi pada
Perekonomian Indonesia tahun 2000, Abstrak Tesis Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
(‘Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2004),
http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/23515, diakses pada 6 Februari 2021.

®Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat,
(Kota Malang: UIN Maliki Press, 2010), 49.
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Kedudukan zakat yang sangat penting, membuat pengelolaan zakat dituntut agar
lebih baik juga.™
B. Konsep Sistem

Pengertian sistem sendiri sudah banyak dijelaskan oleh para ahli. Salah
satunya dijelaskan oleh Tampubolon dan Silaban, bahwa sistem adalah sesuatu
yang memiliki bagian-bagian atau subsistem-subsistem yang dijalankan atau
dioperasikan dalam rangka mencapai tujuan/sasaran.®’ Bagian-bagian dalam
sistem ini memiliki ciri tersendiri dan saling berkaitan satu dengan lainnya
sehingga membentuk suatu kesatuan yang bersifat menyeluruh.%® Teori sistem
secara umum pertama kali diuraikan oleh Kenneth Boulding yang mengatakan
bahwa setiap unsur pembentuk organisasi harus diperhatikan secara penuh dan
merata oleh pimpinan organisasi, baik secara fisik maupun non-fisik.

Ada dua pendekatan yang ditekankan dalam mendefinisikan sistem, yaitu
tentang prosedur dan komponen atau elemen. Pendekatan sistem dengan prosedur
didefinisikan sebagai sebuah jejaring kerja dari prosedur-prosedur yang berkaitan,
berkumpul bersama dan melakukan aktifitas atau menyelesaikan target yang
sudah ditentukan. Pendekatan ini lebih menekankan urutan-urutas operasional
dalam sistem. Sedangkan pendekatan pada elemen atau komponen didefinisikan
sebagai kumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.

Biasanya tujuan dikaitkan dengan ruang lingkup yang lebih umum atau lebih

®'Haris Aravik, “Esensi Zakat sebagai Instrumen Finansial Islami dalam Pandangan
Muhammad Nejatullah Siddiqi,” Economica Sharia, 2 (Febrruari 2017), 111.

%2Muslim Tampubolon dan Pasaman Silaban, Penerapan dan Pendekatan Teori Sistem: Studi
Kasus Universitas HKBP Nomensen, (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2004), 4.

%Andri Kusyanto, “Pandangan Magashidu Al-Syariah terhadap Kinerja Fiskal dan Tata
Kelola Sistem Ekonomi,” Jurnal Islam Nusantara, 3, (Januari-Juni 2019), 43.
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khusus.®* Dalam melakukan pengelolaan zakat, OPZ tidak terlepas dari sistem
demi mencapai tujuannya, yakni meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan
zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
C. Konsep Manajemen Zakat
1.  Definisi Manajemen Zakat

Pada awalnya ZIS secara tradisional disalurkan secara langsung dari muzaki
kepada mustahik, masjid, guru ngaji ataupun Kiyai. Namun Kini pola tersebut
mulai bergeser. Muzaki dan munfik mulai menyerahkan zakat, infak dan sedekah
untuk dikelola oleh amil. Manajemen zakat dalam hal ini dapat didefinisikan
sebagai proses yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat untuk mencapai
tujuan dengan sumber daya yang dimiliki melalui proses perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian secara efektif dan efisien. Tujuan
dari penerapan sistem manajemen yang baik dalam organisasi pengelola zakat
ialah terciptanya organisasi pengeloa zakat yang amanah, profesional, mandiri dan
bertanggungjawab serta mendapatkan trust dari masyarakat.®
2.  Organisasi Pengelola Zakat

Allah subhanahu wa ta’ala mewajibkan pengumpulan zakat dari para

muzaki oleh amil zakat.%® Terkait pengelolaan zakat, ada beberapa syarat yang

*Admin Web Teknologi Pendidikan UPI, “Konsep Sistem,” (Bandung: Program Studi
Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2018), diakses 30 Desember 2021 di
https://kurtek.upi.edu/2018/02/14/konsep-sistem/

*Kementerian Agama RI, Manajemen Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Kemenag RI, 2017), 3-4.

%perintah Allah subhanahu wa ta’ala ini tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 103 dengan
redaksi ayat sebagai berikut,

. /T s
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harus dipenuhi, yaitu:*” 1) Memperluas harta wajib zakat sesuai kaedah figh, agar
memperbesar potensi penghimpunan sehingga dapat digunakan sebagai
pengentasan kemiskinan; 2) Mengelola dana ZIS dengan lembaga (amil) yang
ditunjuk oleh pemerintah secara baik dan transparan; 3) Dikelola secara
profesional, tertib administrasi dan akuntabel; 4) Dana ZIS yang dikumpulkan
oleh amil, harus didistribusikan secara akuntabel dan tepat sasaran. Pengelolaan
zakat berbasis manajemen merupakan suatu kebutuhan di zaman modern saat
ini.”®

Pemerintah Indonesia dalam mendukung kegiatan pengelolaan zakat di
Indonesia, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa proses pengelolaan
zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat juga
dapat diartikan sebagai sebuah proses manajemen zakat. Proses manajemen yang
dilakukan oleh organisasi pengelola zakat ialah mencakup kegiatan

penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan serta pelaporan atas pelaksanaan

pengelolaan zakat.

Arttinya:  “Ambillah  zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa
kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha
mengetahui. ”

Hasan menyebutkan bahwa kata i (berbentuk fi’il amar), dalam kaidah ushul figh, fi’il

amar menunjukkan suatu perintah wajib al-ashlu fi al-amr lilwujub. Muhammad Hasan,
Manajemen Zakat Model Pengelolaan yangEfektif, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 8.

®"yusuf Qardhawi, Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, terj. Sari
Nurulita, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), 94.

®®Ahmad Atabik, “Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer,”
ZISWAF, 1, (Juni 2015), 55.



28

BAZNAS secara resmi dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8
tahun 2001, kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 semakin
menguatkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan
pengelolaan zakat secara nasional.®® Zakat dalam hal ini dapat berupa zakat fitrah
maupun zakat mal.” Selain lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, pihak swasta
atau masyarakat yang tergabung di dalam yayasan atau ormas juga diperkenankan
membentuk LAZ yang bertugas membantu BAZNAS dan telah mendapatkan izin
Menteri atau pejabat yang ditunjuk Menteri.”* BAZNAS dan LAZ juga terdapat
pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Tidak hanya dana zakat, sebagai lembaga sosial atau nirlaba, BAZNAS dan
LAZ juga dapat menghimpun dana infak dan sedekah dan dana keagamaan
lainnya.”> BAZNAS dalam mengumpulkan zakat dapat secara langsung atau
melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ ialah organisasi yang dibentuk oleh
BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.”® UPZ BAZNAS dapat dibentuk
pada Kemeterian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Negara,
TNI/POLRI, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan swasta nasional dan asing,
Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kantor-kantor perwakilan negara
asing/lembaga asing, masjid negara, yayasan, perkumpulan atau koperasi.

Pada BAZNAS Provinsi, dapat menghimpun zakat secara langsung maupun

melalui UPZ yang dibentuk dari kantor instansi vertikal, kantor satuan kerja

*®*Badan Amil Zakat Nasional, “Profil BAZNAS”, https://baznas.go.id/profil, diakses tanggal
29 April 2021.

"Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat.

"bid, pasal 17-18.

?|bid, pasal 28 ayat (1).

"|bid, pasal 1 ayat (9).
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perangkat daerah/lembaga daerah provinsi, Badan Usaha Milik Daerah Provinsi,
perusahaan swasta skala provinsi, perguruan tinggi, pendidikan menengah atau
nama lainnya, masjid raya dan yayasan, perkumpulan atau koperasi. Adapun pada
BAZNAS Kabupaten/Kota, dapat menghimpun dana zakat secara langsung
maupun melalui UPZ yang dibentuk dari kantor satuan kerja pemerintah
daerah/lembaga daerah kabupaten/kota, instansi vertikal tingkat kabupaten/kota,
Badan Usaha Milik Daerah kabupaten/kota, perusahaan swasta skala
kabupaten/kota, masjid, mushola, langgar surau atau nama lainnya, pendidikan
dasar atau nama lainnya, kecamatan dan desa atau nama lainnya, serta UPZ pada
yayasan, perkumpulan atau koperasi.”

UPZ memiliki fungsi untuk; 1) memberikan sosialisasi dan edukasi terkait
zakat pada setiap institusi yang menaungi UPZ; 2) melakukan pendataan dan
layanan muzaki pada tiap institusi yang menaungi UPZ; 3) melakukan pendataan
mustahik yang menerima penyaluran zakat; 4) menyerahkan Nomor Pokok Wajib
Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BZS) yang diterbitkan oleh BAZNAS
kepada muzaki di institusi masing-masing; 5) menyusun RKAT UPZ untuk
program penghimpunan dan tugas pembantuan pendistribusian dan
pendayagunaan zakat; 6) menyusun laporan kegiatan penghimpunan dan
perbantuan penyaluran BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS

Kabupaten/Kota.”

"“Badan Amil Zakat Nasional, Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional, (Jakarta:
BAZNAS, 2018), 3-4.

Ibid, 3.
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Organisasi UPZ terdiri atas pengurus dan penasehat dengan masa jabatan
selama lima tahun. Penasehat berasal dari pimpinan institusi masing-masing,
sedangkan pengurus berasal dari pejabat, pekerja, anggota atau jamaah dari
institusi yang menaungi UPZ. Pengurus paling tidak terdiri dari satu orang ketua,
satu orang sekretaris dan satu orang bendahara. Penasehat sendiri memiliki tugas
mempertimbangkan dalam penetapan RKAT UPZ, mempertimbangkan
pelaksanaan pengumpulan dan pelaksanan penyaluran zakat, mengawasi pengurus
dalam menjalankan tugas dan fungsi UPZ, memberikan pertimbangan dalam
pembentukan alat kelengkapan UPZ serta membantu pengurus dalam memenuhi
sarana dan prasarana upz.’

UPZ mengumpulkan dana ZIS sesuai institusi masing-masing dan
menyetorkan selururhnya kepada BAZNAS. UPZ juga dapat membantu BAZNAS
dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat maksimal dengan 70% dari dana
yang diterima UPZ. Kecuali pada UPZ masjid, musala, langgar atau nama lainnya
dapat membantu pendistrubusian dan pendayagunaan dana zakat sebesar 100%.
UPZ yang melakukan perbantuan tugas penyaluran zakat memiliki bagian hak
amil paling banyak 12,5% dari realisasi. Sedangkan UPZ yang hanya melakukan
tugas pengumpulan zakat mendapatkan hak amil paling banyak 5% dari hasil
pengumpulan untuk biaya operasional UPZ.”

Pengumpulan zakat dilakukan secara payroll oleh petugas pengelolaan
administrasi belanja pegawai (PPABP) atau petugas yang melaksanakan fungsi

sejenis di institusi yang bersangkutan. Selain itu, UPZ membuat daftar calon

CIT
Ibid, 6-7.
""BAB 6 Pasal 35, Peraturan BAZAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata
Kerja Unit Pengumpul Zakat.
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muzaki yang memuat informasi nama lengkap, nomor induk pegawai, nomor
pokok wajib pajak, unit instansi, alamat rumah, nomor telpon dan alamat email.
Jika ada calon muzaki yang merasa keberatan dikenakan pemotongan zakat secara
payroll dapat menyampaikannya secara tertulis kepada pimpinan instansi.

Dana yang dihimpun UPZ kemudian diserahkan kepada BAZNAS paling
lambat 10 hari setelah tanggal pemotongan dengan melampirkan daftar yang
berisi nama muzaki yang membayar zakat, NPWZ dan jumlah zakat. BAZNAS
kemudian menerbitkan Bukti Setor Zakat dan diserahkan kepada UPZ.
Selanjutnya BAZNAS mencatat penerimaan dana dari UPZ dalam sistem
informasi yang sudah disiapkan.”® Adapun alur pembentukan UPZ tergambar
dalam gambar berikut.

Gambar 2.1
Alur Pembentukan UPZ

BAZNAS

) .
< berkirim surat Penerbitan
E SK UPZ
g Tldak )Y Lengkap
lengkap
Penjadwalan Penjadwalary o| sosialisasi
audiensi sosialisasi o
_ ! I
8 \ 4 P -
3 — Audiensi dengan | Pengajuan Penyerahan SK
g Surat diterima pimpinan Administrasi kepada Pengurus

Pimpunan

upz

Sumber: SK BAZNAS Nomor 25 tahun 2018.

Selain membentuk UPZ, BAZNAS dan LAZ juga dapat melakukan

kerjasama kemitraan dengan bank-bank, swalayan, supermarket, departemen store

®Ibid, Pasal 36-40.
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untuk melakukan penghimpunan dana ZIS. Masyarakat melakukan transaksi
secara langsung di tempat tersebut. Demi memudahkan masyarakat, OPZ baiknya
menyantumkan program-program penyaluran yang ada. Dengan demikian,
masyarakat mendapatkan akses penyaluran ZIS lebih luas daripada sekedar datang
ke OPZ langsung.”
D. Komponen Manajemen Zakat

Adapun komponen manajemen zakat merujuk pada variabel penyusun
Indikator Kelembagaan yang membahas soal kinerja penghimpunan, pengelolaan,
penyaluran dan pelaporan.?’ Dasar teori ini kemudian peneliti modifikasi dan
gunakan untuk membahas soal sistem penghimpunan, sistem tata kelola, sistem
penyaluran dan sistem pelaporan. Hal ini dijelaskan pada paparan berikut:
1.  Konsep Sistem Penghimpunan Zakat
a.  Definisi Penghimpunan Zakat

Penghimpunan didefinisikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan
mengumpulkan.®®  Penghimpunan dapat juga diartikan sebagai proses
memengaruhi masyarakat baik perseorangan maupun lembaga agar menyalurkan
dananya kepada organisasi. Proses memengaruhi di sini  mencakup
memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, termasuk

melakukan penguatan jika memungkinkan.®? Adapun penghimpunan zakat ialah

Ahmad Furgon, Manajemen Zakat, (Semarang: Walisongo Press, 2015), 46-47.

%Baca Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, Indeks Zakat Nasional 2.0,
(Jakarta: Puskas BAZNAS, 2020).

8kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “Arti Kata Penghimpunan,” (Jakarta: Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia, 2016), https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penghimpunan diakses 16 Oktober 2021.

%Suparman IA, “Manajemen Fundraising dalam Menghimpun Harta Wakaf,”
https://www.bwi.go.id/339/2009/03/06/manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-
wakaf-bagian-1/ diakses pada 16 Oktober 2021.
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kegiatan menghimpun dana dan memengaruhi calon muzaki, baik individu
maupun badan usaha agar menyalurkan zakat, infak dan sedekah kepada OPZ.%
Penghimpunan berperan sangat penting dalam mendukung OPZ untuk

membiayai program dan membiayai kegiatan operasional.®*

Dana yang dihimpun
olen OPZ mencakup dana zakat, infak, sedekah serta dana sosial keagamaan
lainnya. Zakat yang dibayar dapat dihitung sendiri oleh muzaki atau dapat
meminta bantuan OPZ. Adapun skema fundraising yang perlu dilakukan oleh

fundraiser dalam melakukan penghimpunan tergambar dalam Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.2
Skema Proses Fundraising®
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Kesadaran, motivasi,
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Sumber : Kemenag RI, 2013.

b.  Tujuan Penghimpunan Zakat
Suparman menjelaskan dalam melakukan penghimpunan zakat, terdapat

beberapa tujuan utama yaitu:°

8Ahmad Furgon, Manajemen Zakat, (Semarang: Walisongo Press, 2015), 34-35.

8 Atik Abidah, “Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada
Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo,” Kodifikasia, 1 (2016), 168.

®Dirjen BIMAS Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Standarisasi Amil Zakat Menurut
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Kemenag RI, 2013),
49,

8 Ahmad Juwaini, Panduan Direct Mail untuk Fundraising, (Jakarta: Piramedi, 2005), 5-7.
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1)  Untuk menghimpun dana ZIS

Menghimpun ZIS dari masyarakat merupakan tujuan utama dalam
pengelolaan zakat. Tanpa aktifitas penghimpunan, kegiatan OPZ akan kurang
efektif, bahkan dapat dikatakan aktifitas penghimpunan yang tidak menghasilkan
dana sama sekali adalah penghimpunan yang gagal meskipun memiliki bentuk
keberhasilan lainnya. Demi meningkatkan penghimpunan ZIS, OPZ harus
melakukan pengelolaan dengan program-program yang transparan, akuntabel, adil
dan bertanggungjawab.®’ Pada aktivitas penghimpunan yang tidak menghasilkan
dana, tidak akan ada sumber daya. Oleh sebab itu, menghimpun dana ZIS
merupakan tujuan yang utama dari kegiatan penghimpunan. OPZ akan berupaya
untuk terus melakukan evaluasi terhadap program yang dilakukan, agar tetap
mendapatkan penghimpunan dana ZIS untuk dikelola.
2)  Untuk menghimpun muzaki atau donator

Tujuan kedua dari penghimpunan adalah menambah muzaki atau donatur.
OPZ dalam melakukan penghimpunan harus terus menambah jumlah donatur
untuk dapat menambah jumlah donasi. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan
dalam meningkatkan jumlah donasi, yaitu pertama menambah donasi dari setiap
muzaki atau donator; kedua menambah jumlah donatur baru. Dari kedua hal
tersebut, hal yang lebih mudah dilakukan ialah menambah donatur. Muzaki
menyalurkan zakat dengan jumlah yang tetap setiap bulannya, kadang juga
meningkat jika memiliki penghasilan yang berlebih. Jika jumlah muzaki

ditambah, maka penghimpunan dana ZIS dapat meningkat.

8Dwita Darmawati dkk, “Studi Eksplorasi tentang Tata Kelola Zakat, Infak dan Sedekah
(ZIS),” Performance, 2, (2018), 21.
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3)  Untuk memperbanyak simpatisan atau pendukung

Fundraiser ialah orang yang melakukan tugas penghimpunan, dalam hal ini
ialah penghimpunan dana ZIS. Seorang atau sekelompok orang yang pernah
berinteraksi dengan fundraiser, jika memiliki kesan yang positif dan bersimpati
terhadap OPZ, maka ia dapat menjadi simpatisan dan pendukung meskipun tidak
menjadi muzaki atau munfig. Simpatisan seperti ini secara tidak langsung dapat
membantu dalam aktifitas penghimpunan, meskipun mereka tidak mempunyai
donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung
lembaga dan akan fanatik terhadap lembaga. Kelompok seperti ini pada umumnya
secara natural bersedia menjadi promotor atau memberikan informasi positif
tentang OPZ kepada orang lain. Kelompok seperti ini sangat diperlukan olenh OPZ
sebagai pemberi kabar informasi kepada orang yang memerlukan. Adanya
kelompok ini, maka akan terbentuk jaringan informal yang sangat menguntungkan
dalam aktifitas penghimpunan.
4)  Untuk meningkatkan dan membangun brand image

Fundraiser adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan
berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi yang dilakukan
oleh fundraiser akan membentuk brand image OPZ dalam masyarakat. Sebuah
brand image sangat penting demi memberikan dampak positif. Seorang calon
donatur akan menilai lembaga, kemudian menunjukan sikap atau perilaku
terhadap lembaga. Jika brand image yang ditunjukan OPZ adalah positif, maka

dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga.
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Demikian sebaliknya. OPZ yang memiliki brand image baik, secara tidak
langsung akan memengaruhi penghimpunan ZIS.%
5)  Untuk memuaskan muzaki atau donatur

Pelayanan OPZ yang baik dapat berpengaruh positif terhadap kepuasan dan
kepercayaan muzaki atau donator.®® Donator akan mendonasikan dananya kepada
lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap
OPZ secara positif kepada orang lain. Donatur yang puas akan menjadi tenaga
fundraiser alami, sehingga fungsi fundraising lebih banyak berinteraksi dengan
muzaki. Maka BAZNAS Pusat dalam hal ini juga melakukan inovasi terbaru yaitu
adanya digitalisasi penghimpunan yang kolaborasi dengan berbagai perusahaan
fintech agar meningkatkan coverage dan jaringan donator serta memudahkan
mereka dalam menyalurkan zakat.*
c.  Sistem Penghimpunan Zakat

Berdasarkan paparan sebelumnya, sistem penghimpunan zakat dapat
diartikan sebagai seperangkat komponen yang saling mendukung dan berkaitan
dalam upaya mencapai tujuan penghimpunan zakat yang optimal. Adapun dalam
hal ini, pihak-pihak yang saling berkaitan dalam sistem penghimpunan zakat
dipaparkan sebagai berikut:
1)  Pemerintah menjadi pihak yang memiliki peran sangat penting dalam

mengoptimalkan ~ pengumpulan  zakat. Pemerintah  mengeluarkan

8Atik Abidah, “Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada
Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo,” Kodifikasia, 1, (2016), 177.

Safitri dan Nurkin, “Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Muzaki melalui
Kepuasan Muzaki dan Kepercayaan Muzaki,” Economic Education Analysis Journal, 2, (2019),
511.

%pysat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, Outlook Zakat Indonesia 2020,
(Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019), 18.
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seperangkat peraturan soal zakat diantaranya mengeluarkan Undang-
Undang nomor 23 tahun 2011 yang mengatur Pengelolaan Zakat. Selain itu,
Pemerintah juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia
nomor 3 tahu 2014. Inpres ini mengistruksikan kepada Para Menteri, Jaksa
Agung, Penglima TNI, Kepolisian RI, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-
Kementerian, Sekjen Lembaga Negara, Sekjen Komisi Negara, Gubernur,
Bupati/Walikota dan Ketua BAZNAS untuk melakukan koordinasi terkait
pengumpulan zakat di lingkup wilayah masing-masing sesuai dengan tugas
dan fungsi masing-masing.

Kemudian kepada Menteri Dalam Negeri diinstruksikan untuk mendorong
gubernur dan bupati/walikota melakukan optimalisasi pengumpulan zakat di
satuan kerja/organisasi perangkat daerah dan BUMD melalui BAZNAS
Provinsi/Kabupaten/Kota.

Adapun Menteri BUMN juga diminta untuk mendorong direksi/pimpinan
BUMN melakukan optimalisasi pengumpulan zakat karyawan dan zakat
badan usaha di lingkungan BUMN melalui BAZNAS. Inpres ini juga
mengistruksikan kepada ketua BAZNAS untuk melakukan; a) registrasi
muzaki bagi pegawai/karyawan; b) membuat mekanisme teknis
pengumpulan zakat; c¢) melakukan pengumpulan zakat; serta c)
menyampaikan laporan hasil pengelolaan zakat di setiap instansi yang sudah

disebutkan.®*

Inpres Republik Indonesi nomor 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di

Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara,
Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan
Amil Zakat Nasional.
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4)  Selanjutnya dari pihak OPZ dalam melakukan penghimpunan, terdapat
beberapa tahapan yang perlu dilakukan, seperti:

a)  Melakukan analisis terhadap kebutuhan muzaki. Sebelum melakukan
penghimpunan, OPZ perlu memahami bahwa calon donator/muzaki
memerlukan beberapa hal seperti:

i) Kesesuaian pemanfaatan dana ZIS dengan syariah. Tiga aspek yang
perlu diperhatikan dalam penyaluran dan alokasi sesuai dengan
syariah, yaitu pertama dana zakat akan disalurkan kepada delapan
asnaf; kedua daerah distribusi diutamakan pada wilayah yang sama
tempat pengumpulan zakat; dan ketiga kecepatan waktu penyaluran.

i)  Tersedianya laporan pertanggungjawaban juga diperlukan agar
meningkatkan trust calon muzaki.

iii) Dana yang diberikan donator atau muzaki semaksimal mungkin
digunakan untuk kesejahteraan umat.

iv) Kemudian OPZ perlu memberikan service excellent agar
meningkatkan kepuasan dan kepercayaan muzaki atau donator
terhadap OPZ.%

V)  Menjaga silaturrahim dan komunikasi dengan donatur. Fundraiser
dapat melakukan kunjungan ke rumah donator atau muzaki setiap

sekali seminggu atau insitendal sesuai keinginan donator. Dari

%2B1, BAZNAS, IRTI-IDB, “Prinsip-Prinsip Pokok untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan
Zakat yang Efektif,” (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia,
2016), 5-8.

%Safitri dan Nurkin, “Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Muzaki melalui
Kepuasan Muzaki dan Kepercayaan Muzaki,” Economic Education Analysis Journal, 2, (2019),
511.
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silaturrahim, kemungkinan fundraiser juga akan mendapatkan calon

donator baru yang disarankan oleh donator tetap.*
Memiliki produk atau program penghimpunan yang dapat diterima oleh
donator.® Produk dalam hal ini merupakan layanan yang diberikan OPZ
guna memudahkan donator dan muzakki menunaikan kewajiban zakatnya.*®
Setelah memahami kebutuhan muzaki dan menyiapkan program
penghimpunan, OPZ selanjutnya dapat melakukan identifikasi terhadap
calon donator/muzaki. lIdentifikasi ini bertujuan lebih kepada pengenalan
terhadap calon muzaki, demi memperoleh gambaran tentang perilaku
berderma calon muzaki. Pertanyaan-pertanyaan seperti siapa donatur, apa
yang menarik mereka untuk berdonasi, kapan, bagaimana dan di mana
menyumbang, seberapa sering donatur menyumbang, merupakan beberapa
pertanyaan yang penting dipergunakan dalam melakukan identifikasi calon
donatur. Adanya informasi dari identifikasi calon muzaki, tentu akan
mempermudah OPZ untuk menentukan strategi fundraising. Selain itu, tentu

OPZ akan memiliki database muzaki.®’

%Sanusia dan Chaeranib, “Strategi Fundraising dalam Peningkatan Penerimaan Dana Zakat,

Infaq Shadaqah di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon,” Jurnal Manajemen, 1 (Januari 2018),

8.

%Purwanto (2009) dalam Miftahul Huda, Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising:

Study tentang Penggalangan Wakaf pada Yayasan Hasyim Asy’ari Pondok Pesantren Tebuireng
Jombang, (Yayasan Badan Wakaf Ull dan YDSF Surabaya: Kemenag RI, 2012), 37-38.

%Atik Abidah, “Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada

Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo,” Kodifikasia, 1, (2016), 173.

% Ahmad Furgon, Manajemen Zakat, (Semarang: Walisongo Press, 2015), 39-40.
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d)  Tahap selanjutnya adalah menentukan metode penghimpunan. Secara umum

metode atau strategi penghimpunan terbagi menjadi dua, yaitu:*®

i)

Metode direct fundraising dilakukan dengan melibatkan partisipasi
muzaki atau donator secara langsung. Direct fundraising lebih
memudahkan fundraiser untuk melakukan komunikasi dengan muzaki
atau donator, sehingga terbentuk komunikasi dan emosional yang baik
antara keduanya. Muzaki juga dapat melakukan konsultasi secara jelas
terkait harta wajib zakat ataupun program yang ada di OPZ. Hal ini
dapat meningkatkan kepercayaan muzaki atau donator. Namun
kelemahan metode ini ialah tidak semua OPZ memiliki tenaga
fundraiser dan sumber daya operasional yang memadai.

Adapum indirect fundraising ialah metode menghimpun dana ZIS
yang dari muzaki atau donator secara tidak langsung, melainkan
melalui media cetak atau elektronik. OPZ dituntut kreatif dalam
membuat sebuah promosi agar dapat memengaruhi calon muzaki atau
donator untuk mau menyalurkan dananya kepada lembaga. Cara ini
dianggap lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan
informasi terkait lembaga, misalkan seperti program, cara membayar,
harta wajib zakat dan jumlah yang akan dizakati atau didonasikan.
Makin berkembangnya sosial media saat ini memudahkan OPZ untuk
melakukan metode ini sebagai media meningkatkan brand image di

masyarakat. Namun kelemahan model ini ialah seringkali masyarakat

%Suparman IA, “Manajemen Fundraising dalam Menghimpun Harta Wakaf,”
https://www.bwi.go.id/339/2009/03/06/manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-
wakaf-bagian-1/ diakses pada 16 Oktober 2021.
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mengabaikan informasi yang sudah dibuat karena tidak
tersampaikannya secara langsung.*®
e)  Setelah menyusun strategi penghimpunan dan pengembangan data muzaki,
OPZ selanjutnya melakukan kampanye zakat, melakukan pengendalian,
memberikan pelayanan dan melaksanakan evaluasi terhadap program
pengumpulan zakat, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban
pengumpulan zakat, menerima dan menindaklanjuti complain dari muzaki
serta melakukan koordinasi terhadap pengumpulan zakat di tingkat provinsi
dengan OPZ lainnya.'®
2.  Konsep Sistem Tata Kelola Zakat
a.  Definisi Tata Kelola Zakat
Tata kelola (Governance) sendiri didefinisikan sebagai segala sesuatu yang
berkaitan dengan tindakan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau
memengaruhi urusan publik demi mewujudkan nilai-nilai kebaikan dalam
kehidupan sehari-hari. Good Governance tidak hanya membahas pengelolaan
lembaga pemerintah, namun mencakup lembaga pemerintah maupun di luar
pemerintahan.’®* Selain itu, dalam kaitannya dengan zakat, tata kelola yang baik
lalah seperangkat struktur dan mekanisme organisasi yang dirancang demi

mendorong serta mempertahankan transparansi, integritas, akuntabilitas,

%Nilda Susilawati, “Analisis Model Fundraising Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga
Zakat,” Al-Intaj, 1, (Maret 2018), 120-122.

109pasal 12 Peraturan BAZNAS Nomor 3 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
BAZNAS Kabupaten/Kota.

1018 atrio Kamaludin, “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) pada Kantor
Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang), Publikasi Jurnal Universitas Yapis Papua, 223.
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independensi, tanggung jawab dan profesionalisme dalam proses pengambilan
keputusan dan pelaksanaan pengelolaan zakat.'%?

Aspek tata kelola mencakup tentang peraturan-peraturan seperti Undang-
Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Instruksi Walikota, Standar
Operasional Prosedur (SOP), rencana strategis, sertifikasi manajemen mutu atau
International Organization for Standardization (ISO), dan program kerja tahunan.
Adanya sistem tata kelola zakat yang baik, akan membuat OPZ menjadi lembaga
terpercaya dan lebih optimal dalam melakukan tugas pengelolaan zakat.'*® Sebuah
program kerja dapat terlaksana dengan baik dan meminimalkan penyimpangan,
perlu melakukan evaluasi pada setiap program kerja. Hasil evaluasi ini dapat
digunakan sebagai gambaran dalam menyusun program kerja selanjutnya.**

b.  Manajemen Mutu Bagi OPZ

Penerapan manajemen mutu pada OPZ diperlukan demi meningkatkan
profesionalitas agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap OPZ. Manajemen
mutu tidak akan mengubah karakter OPZ sebagai lembaga nirlaba dan
berorientasi pada pelayanan sosial. Penerapannya malah akan mengarahkan serta
mengendalikan OPZ dalam hal kebijakan mutu dan sasaran mutu. Sedikitnya ada
lima manfaat penerapan manajemen mutu bagi OPZ, vyaitu;

1)  Tersusunnya standar kerja yang jelas dalam melayani muzaki dan mustahik.

2)  Adanya konsistensi terhadap proses dan produk pekerjaan amil.

19281, BAZNAS, IRTI-IDB, “Catatan Teknis Tata Kelola Amil untuk Lembaga Zakat,”
(Jakarta Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2017), 7.
___, “Prinsip-Prinsip Pokok untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan Zakat yang
Efektif,” (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2016), 22.
1% Tantowi Jauhari, “Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah,” (Lampung: IAIN Raden Intan
Lampung, 2011), 54.



3)
4)

5)

43

Terciptanya jaminan kepastian mutu.
Mengubah paradigma dan budaya kerja.
Meningkatkan keunggulan organisasi pengelola zakat.

Penerapan Sistem Kebijakan Mutu tidak hanya sekedar demi mendapatkan

sertifikat (ISO), namun lebih dari itu untuk menjaga agar pengelolaan zakat bisa

berjalan secara profesional, amanah dan transparan melalui proses dan hasil yang

terukur. BAZNAS pusat sejak tahun 2011 menetapkan Kebijakan Mutu sebagai

berikut:%®

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Pembinaan, pengembangan dan penyadaran kewajiban berzakat demi
meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan masyarakat.
Memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki dan mustahik BAZNAS.
Membuat program pemberdayaan yang terencana dan berkesinambungan
dalam meningkatkan taraf hidup mustahik menjadi muzaki.

Menyajikan data penerimaan dan pendayagunaan zakat yang akurat karena
didukung oleh amil yang bekerja secara profesional.

Manajemen yang fokus terhadap pembinaan dan pengembangan sumber
daya manusia sebagai amil yang menjalankan amanah.

Selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh amil
BAZNAS.

Sistem Tata Kelola Zakat

Adapun sistem tata kelola zakat diartikan sebagai seperangkat peraturan dan

mekanisme organisasi yang dijalankan dan saling terkait demi mewujudkan tujuan

%pidin Hafidhuddin, Sistem Manajemen Mutu pada Organisasi Pengelola Zakat, (Jakarta:

Republika, 2011), 1-2.
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tata kelola zakat yang baik. Furgon menjelaskan OPZ hendaknya memiliki

indikator pengelolaan yang baik, tergambar dalam uraian berikut ini:**

1)

2)

3)

4)

Memiliki sistem, prosedur dan peraturan yang jelas, agar OPZ dapat terus
berjalan walaupun ada pergantian pengurus, karena sistemnya telah
terbangun dengan baik. Sehingga lembaga zakat tidak tergantung pada
person atau induvidu.

Memiliki manajemen yang terbuka. OPZ mengelola dana publik, maka
sudah sepatutnya melakukan pengelolaan secara terbuka. Dengan
melibatkan masyarakat, dan memungkinkan masyarakat untuk dapat
mengakses kegiatan dan dana zakat yang dikelola lembaga pengelola zakat.
Dengan manajemen terbuka dapat terjadi control dan pengawasan.
Mempunyai rencana kerja. Perencanaan merupakan hal yang penting
dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Memiliki perencanaan merupakan
indikator lembaga yang dikelola secara sungguh-sungguh dan professional.
Lembaga pengelola zakat hendaknya melakukan perencanaan yang baik
karena perencanaan dapat menjadi dasar evaluasi dan mengetahui
keberhasilan organisasi. Setidaknya OPZ perlu memiliki perencanaan misi,
tujuan, strategis, serta perencanaan operasional.

Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan. Sebagai lembaga
publik yang mengelola dana masyarakat, OPZ harus memiliki sistem
akuntansi dan keuangan yang baik, agar tercapainya lembaga yang

akuntabel dan transparansi.

1% Ahmad Furgon, Manajemen Zakat, (Semarang: Walisongo Press, 2015), 61-67.
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Melakukan publikasi. Publikasi dilakukan sebagai salah satu bentuk
transparansi terhadap penggunaan dana masyarakat yang sudah dihimpun.
Publikasi secara berkala dapat dilakukan melalui majalah, surat kabar atau
sosial media.

Melakukan evaluasi secara berkala. Setiap perencanaan yang dilakukan,
kemudian dilanjutkan kepada tindakan perlu melakukan evaluasi secara
berkala agar mendapatkan hasil yang maksimal. Evaluasi dapat dilakukan
olen OPZ sendiri ataupun juga dari pihak eksternal seperti pengawas
syariah.'%’

Di sisi lain, BAZNAS bersama Bl dan IDB merumuskan lima belas dimensi

Tata Kelola Amil yang Baik, yang diturunkan dari Zakat Core Principle 8.

Berikut paparannya.’®®

1)

2)

3)

Amil, dalam hal ini mencakup pengertian yang disebutkan dalam Undang-
Undang Zakat Nomor 23 tahun 2011 ialah BAZNAS dan LAZ sebagai
lembaga amil resmi yang diakui negara.

Badan Pengawas Zakat yang secara berkala menilai dan mengevaluasi
pelaksanaan tata kelola amil yang baik serta adanya tindakan korektif
terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan.

Adanya hak dan kewajiban amil. amil memiliki hak dari zakat yang
digunakan untuk biaya operasional pengelolaan zakat sesuai syariat dan

undang-undang. Amil memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan

penjelasan Pasal 57 huruf ¢ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun
2014.
1%B], BAZNAS, IRTI-IDB, “Prinsip-Prinsip Pokok untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan

Zakat yang Efektif,” (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia,
2016), 8-12.
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pengelolaan zakat meliputi penghimpunan, pengerahan, penatausahaan,
pencairan dan pembukuan.

Pedoman Tata Kelola Amil yang Baik, berupa seperangkat prosedur kerja
dan garis besar teknis yang menggambarkan tata kelola yang baik secara
komprehensif.

Mengkaji dan menilai pedoman tata kelola amil yang baik secara berkala.
Adanya unit khusus di luar Amil yang memastikan penerapan pedoman tata
kelola berjalan dengan efektif dan efisien.

Peran pimpinan lembaga zakat dalam memetakan arah dan tujuan lembaga.
Evaluasi kinerja pimpinan lembaga zakat.

Evaluasi kinerja jajaran manajemen lembaga zakat secara berkala oleh
pimpinan.

Sertifikasi dan pengembangan kapasitas amil.

Adanya mitigasi risiko dalam penerapan tata kelola yang baik.

Keterbukaan dan transparansi dalam proses pelaporan pada stakeholder
tentang kegiatan pengelolaan zakat.

Berkomitmen untuk mematuhi undang-undang dan hukum syariah.

Adanya dewan/komite syariah yang bertanggung jawab untuk memastikan
kepatuhan syariah dalam seluruh kegiatan pengelolaan zakat.

Kerjasama internasional di antara lembaga-lembaga zakat di dunia dan

mekanisme keterlibatan dengan organisasi dan komunitas internasional.
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3. Konsep Sistem Penyaluran Zakat
a.  Definisi Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat didefinisikan sebagai aktifitas atau kegiatan untuk
mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang
diterima dari muzaki kepada mustahik sehingga tercapainya tujuan organisasi
secara efektif.'®® OPZ dalam melakukan penyaluran dana ZIS harus berdasarkan
skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan
kewilayahan. Skala prioritas ialah dari delapan asnaf yang ditentukan, ada
golongan yang mendapat prioritas menerima zakat, yaitu fakir dan miskin, karena
tujuan zakat adalah untuk pengentasan kemiskinan.

Asas pemerataan berarti zakat harus dibagi rata keseluruh asnaf, kecuali
apabila zakatnya sedikit, maka fakir miskin adalah prioritas penerima zakat.
Kemudian maksud dari asas kewilayahan adalah zakat diutamakan didistribusikan
kepada mustahik di wilayah lembaga zakat tersebut berada, apabila semua
mustahik telah mendapatkan bagiannya, sedangkan zakat masih tersisa, maka
pendistribusian zakat dapat diarahkan kepada mustahik di luar wilayah lembaga
zakat itu berada.'*°

Dalam surat at-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa 8 asnaf penerima manfaat
dari zakat ialah; fakir, miskin, amil, mualaf, rigab, gharim, fi sabilillah, Ibnu
Sabil. Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, zakat dapat

didayagunakan untuk usaha produktif demi penanganan fakir miskin dan

peningkatan kualitas umat. Usaha produktif yang dilakukan harus sesuai dengan

"9Emi Hartatik, “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat
Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang,” Az-Zarga’, 1 (Juni 2015), 33.
M0pasal 25-26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
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ketentuan syariah, menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi mustahik dan
diberikan kepada mustahik perorangan maupun kelompok di wilayah kerja
lembaga pengelola zakat. Mustahik yang menerima manfaat untuk usaha
produktif, harus mendapat pendampingan secara rutik dari lembaga pengelola
zakat.'*!
b.  Jenis-Jenis Penyaluran Zakat

Penyaluran sendiri terdiri atas pendistribusian dan pendayagunaan.
Pendistribusian adalah penyaluran dana zakat dalam bentuk konsumtif, kemudian
pendayagunaan adalah penyaluran dana zakat dalam bentuk produktif.**?
1)  Pendistribusian Zakat Secara Konsumtif

Distribusi sendiri didefinisikan sebagai pembagian atau pengedaran dari
golongan tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan atau keperluan
seseorang.® Pendistribusian zakat secara konsumtif dapat dilakukan pada
beberapa bidang berikut;***
a) Bidang Pendidikan. Semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat serta

kajian keilmuan dalam bidang zakat, para ulama maupun intelek muslim

menyepakati fungsi sosial zakat untuk penggunaannya di bidang

"pasal 32-34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang
Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan untuk Usaha
Produktif.

2BAB 1 Pendahuluan, Bagian D Pengertian Umum Poin 12-14 Surat Keputusan Ketua
BAZNAS Nomor 64 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan
Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Amil Zakat Nasional.

WArmiadi Musa, Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola
Pengembangan, (Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2020), 96.

BAB III, Bagian Kesatu, Poin 3-4, Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 tahun
2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan
Amil Zakat Nasional.
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pendidikan.'*® Pendistribusian zakat di bidang pendidikan, diberikan dalam
bentuk biaya pendidikan secara langsung maupun tidak langsung, serta
ditujukan untuk membiayai kebutuhan pendidikan mustahik dalam jangka
pendek.

Bidang Kesehatan. Distribusi zakat dalam bidang kesehatan dapat diberikan
dalam bentuk bantuan pengobatan kuratif dan rehabilitas.

Bidang Sosial Kemanusiaan. Bidang ini dikaitan dengan distribusi dalam
bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban
penganiayaan dan korban tragedi kemanusiaan lainnya.**°

Bidang Dakwah dan Advokasi. Selanjutnya pendistribusian zakat konsumtif
di bidang dakwah dan advokasi, dapat diberikan kepada penceramah,
pembangunan rumah ibadah umat Islam dan bantuan lain yang membantu
kegiatan dakwah dan advokasi. Pembangunan rumah ibadah umat Islam
hanya dilakukan di wilayah yang dengan penduduk mayoritas miskin dan
belum memiliki tempat ibadah yang layak atau di wilayah minoritas
muslim.

Pendayagunaan Zakat Secara Produktif

Zakat Produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada para mustahik

untuk dikembangkan dan membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha

5Adnan Abubakar, “Pemberdayaan Zakat untuk Pendidikan,” Jurnal Nur El-Islam, 1 (April

2015), 4.

11SBAB 2 Bagian A Poin 3, Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 tahun 2019 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Amil Zakat
Nasional.
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tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.*’
Pendayagunaan dana zakat sendiri merupakan bentuk pemberdayaan dana zakat
secara maksimal guna mencapai kemaslahatan bagi umat.**® Pendampingan dalam
program pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sangat penting. OPZ tidak
boleh melepas mustahik tanpa adanya pendampingan, atau bahkan pendampingan
ini perlu dilakukan secara terus-menerus selama program pendayagunaan zakat
guna mengantisipasi tidak efektifnya program tersebut.'*® Pendayagunaan zakat
produktif dapat dilakukan pada beberapa bidang berikut:*?°
a) Bidang Ekonomi. Pendayagunaan zakat dalam bidang ekonomi diharapkan
dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan etos kerja dan
kapasitas produktif kewirausahaan mustahik. Selain itu tentu saja
kesemuanya bermuara pada peningkatan kesejahteraan terhadap mustahik
dengan adanya sumber permodalan, akses sumber daya dan akses pasar
yang diwujudkan dalam pendampingan oleh OPZ. Permodalan yang
diberikan OPZ dapat disalurkan dengan membentuk komunitas mustahik
berbasis kewilayahan dan berdasarkan potensi ekonomi setempat. Pelatihan
dan pendampingan yang diberikan OPZ diharapkan dapat menjadikan

mustahik lebih mandiri dan memiliki pendapatan yang layak, sehingga

kelak mustahik dapat menjadi muzaki yang dapat mengembangkan

W johan Wahyu Wicaksono, “Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi,”
Jurnal Prodi Ekonomi Syariah, 2 (Maret-Agustus 2019), 2.

yUmrotul Khasanah, “Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi
Umat,” (Kota Malang: UIN Maliki Press, 2010), 198.

9 Ahmad Furgon, Manajemen Zakat, (Semarang: Walisongo Press, 2015), 89-90.

120BAB 3, Bagian Kesatu, Poin 4, Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 tahun 2019
tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Amil
Zakat Nasional.
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d)

meningkatkan efektifitas pendistribusian zakat, yaitu:

o1

usahanya hingga akan menyerap tenaga Kkerja dan mengurangi
pengangguran.*?

Bidang Kesehatan. Pada bidang kesehatan, pendayagunaan zakat diberikan
dalam bentuk bantuan kesehatan yang bersifat pencegahan dan
pengembangan sarana prasarana kesehatan. Selain itu OPZ juga dapat
membangun fasilitas kesehatan berupa rumah sakit atau klinik guna
memudahkan pengobatan bagi para masyarakat miskin.

Bidang Pendidikan. Untuk bantuan pembangunan sarana dan prasarana
pendidikan pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah bahkan
pada tingkat pendidikan tinggi. Adanya bantuan pembangunan ini
diharapkan dapat meningkatkan program pembinaan, pengembangan
karakter dan kompetensi di masyarakat serta dapat memberikan
kemaslahatan. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan ini
dikhususkan pada wilayah berpenduduk mayoritas miskin atau minoritas
muslim.

Bidang Dakwah dan Advokasi. Zakat pada bidang dakwah dan advokasi
didayagunakan dengan memberikan kegiatan pembinaan masyarakat
muslim, pengembangan kebijakan publik dan kajian strategis, serta
pembelaan hak dan advokasi mustahik.

Upaya Meningkatkan Efektifitas Penyaluran Zakat

Menurut Wibowo ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam

122

121 A hmad Thoharul, “Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat,” ZISWAF, 1,

(Juni 2018), 47-48.
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Menentukan prioritas target penyaluran. QS. At-Taubah ayat 60
menjelaskan bahwa ada delapan golongan yang berhak menerima zakat.
Fakir dan miskin adalah golongan pertama dan kedua disebut dalam ayat
tersebut. Hal ini mengisyaratkan bahwa kedua golongan ini merupakan
prioritas utama dalam distribusi zakat.

Menentukan bentuk dan kadar pendistribusian zakat yang sesuai. Kadar
zakat untuk fakir miskin tidak ditentukan menurut besarnya dana zakat yang
terkumpul. Zakat harus dijadikan sebagai program spesifik untuk
mendukung penyediaan modal manusia, fisik, dan finansial yang
dibutuhkan orang miskin. Pemberian modal produktif mungkin tidak sesuai
untuk kelompok pekerja atau buruh miskin yang memiliki keterbatasan
waktu dan kontrak kerja. Sedangkan bagi fakir miskin yang tidak sanggup
bekerja dan mencari nafkah, zakat dapat ditujukan sebagai jaring pengaman
sosial, seperti menyediakan kebutuhan dasar kelompok orang tua dan
jompo, orang-orang sakit dan cacat, dan anak-anak terlantar.

Menyesuaikan dengan kondisi lokal dan perkembangan terkini. Lembaga
pengelola zakat perlu memikirkan bentuk pendayagunaan zakat yang sesuai
dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal serta perkembangan
pemikiran tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Agar memperkuat sistem basis data OPZ, perlu adanya Nomor Identifikasi
Mustahik (NIM) yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran

zakat. NIM terdiri dari 16 (enam belas) angka, di mana 10 (sepuluh) angka

12Arif Wibowo, “Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir sebagai

Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan,” Jurnal Imu Manajemen, 2 (April 2015), 36-37.
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pertama merupakan kode wilayah Basis Data Terpadu yang diterbitkan oleh

Kementerian Sosial Rl. Kemudian 6 (enam) angka terakhir ialah nomor urut

mustahik yang mendapat bantuan dari OPZ.*%
d. Sistem Penyaluran Zakat

Sistem penyaluran zakat ialah seperangkat prosedur dan komponen atau
elemen yang saling berkaitan dan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan
penyaluran yang efektif. Maka dalam sistem penyaluran terdapat beberapa pihak
yang saling berkaitan, masing-masing memiliki tugas dan fungsi dalam
menjalankan sistem penyaluran. Pihak-pihak yang terkait dalam Sistem
Penyaluran ialah BAZNAS sendiri melalui ketua, direktur dan komite bidang
pendistribusian dan pendayagunaan.

Adapum pihak selain BAZNAS ialah Lembaga Program, UPZ dan Lembaga
Mitra Penyaluran. Lembaga Program ialah lembaga yang bertugas untuk
melakukan kegiatan penyaluran dana ZIS dan DSKL keada mustahik sesuai
mandate pendiriannya dari BAZNAS. Lembaga program ditetapkan oleh ketua
OPZ dan berada di bawah koordinasi direktur Pendistribusian dan
Pendayagunaan. UPZ juga dapat melakukan penyaluran berdasarkan RKAT UPZ
yang disahkan oleh ketua BAZNAS. Kemudian lembaga mitra dalam penyaluran
dapat berupa BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ di setiap
tingkat, badan hukum di lingkungan negara RI yang terverifikasi oleh BAZNAS,

komunitas masyarakat yang terverifikasi oleh BAZNAS dan lembaga

12gyrat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 33 tahun 2019 tentang Nomor Identifikasi
Mustahik Badan Amil Zakat Nasional.
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internasional yang terverifikasi oleh BAZNAS. Penyaluran melalui lembaga mitra
dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.

Selain itu, pihak penerima manfaat dari penyaluran tergolong dalam delapan
asnaf, yaitu: fakir, miskin, amil, mualaf, rigab, gharimin, sabilillah dan ibnu
sabil. Fakir merupakan orang yang sama sekali tidak memiliki sumber
penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Golongan miskin adalah orang
yang tidak mempunyai kemampuan kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan
dirinya dan/atau keluarga yang ditanggungnya. Amil zakat adalah orang atau
sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberikan tugas untuk mengelola zakat.
Mualaf dalam hal ini adalah orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena
baru masuk Islam. Rigab adalah orang yang kehilangan kemerdekaannya atau
tersandera kebebasannya sehingga ia tidak bisa beribadah dan/atau bermuamalah.

Gharimin adalah orang yang berhutang untuk melaksanakan maslahat
dan/atau mengindari mudharat sesuai syariat Islam, tidak termasuk yang
berhutang untuk konsumsi barang kebutuhan sekunder dan tersier. Sabilillah
adalah orang atau sekelompok orang yang sedang berjuang menegakkan syariat
Islam, mengupayakan kemaslahatan, dan/atau menjauhan umat Islam dari
kemudaratan. Adapun Ibnu sabil ialah orang yang kehabisan biaya atau bekal
dalam melakukan perjalanan dalam rangka melakukan sesuatu yang baik,
termasuk orang asing (pengungsi) yang beragama Islam yang terlantar di
Indonesia akibat perang, genosida dan bencana sosial lain yang terjadi di negara

asalnya.
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Program yang disalurkan kepada para mustahik dilakukan setelah melalui
beberapa tahapan oleh BAZNAS, yaitu melakukan perencanaan penyaluran,
berupa perencanaan kerja dan perencanaan anggaran; pelaksanaan penyaluran
berupa penilaian kondisi, penetapan jenis penyaluran dan persetujuan penyaluran
dan pencairan dana. Setelah adanya pencairan dana bantuan akan dilakukan
pelaporan dan pertanggungjawaban atas realisasi kegiatan penyaluran. Selain itu,
mustahik akan tetap mendapatkan pendampingan, monitoring dan evaluasi dari
pihak BAZNAS. Adapun tahapan penyaluran zakat dipaparkan dalam uraian
berikut:***

1)  Perencanaan Penyaluran

Sebelum melakukan kegiatan penyaluran dana ZIS, OPZ perlu melakukan
kegiatan perencanaan kerja dan perencanaan anggaran.'®® Perencanaan ini
mencakup pada pendistribusian secara konsumtif maupun pendayagunaan secara
produktif.

a)  Perencanaan Kerja

Perencanaan kerja pada pendistribusian dituangkan dalam dokumen
perencanaan penyaluran zakat. Perencanaan pada pendistribusian dilakukan
dengan: menganalisis permasalahan sosial dan kebutuhan mustahik; menyusun
perencanaan program, rencana kerja tahunan penyaluran zakat; menyusun rencana
pencapaian indikator kinerja penyaluran zakat; dan menyusun rencana kegiatan

penyaluran ZIS.

2Uraian berikut tertuang dalam Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 tahun 2019
tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Amil
Zakat Nasional.

12|hid, BAB 3, Bagian Kedua.
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Selain itu, OPZ juga perlu melakukan kegiatan perencanaan pada
pendayagunaan ZIS, dengan melakukan hal berikut: i) Melakukan analisis sosial;
i) Melakukan analisis tujuan; iii) Menganalisis pemangku kepentingan; iv)
Melakukan analisis strategi; v) Menyusun matriks perencanaan program; Vi)
Menyusun matriks perencanaan Kkerja; vii) Menyusun rencana pencapaian
indikator Kinerja pendayagunaan zakat; dan viii) Menyusun rencana kegiatan
penyaluran zakat.

b)  Perencanaan Anggaran

Selain melakukan perencanaan kerja, OPZ juga perlu melakukan
perencanaan anggaran penyaluran ZIS. Rencana anggaran penyaluran disusun
berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang telah ditetapkan
oleh ketua BAZNAS. Pembahasan terkait perencanaan anggaran penyaluran
dilakukan antara bulan Oktober sampai Desember untuk tahun anggaran
berikutnya.

Komposisi dalam alokasi anggaran penyaluran ini disusun oleh direktur
bidang penyaluran dan berkonsulasi dengan komite penyaluran. Adapun
perencanaan penyaluran meliputi: i) Alokasi dana amil untuk operasional
BAZNAS; ii) Alokasi dana amil untuk operasional UPZ; iii) Alokasi dana
penyaluran mustahik non amil oleh BAZNAS; iv) Alokasi dana penyaluran
mustahik non amil melalui UPZ; v) Alokasi dana penyaluran sabilillah untuk
fungsi koordinasi dan operasional khusus; dan vi) Alokasi saldo akhir dana

penyaluran.
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2) Pelaksanaan Penyaluran

Tahap selanjutnya ialah pelaksanaan penyaluran dana ZIS oleh OPZ.
Pelaksanaan penyaluran sendiri diawali dengan melakukan penilaian kondisi,
kemudian ditentukannya jenis bantuan. Rekapan proses ini tertuang dalam
dokumen persetujuan penyaluran.'?®
a)  Penilaian kondisi

Penilaian kondisi dalam pendistribusian zakat secara konsumtif dilakukan
dengan melakukan verifikasi dan mengidentifikasi kebutuhan mustahik. Verifikasi
dilakukan terhadap kelengkapan berkas administrasi serta kondisi faktual
mustahik. Sedangkan identifikasi kebutuhan mustahik mencakup kemampuan
penghasilan, tanggungan dan beban serta permasalahan spesifik yang dihadapi
mustahik. Hasil dari penilaian kondisi dalam program pendistribusian dilaporkan
dalam dokumen yang memuat hasil analisis kondisi, penetapan mustahik dan
rekomendasi jenis bantuan pendistribusian berupa uang dan/atau barang.
Kemudian seluruh kegiatan penilaian kondisi pendistribusian zakat ini dicatat dan
diakui sebagai bentuk penyaluran tidak langsung.

Sedangkan pada penilaian kondisi pendayagunaan zakat secara produktif
terdapat tambahan terkait penilaian kondisi sosial dan ekonomi mustahik yang
memuat analisis sumber daya dan ketersediaan institusi kelembagaan ekonomi
lokal dan struktur pasar. Kemudian pada dokumen pelaporan berisi analisis,
penetapan mustahik, rekomendasi kegiatan pengembangan kapasitas, pemberian

riset dan kegiatan pendampingan. Rekomendasi bantuan yang diberikan dapat

128|hid, BAB 3, Bagian ketiga.
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berupa kegiatan pengembangan kapasitas, pemberian aset, dan/atau kegiatan
pendampingan.
b)  Penetapan jenis bantuan

Pada program pendistribusian zakat secara konsumtif, bantuan berupa uang
diberikan sesuai kebutuhan mustahik. Kemudian pemberian bantuan berupa
barang dapat berupa aset jangka pendek yang memiliki masa ekonomis tidak lebih
dari lima tahun atau aset jangka panjang yang memiliki masa ekonomis di atas
lima tahun. Cara pemberian bantuan dapat secara langsung kepada mustahik
sebagai bantuan penyaluran langsung dan dikelola oleh BAZNAS untuk
kepentingan mustahik sebagai bantuan penyaluran tidak langsung. Adapun
penyaluran dana zakat fitrah dilakukan hanya selama bulan Ramadhan sampai
sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri.

Pada program pendayagunaan zakat produktif, bantuan diberikan dalam
bentuk kegiatan pengembangan kapasitas, pemberian bantuan uang dan/atau aset,
dan kegiatan pendampingan mustahik. Pengembangan kapasitas mencakup
individual dan kelembagaan lokal. Pengembangan individual meliputi nilai dan
sikap keislaman, kapasitas pengetahuan serta keterampilan. Sedangkan pada
kelembagaan lokal meliputi pengembangan kemampuan manajerial, leadership,
menjadi pelopor, dan kemampuan menggerakkan sumber daya dalam mencapai
program pendayagunaan yang berkelanjutan. Pengembangan kapasitas mustahik
dapat dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan pemahaman Islam, pelatihan

kewirausahaan, keterampilan kerja/usaha, kepemimpinan dan pelatihan perilaku
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hidup sehat dan aman. Kemudian seluruh kegiatan pengembangan kapasitas
diakui dan dicatat sebagai bentuk penyaluran tidak langsung.

Pemberian bantuan uang dan/atau barang diterima langsung oleh mustahik
dan harus memiliki manfaat untuk mustahik. Selain itu, bantuan juga dapat berupa
pelayanan jasa yang ditujukan untuk mustahik. Bantuan berupa uang dan aset
barang diakui dan dicatat sebagai bentuk penyaluran langsung. Sedangkan pada
pemberian bantuan berupa pelayanan jasa diakui dan dicatat sebagai penyaluran
tidak langsung. Pendampingan terhadap mustahik dilaksanakan dalam bentuk
kegiatan pembinaan, edukasi, konsultasi dan/atau advokasi melalui tatap muka
langsung dan/atau tidak langsung melalui alat teknologi. Seluruh Kkegiatan
pendampingan ini diakui dan dicatat dalam bentuk penyaluran tidak langsung.

3) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

BAZNAS melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban atas realisasi
kegiatan penyaluran dan penggunaan dana paling sedikit setiap enam bulan sekali
atau sesuai dengan kebutuhan.

4)  Monitoring dan Evaluasi Penyaluran

Monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyaluran dilakukan secara
periodik oleh direktorat yang membidangi penyaluran pada OPZ. Monitoring dan
evaluasi ini mencakup informasi berupa latar belakang dan landasan kegiatan
monitoring dan evaluasi, calon penerima manfaat dan kategori asnaf, kerangka
waktu dan desain kegiatan monitoring evaluasi, serta nominal rencana anggaran

kegiatan monitoring dan evaluasi. Kemudian pelaporan atas kegiatan monitoring
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dan evaluasi ini berisi deskripsi penyelesaian kegiatan penyaluran, pencapaian
output penyaluran serta pencapaian outcome penyaluran. 2’
4.  Konsep Sistem Pelaporan Zakat
a.  Definisi Pelaporan Zakat

Laporan keuangan sendiri didefinisikan sebagai hasil akhir dari suatu proses
akuntansi. Sistem pelaporan zakat dalam hal ini didefinisikan sebagai komponen-
komponen yang dijalankan dan saling berkaitan demi mencapai tujuan pelaporan
zakat yang efektif efisien, meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas, dan trust
masyarakat terhadap OPZ. Selain itu, dana ZIS yang dikelola akan lebih terjamin
keamanannya karena adanya sistem kontrol yang jelas sehingga semua transaksi
lebih mudah ditelusuri.*?® Adapun dalam amil zakat, laporan keuangan digunakan
sebagai media komunikasi OPZ dengan pihak muzaki dan para stakeholder.
Laporan keuangan juga bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana ZIS
oleh OPZ.'* Aspek pelaporan membahas bagaimana OPZ melaporkan
penggunaan dana zakat terhadap muzaki dan para stakeholder. Kemudian. laporan
keuangannya yang baik tentu sudah teraudit dan memperoleh opini akuntan publik
WTP.

BAZNAS maupun LAZ sebagai lembaga resmi yang mengelola dana ZIS
masyarakat harus memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik. Tujuannya

sendiri ialah agar: 1) terwujudnya akuntablilitas dan transparansi yang lebih

“Ibid, BAB 4, Poin 1-3.

2Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Umat, (Kota
Malang: UIN Maliki Press, 2010), 66.

P Taufiikur Rahman, “Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan
Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ),” Jurnal Mugtasid, 1, (Juni
2015), 158-159.
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mudah diwujudkan; 2) keamanan dana publik; serta 3) efisiensi dan efektifitas
dalam pengelolaan dana ZIS lebih mudah dilakukan. Audit keuangan dan Kinerja
lembaga harus dilakukan oleh auditor internal ataupun dengan mengundang
auditor eksternal, agar terwujudnya prinsip transparansi. Kemudian, hasil Kinerja
dan pengelolaan dana ZIS harus dipublikasikan kepada masyarakat, sebagai
bentuk penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi.®

b.  Jenis-Jenis Laporan Pengelolaan Zakat
Laporan yang OPZ sampaikan berupa laporan keuangan, laporan Kinerja

dan laporan pelaksanaan zakat. Berikut ini paparannya:*®

1) Laporan Keuangan
Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Syariah 109, jenis-

jenis laporan keuangan yang utamanya ada dalam OPZ ialah sebagai berikut:*

i) Neraca ialah suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan
atau kekayaan OPZ pada periode tertentu. Laporan ini disusun untuk
menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan saldo dana dan
informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu
tertentu. Neraca digunakan untuk menilai kemampuan organisasi pengelola
zakat dalam memberikan jasa secara berkelanjutan dan menilai likuiditas,

fleksibilitas, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan

pendanaan eksternal.

139Ahmad Furgon, Manajemen Zakat, (Semarang: Walisongo Press, 2015), 66-67.

Blpasal 2, Poin 1-2, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 4
tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, 4.

1%2Nur Hisamuddin, “Transparansi dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat,” Jurnal Zakat
dan Wakaf, 2, (Desember 2017), 334-335.
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Laporan sumber dan penggunaan dana, merupakan suatu laporan yang
menggambarkan Kkinerja organisasi, yang meliputi penerimaan dan
penggunaan dana pada suatu periode tertentu. Laporan ini disusun dengan
tujuan untuk menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan
peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat saldo dana, hubungan antar
transaksi dan peristiwa lainnya dan bagaimana penggunaan sumber daya
dalam pelaksanaan berbagai program. Laporan sumber dan penggunaan
dana ini berguna untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai
upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dalam memberikan
jasanya dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja pengelola.
Laporan arus kas, merupakan suatu laporan yang menggambarkan arus kas
masuk dan arus kas keluar pada suatu periode tertentu. Tujuan disusunnya
laporan ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan
pengeluaran kas organisasi pada suatu periode tertentu.

Laporan dana termanfaatkan merupakan laporan perubahan dana
termanfaatkan dibuat mengakomodasi transaksi pengeluaran atau
penerimaan neraca yang harus dilaporkan dalam laporan sumber dan
penggunaan dana.

Catatan atas laporan keuangan merupakan rincian atau penjelasan detail dari
laporan keuangan sebelumnya. Catatan atas laporan keuangan memuat
informasi umum mengenai lembaga, kebijakan akuntansi yang digunakan

dalam penyusunan laporan keuangan, penjelasan dari setiap akun yang
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dianggap memerlukan rincian lebih lanjut dan kejadian setelah tanggal
neraca.
Laporan Kinerja

Selain laporan keuangan, OPZ juga wajib membuat laporan kinerja dengan

susunan dan sistematika sebagai berikut:

a)

b)

d)

3)

BAB 1 Pendahuluan, berisikan informasi umum organisasi tentang aspek
strategis organisasi dan permasalahan utama yang sedang dihadapi.

BAB 2 Perencanaan Kinerja dan Realisasi Tahun Berjalan, disusun
berdasarkan kegiatan dan anggaran tahunan kemudian ditambahkan kolom
realisasi dan perbandingan dengan target/anggaran.

BAB 3 Perbandingan Realisasi dengan tahun sebelumnya.

BAB 4 Penutup, memuat informasi kesimpulan umum atas pencapaian
Kinerja organisasi serta strategi mendatang yang akan dilakukan demi
peningkatan Kinerja.

Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Selanjutnya OPZ juga perlu membuat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan

Zakat setiap enam bulan dan akhir tahun dengan berisikan informasi sebagai

berikut:

a)

b)

Nama OPZ, Nomor Izin atau SK Pembentukan OPZ, tanggal Pembentukan
OPZ, jumlah OPZ.
Perbandingan realisasi dengan target pengumpulan dari zakat mal, zakat

fitrah, infak/sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya.
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f)
9)
h)

64

Realisasi Pengumpulan dari zakat mal, zakat fitrah, infak, sedekah, Dana
Sosial Keagamaan lainnya dan Jasa Giro.

Data Muzaki perorangan dan muzaki badan.

Perbandingan realisasi dengan anggaran penyaluran.

Realisasi penyaluran berdasarkan asnaf.

Realisasi penyaluran berdasarkan bidang.

Informasi jumlah KK dan jiwa dari mustahik yang menerima penyaluran
zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Berapa kali setiap
orang mustahik menerima manfaat penyaluran.

Sistem Pelaporan Zakat

Laporan yang disampaikan OPZ harus teraudit syariah dan keuangan. Audit

syariah yang dimaksudkan ialah dilakukan oleh Kementerian Agama, kemudian

audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik.*** Adapun proses pelaporan

BAZNAS mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga ke BAZNAS pusat adalah

sebagai berikut:

1)

2)

Bendahara BAZNAS kabupaten/kota membuat laporan keuangan sesuai
dengan PSAK 109.
Kemudian BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan

pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan

3pasal 71-76 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Penjelasan lebih detail terkait Pengawasan Syariah oleh Kementerian Agama lihat Indeks

Kepatuhan Syariah Organisasi Pengelola Zakat: Teori dan Konsep. Dokumen ini disusun dan
dikembangkan oleh PUSKAS BAZNAS bersama Direktorat Zakat Wakaf Kementerian Agama
Republik Indonesia pada tahun 2020.
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lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan bupati/walikota setiap enam bulan
dan akhir tahun.

Kemudian BAZNAS Provinsi menyampaikan laporan atas pelaksanaan
pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya
kepada BAZNAS dan gubernur dalam kurun waktu enam bulan dan akhir
tahun.

Selanjutnya BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya
kepada Menteri setiap enam bulan dan akhir tahun.

Tidak jauh berbeda dengan BAZNAS, proses pelaporan LAZ sampai

kepada BAZNAS pusat ialah sebagai berikut;

1)

2)

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak,
sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan
pemerintah daerah setiap enam bulan dan akhir tahun.

Perwakilan LAZ di daerah juga wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan
zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ
dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala
kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota.

Kerangka Berpikir

Kota Mataram memiliki potensi zakat penghasilan sebesar Rp 125 miliar,**

namun BAZNAS Kota Mataram pada tahun 2020 baru bisa menghimpun ZIS

13%M. Rizky Hidayat, Analisis Potensi dan Faktor yang Memengaruhi Muzaki Membayar

Zakat Penghasilan Melalui Lembaga di Kota Mataram (Studi Kasus: BAZNAS Kota Mataram),
Skripsi (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2019),. 2.
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sebesar Rp 4,9 miliar.*® Padahal di Kota Mataram sendiri sudah ada Peraturan
Daerah Kota Mataram Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan
Sedekah. Selain itu, BAZNAS Kota Mataram juga mendapatkan bantuan
operasional dari APBD Pemerintah Kota Mataram. Adanya Peraturan Daerah ini
tidak hanya meringankan beban operasional BAZNAS Kota Mataram, namun
seharusnya juga dapat meningkatkan jumlah perolehan dana zakat dan jumlah
muzaki.

Membahas dan menganalisis permasalahan manajemen zakat BAZNAS
dirasa penting demi tercapainya tujuan dari pembentukan OPZ, yaitu membantu
OPZ untuk meningkatkan manfaat zakat dan demi mewujudkan kesejahteraan
masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.’** BAZNAS sebagai OPZ resmi
dalam hal ini dituntut profesional dalam mengelola zakat dan melayani
masyarakat yang ingin berzakat. Melihat pentingnya peran OPZ dalam mengelola
zakat di suatu daerah, peneliti ingin memfokuskan pembahasan Manajemen Zakat
BAZNAS Kota Mataram pada aspek sistem penghimpunan, sistem tata kelola,
sistem penyaluran dan sistem pelaporan. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan masukan dan saran demi efektivitas dan efisiensi manajemen zakat di

BAZNAS Kota Mataram.

1BAZNAS Kota Mataram, Laporan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kota
Mataram tahun 2020. (Kota Mataram: BAZNAS Kota Mataram, 2020), 11.

13%Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Pasal 3, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28699/UU%2023%20Tahun%202011.pdf,
diakses 11 Februari 2021.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis manajemen
zakat BAZNAS Kota Mataram berdasarkan komponen penyusun indikator
kelembagaan pada buku Indeks Zakat Nasional 2.0. Pada penelitian ini akan
mengungkap permasalahan-permasalahan manajemen zakat yang ada di BAZNAS
Kota Mataram menggunakan pendekatan Kkualitatif sehingga dapat lebih
memahami setiap fenomena atau realitas yang terjadi. Penelitian kualitatif
diartikan sebagai penelitian yang dilakukan untuk memahami suatu fenomena
tentang yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi
dan tindakan. Penelitian kualitatif dilakukan secara holistik dan dengan cara
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.**’

Kemudian, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah
analisis deskriptif. Pola deskriptif adalah metode yang berusaha menggambarkan
dan menginterpretasikan objek secara apa adanya.’®® Metode deskriptif juga

meneliti status kelompok manusia, set kondisi suatu objek, serta sistem pemikiran

atau peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif sendiri bertujuan untuk

37 exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. XXX: Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, Maret 2012), 6.

1383ukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: Pustaka
Belajar, 2009), 157.
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mendeskripsikan, menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis dan
menghubungkan setiap fenomena yang diteliti.***

Data pada penelitian kualitatif bersifat deskriptif berupa gejala-gejala, fakta-
fakta yang dikategorikan atau dalam bentuk lainnya, seperti foto, dokumen dan
catatan-catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan.**® Analisis deskriptif
dipilih karena dapat mengungkapkan segala fakta sesungguhnya yang ada di
lapangan secara apa adanya, kemudian akan dilakukan analisis guna memberikan
saran dan masukan terhadap manajemen zakat BAZNAS Kota Mataram.
Keterangan hasil wawancara di lapangan yang merupakan bahan baku dalam
penelitian dapat dijadikan bahan pemecahan masalah atau bahan untuk
mengungkapkan suatu gejala. Adapun data yang bersifat numerik pada penelitian
ini digunakan sebagai data penguat.

B. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci atau pokok.
Penelitian kualitatif melibatkan kerja lapangan yang secara fisik berhubungan
dengan orang, latar, lokasi atau lembaga untuk mengamati atau mencatat perilaku
dalam latar alamiah. Selain itu, kedudukan peneliti juga sangat penting karena
penelit harus melakukan perencanaan, pelaksana pengumpulan data, analis,
penafsir data hingga sampai kepada pelapor hasil penelitiannya.***

Pengamat diklasifikasi menjadi dua macam, yakni pengamat partisipan dan

nonpartisipan. Pengamat pertisipan melakukan dua peranan yaitu sebagai peneliti

9Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 52.

“OAfifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pustaka
Setia, 2012), 96.

11| exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. XXX: Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, Maret 2012), 168.
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dan sebagai anggota yang diamati. Kemudian pengamat nonpartisipan hanya
melakukan tugas pengamatan tanpa menjadi anggota di dalamnya. Selanjutnya
jenis pengamatan juga ada yang secara terbuka dan tertutup. Terbuka maksudnya
keberadaan pengamat diketahui oleh subjek, hingga subjek secara sukarela dan
sadar memberikan kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang
terjadi. Sebaliknya pada pengamatan tertutup, keberadaan pengamat yang sedang
melakukan pengamatan tidak diketahui oleh subjek. Biasanya hal ini dilakukan
pada tempat-tempat umum.**?

Adapun kehadiran peneliti pada penelitian kali ini adalah sebagai pengamat
penuh atau pengamat nonpartisipan secara terbuka. Artinya peneliti melakukan
penelitian tanpa menjadi anggota di BAZNAS Kota Mataram, namun keberadaan
peneliti diketahui oleh objek. Kehadiran peneliti dalam proses penelitian ini,
berkaitan dalam proses perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data,
menganalisis dan menafsirkan data hingga sampai kepada pelapor hasil
penelitiannya.

C. Datadan Sumber Data Penelitian

Data diartikan sebagai informasi yang diterima tentang suatu fenomena atau
fakta empiris berupa ungkapan kata-kata (kualitatif) atau suatu seperangkat
ukuran (kuantitatif, berupa angka-angka). Sumber data utama dari penelitian
kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti

dokumen dan lainya.*** Pada penelitian kualitatif data bersifat deskriptif yaitu data

142 1h;
Ibid, 176.
3| ofland dan Lofland (1984: 47) dalam Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,
(Cet. XXX: Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Maret 2012), 157.
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berupa gejala-gejala yang dikategorikan atau dalam bentuk lainnya, seperti foto,

dokumen dan catatan-catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan.**

Sumber data wawancara dicatat dalam tulisan, rekaman dan pengambilan
gambar. Hasil wawancara berupa kata-kata serta tindakan dalam penelitian ini
adalah sumber utama atau primer, selebihnya adalah sumber data sekunder.
Secara rinci, sumber sekunder didapat dari arsip dokumen berupa laporan tengah
tahun dan tahunan BAZNAS Kota Mataram, dokumen SOP BAZNAS Kota
Mataram, RKAT BAZNAS Kota Mataram, RENSTRA BAZNAS Kota Mataram
dan dokumen lainnya seperti jurnal, buku dan dokumen lembaga resmi yang
terpublikasi.

D. Teknik Pengumpulan Data
Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui

observasi, wawancara dan dokumentasi.

1.  Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung beberapa aktivitas
yang berkaitan dengan manajemen zakat BAZNAS Kota Mataram. Saya
berkesempatan untuk mengikuti kegiatan penyaluran ZIS untuk program
bantuan kepada guru honorer non sertifikasi, serta proses penghimpunan

ZIS di BAZNAS Kota Mataram.

Tabel 3.1
Pelaksanaan Observasi Lapangan
No | Fokus Penelitian Kebutuhan Data | Jenis Data Slljjrgt):r Keterangan

. Kegiatan
. Alur Penghimpunan : .
1 Sistem Z1S di BAZNAS Kualitatif Data | penghimpunan ZIS di
Penghimpunan primer BAZNAS Kota

Kota Mataram
Mataram.

% Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka
Setia, 2012), 96.
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Proses Perencanaan Program  penyaluran
2 Sistem dan  Pelaksanaan Kualitatif Primer Program Bantuan
Penyaluran Program kepada guru honorer
Penyaluran non sertifikasi.
Sumber: Data diolah peneliti, 2022.
2. Wawancara merupakan tindak lanjut yang dilakukan guna mendapatkan
data lebih dalam terkait manajemen zakat BAZNAS Kota Mataram.
Tabel 3.2
Pelaksanaan Wawancara
No | Fokus Penelitian |Jenis Data| Sumber Data Informan Tema Wawancara
Peraturan Sistem Penghimpunan
Data Primer ZIS, Proses ldentifikasi muzaki,
Kualitatif Wakil Ketua IV | peran UPZ dan Kemitraan dalam
dan Sekunder )
Penghimpunan, Perencanaan
Penghipunan
Data Primer | Staf Proses Identifikasi muzaki, Peran
Sistem Kualitatif UPZ dan Kemitraan dalam
1. ; dan Sekunder | Pengumpulan -
Penghimpunan penghimpunan.
. Peran UPZ dan Kemitraan dalam
I Data Primer | Staf .
Kualitatif penghimpunan, perencanaan
dan sekunder | Perencanaan .
penghimpunan
Kugg;a“f Data primer | Bendahara Perencanaan penghimpunan, SOP
.. ... | dan Sekunder | penerimaan Penerimaan.
kuantitatif
Data Primer Standar Operasional Prosedur;
Kualitatif dan Wakil Ketua IV | RKAT;.Pedoman Teknis
Sekunder Penyaluran
Data Primer
Kualitatif dan Wakil Ketua Il | RKAT
2 | Sistem Tata Kelola Sekungar
Data Primer . .
I Staf Standar Operasional Prosedur;
Kualitatif dan .
Perencanaan; RKAT.
Sekunder
I Data Primer Bendahara Pelaporan, Audit eksternal dan
Kualitatif dan Pengeluaran audit syariah
Sekunder 9 ' y
_ Data Primer . SOP Penyaluran, Identifikasi
Kualitatif Dan Sekunder Wakil Ketua IV mustahik, Monitoring
Kepala Bidang SOP Penyaluran, Proses
3 | sistem Penvaluran| Kualitatif Primer dan Pendistribusian | Perencanaan dan Pelaksanaan
y sekunder dan Penyaluran, identifikasi
Pendayagunaan | mustahik.
_ Primer dan | Staf Perencanaan dan pelaksanaan
Kualitatif
sekunder perencanaan penyaluran.
Kualitatif Data Primer | Bendahara SOP Pelaporan keuangan tahunan
i Dan Sekunder | Penyaluran
4 Sistem Pelaporan : —
Kualitatif Data primer | Bendahara Publikasi pelaporan kepada
dan sekunder | Penerimaan, mustahik dan para stakeholder
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Kualitatif

Data primer
dan sekunder

Wakil Ketua IV

Publikasi pelaporan kepada
mustahik dan para stakeholder

Sumber: Data diolah peneliti, 2022.

3. Teknik dokumentasi

dilakukan untuk menghimpun data-data yang

mendukung komponen aspek manajemen zakat BAZNAS Kota Mataram.

Data dokumen dari BAZNAS Kota Mataram yang saya dapatkan berupa

dokumen Laporan Kinerja Tengah Tahun 2020, Laporan Tahunan 2020,

RKAT 2020-2021, Strandar Operasional Prosedur, RENSTRA, Data

Muzaki, Data UPZ, Data Mustahik, Data Program Kerja, Data Pedoman

Tehnis Bantuan, serta Data Keterangan Akuntan Publik. Data pendukung

lainnya saya dapatkan dari berbagai sumber resmi seperti Badan Pusat

Stratistik dan acuan dari lembaga atau instansi resmi lainnya.

Tabel 3.3
Jenis Dokumentasi Penelitian
- . Sumber
No Fokus Penelitian Kebutuhan Data | Jenis Data Data Keterangan Dokumen
Keputusan BAZNAS Kota
Peraturan Sistem Data Mataram Nomor
. I . 010/BAZNAS/KM/1/2019 tentang
Penghimpunan Kualitatif Primer dan .
Tugas Pokok dan Fungsi serta
ZIS Sekunder :
Standar  Operasional  Prosedur
BAZNAS Kota Mataram
Keputusan BAZNAS Kota
1 Sistem Mataram Nomor
' Penghimpunan SOP Alur 010/BAZNAS/KM/1/2019 tentang
Penghimpunan Kualitatif Sekunder | Tugas Pokok dan Fungsi serta
ZIS Standar  Operasional  Prosedur
BAZNAS Kota Mataram; Kwitansi
Penerimaan ZIS
Perencanaan Kualitatif Data
enahimounan dan primer dan | Dokumen RKAT.
penghimp kuantitatif Sekunder
Standar Dokumen SOP dalam Keputusan
Operasional BAZNAS Kota Mataram Nomor
2 | Sistem Tata Kelola | Prosedur Kualitatif Sekunder O10/BAZNAS/KM/1/2019 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi serta
BAZNAS Kota .
Mataram Standar ~ Operasional  Prosedur
BAZNAS Kota Mataram;
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Sertifikat
manajemen mutu

Belum terelisasi. Masih diinisiasi

di BAZNAS Kota | Fualitatif | Sekunder | 4.0 dokumen RKAT.
Mataram
Program kerja — Dokumen Program Kerja BAZNAS
tahunan Kualitatif Sekunder Kota Mataram tahun 2020.
Data Dokumen SOP Penyaluran, dalam
SOP Penyaluran Kualitatif Primer Keputuran BAZNAS Kota
Dan Mataram Nomor
Sekunder | 010/BAZNAS/KM/1/2019.
Proses
Perencanaan dan N Primer dan | Dokumen RKAT, dokumen
Kualitatif .
Pelaksanaan sekunder | pedoman teknis bantuan.
Penyaluran
Proses Identifikasi
Sistem Penyaluran | mustahik dan N Primer dan | Dokumen RKAT, dokumen
Kualitatif .
penentuan sekunder | pedoman teknis bantuan.
Program tahunan
Proses
monitoring,
pendampingan .
dan evaluasi Kualitatif Primer dan Dokumen pedoman teknis bantuan.
sekunder
terhadap program
pendayagunaan
ZIS
Data Dokumen SOP Pelaporan dalam
SOP Pelaporan I Primer Keputuran BAZNAS Kota
Kualitatif
keuangan tahunan Dan Mataram Nomor
. Sekunder | 010/BAZNAS/KM/1/2019.
Sistem Pelaporan —
Publikasi .
Data Dokumen penghimpunan bulanan,
pelaporan kepada I . . ;
. Kualitatif primer dan | postingan program penyaluran di
mustahik dan para . .
sekunder | sosial media.
stakeholder
Keterangan
akuntan publik I Data Dokumen  pernyataan  akuntan
Kualitatif X
terhadap laporan sekunder | publik.

keuangan

Sumber: Data diolah peneliti, 2022.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan upaya untuk bekerja dengan data,

mengorganisasikan data, memilahnya menjadi

data yang dapat dikelola,

melakukan sintesis, mencari dan menyusun sebuah pola, memilih mana yang

penting dan yang akan dipelajari, kemudian menyusun kesimpulan dengan bahasa
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yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.}*® Pada penelitian
kualitatif, analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di
lapangan dan setelah selesai di lapangan. Peneliti harus secara tepat dan sesuai
prosedur yang sudah dibuat untuk memproses data mentah menjadi data yang
spesifik dan mudah dipahami, tidak bias atau ambigu. Untuk menganalisis data
kualitatif ditempuh melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan

penarikan kesimpulan.#°

Gambar 3.1
Komponen-Komponen Analisis Data
L ____MasaPengumpulan Data__________ |
REDUKSI DATA
| | )
Antisipasi Selama Pasca
PENYAJIAN DATA
| | > ANALISIS
Selama Pasca
PENARIKANKESIMPULAN/VERIFIKASI

Selama Pasca
Sumber: Miles & Huberman (1992).

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa analisis data penelitian kualitatif
dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung hingga setelah selesai
pengumpulan data. Saat proses wawancara berlangsung, peneliti secara bersamaan
juga melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Ketika jawaban
informan setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan

pertanyaan lagi hingga diperoleh data yang kredibel dan mencapai data jenuh.

1%Bogdan & Biklen (1982) dalam Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet.
XXX: Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Maret 2012), 248.

1“®\Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif, ter. Rohidid Tj. R,
(Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), 15-21.
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1.  Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan sebelum, pada saat
dan di akhir penelitian. Pengumpulan data tidak terpatok oleh waktu atau sesi
tertentu. Selama penelitian, proses pengumpulan data dapat dilakukan. Pada Maret
2021, peneliti telah melakukan studi pre-eliminery untuk memverifikasi dan bukti
awal atau data awal bahwa fenomena atau permasalahan yang diteliti benar-benar
ada. Pada studi pre-eliminery, peneliti melakukan wawancara dengan Informan_2,
selaku Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota
Mataram. Selain itu, peneliti juga meminta dokumen laporan akhir tahun
BAZNAS Kota Mataram untuk periode 2019 dan 2020.

Kemudian, aktivitas peneliti seperti melakukan pendekatan dan menjalin
komunikasi dengan responden penelitian, melakukan wawancara dan observasi,
membuat catatan lapangan, kesemuanya dikategorikan sebagai proses
pengumpulan data. Hasilnya berupa data yang dapat diolah. Maka tidak
disediakan waktu yang khusus untuk proses pengumpulan data dalam penelitian
ini, sepanjang penelitian berlangsung, semua dianggap proses pengumpulan data.
Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang sudah disebutkan
sebelumnya, dengan waktu yang flexible sesuai dengan keluangan masing-masing.
Ketika data yang telah dikumpulkan cukup untuk diproses dan dianalisis, tahap
selanjutnya yang dilakukan penelitia adalah melakukan reduksi data.

2. Reduksi Data
Reduksi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian pada

penyederhadaan, mengabstraksi dan mentransformasi data kasar yang ada pada
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catatan-catatan lapangan. Reduksi data dilakukan secara terus-menerus selama
penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Reduksi data
atau proses transformasi ini terus berlanjut setelah penelitian lapangan, hingga
laporan akhir tersusun lengkap. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah
dengan analisis, ia merupakan bagian dari analisis.

Banyaknya data yang terkumpul di lapangan, peneliti perlu mencatat secara
teliti dan rinci, kemudian melakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi
juga diartikan sebagai merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan difokuskan
pada hal-hal penting. Dengan demikian, data yang sudah direduksi dapat
memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk
melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data yang dilakukan,
mengikuti dari apa yang menjadi tujuan penelitian. Peneliti ketika mewawancarai
informan, banyak mencairkan suasana dengan beberapa pertanyaan yang tidak
masuk ke fokus penelitian, agar informan lebih mudah untuk diajak berbicara.
Ketika selesai wawancara, peneliti mereduksi data-data wawancara tadi menjadi
data yang siap digunakan. Walaupun demikian, namun prosesnya masih terus
berlanjut sampai tesis dinyatakan layak.

3. Penyajian Data

Setelah dilakukannya reduksi data, peneliti melanjutkan proses analisis data
dengan penyajian data. Penyajian data dalam penelitian ini merupakan informasi
yang disusun guna memberikan kesimpulan dan pengambilan tindakan
selanjutnya. Penyajian data pada umumnya dapat berupa uraian singkat, bagan,

flowchart dan sejenisnya. Namun dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang
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sering digunakan adalah berupa teks naratif.*’ Dengan menyajikan data secara
naratif, akan memudahkan peneliti menggambarkan apa yang terjadi. Peneliti
menyajikan data secara naratif dengan menguraikan permasalahan-permasalahan
manajemen zakat yang ada di BAZNAS Kota Mataram, terkait dari sisi
penghimpunan, penyaluran, tata kelola serta pelaporan.
4.  Penarikan Kesimpulan

Setelah melewati tahap pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data,
tahap selanjutnya ialah penarikan kesimpulan. Kesimpulan harus menjurus pada
fokus penelitian atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Penarikan
kesimpulan pada penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yang diajukan,
yaitu bagaimana manajemen zakat di BAZNAS Kota Mataram. Selanjutnya
kesimpulan ini diturunkan lagi ke dalam sub-sub masalah yang diajukan, seperti;
sistem penghimpunan, sistem pengelolaan, sistem penyaluran serta sistem
pelaporan di BAZNAS Kota Mataram. Maka penarikan kesimpulan penelitian ini

secara keseluruhan berdasarkan pada rumusan masalah dan sub-sub permasalahan.

Gambar 3.2
Analisis Data Penelitian

Pengumpulan Data melalui
Observasi, Wawancara dan
Dokumentasi.

Penyajian Data
Observasi, wawancara
dan dokumentasi

Reduksi Data Wawancara dan

Dokumen Penarikan kesimpulan/verifikasi

data wawancara, dokumentasi
dan observasi.

Sumber: Miles & Huberman (1992).

¥ 1bid, 17.
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F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam empat teknik
pengujian, yaitu kredibilitas, transferbilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas.'*®
Pada penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan uji kredibilitas.
Penelitian kualitatif dianggap kredibel ketika orang lain menyetujui suatu kejadian
atau pengalaman walaupun dari hanya membaca laporan penelitian. Peneliti
dituntut untuk objektif dalam menguraikan informasi yang dikumpulkan agar
meningkatkan validitas dan tanpa menggunakan perasaan dari peneliti.**® Penliti
mengunakan uji kredibilitas melalui triangulasi metode dan sumber. Triangulasi
ditujukan untuk menjamin bahwa data dan interpretasi data telah diperoleh dan
dilakukan dengan baik.

Triangulasi metode ialah pengecekan data kepada berbagai sumber atau
informan dengan teknik atau metode yang sama. Sehingga dalam hal ini, peneliti
mengumpulkan data dari beberapa informan kemudian membandingkannya.
Peneliti mewawancarai Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Mataram yang mengurus
Bagian Administrasi, SDM dan Umum, kemudian mengonfirmasi kebenaran data
atau permasalahan tersebut kepada Kepala Bidang Pendistribusian dan
Pendayagunaan. Triangulasi sumber Triangulasi sumber dilaksanakan dengan
pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Seperti data dalam
Pedoman Teknis Bantuan, peneliti mengonfirmasi lagi keadaan sebenarnya di

lapangan kepada Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.

148 exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. XXX: Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, Maret 2012), 324.

M, Mustari & M. T Rahman (2012) dalam Thalha Alhamid dan Budur Anufia, “Resume:
Instrumen Pengumpulan Data,” (STAIN Sorong, 2019), 12.
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PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1.  Profil BAZNAS Kota Mataram

BAZNAS Kota Mataram satu-satunya lembaga independen nonstruktural
yang dibentuk oleh pemerintah Kota Mataram, memiliki tugas dan wewenang
mengelola zakat di wilayah Kota Mataram. Sebagai pusat perkantoran dan
administrasi provinsi, Kota Mataram terdiri dari enam kecamataran, yakni
Kecamatan Ampenan, Kecamatan Sekarbela, Kecamatan Mataram, Kecamatan
Selaparang, Kecamatan Cakranegara dan Kecamatan Sandubaya. Saat ini
BAZNAS Kota Mataram bertempat di Kecamatan Sekarbela, tepatnya di Jalan Dr.
Soedjono, Jempong Baru, Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Mataram.

Sebelumnya, BAZNAS Kota Mataram sudah beroperasi sejak tahun 2000
dengan nama BAZDA Kota Mataram dan bertempat di Jalan Pejanggik Nomor
16, Kecamatan Mataram. Kemudian berubah nama menjadi BAZNAS Kota
Mataram setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat. Pendirian dan pelaksanaan operasional BAZNAS Kota
Mataram diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direktorat Jendral
Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/Tahun 2014 Tentang
Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota Se-indonesia dan Peraturan
Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan

Sedekah.

80
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BAZNAS Kota Mataram bertanggungjawab melaporkan segala aktifitasnya
kepada Walikota Mataram dan BAZNAS Provinsi NTB setidaknya setiap enam
bulan sekali. Muzaki di BAZNAS Kota Mataram sebagian besar bersumber dari
pegawai aparatur sipil negara (ASN) di setiap SKPD dan instansi vertikal. Dalam
Buku Laporan Pengelolaan ZIS BAZNAS Kota Mataram tahun 2020, tercatat ada
47 instansi yang terdaftar, kemudian juga ada sekitar 22 muzaki perorangan yang
sebagian besar merupakan pegawai BAZNAS Kota Mataram sendiri. Pada setiap
SKPD dan instansi vertikal dibentuk UPZ yang membantu BAZNAS Kota
Mataram dalam menghimpun dana zakat para pegawai ASN.

Lebih jelasnya, muzaki ASN yang tercatat di BAZNAS Kota Mataram pada
tahun 2016 terdaftar sekitar 771 orang muzaki, tahun 2017 menjadi 3.101 orang,
kemudian per 2 Januari 2019 menjadi 5.436 orang muzaki (lampiran 2.10). Angka
tersebut meningkat beriringan dengan dikeluarkannya PERDA Zakat Kota
Mataram Nomor 1 tahun 2015, Peraturan Walikota Mataram Nomor 5 tahun
2017, Instruksi Walikota Mataram Nomor 8 tahun 2017 dan Peraturan Walikota
Nomor 20 tahun 2018. Adapun mustahik yang terdaftar di BAZNAS Kota
Mataram hingga 2018 ada sekitar 22.656 orang.**

Penghimpunan BAZNAS Kota Mataram berasal dari ZIS dan sumber lain
seperti bantuan APBD Kota Mataram, BAZNAS Provinsi NTB, bagi hasil bank,

bantuan Kemenag maupun BAZNAS Pusat.

1B AZNAS Kota Mataram, Dokumen Mustahik Perorangan 2016 s/d 2018, (Kota Mataram,
BAZNAS Kota Mataram, 2019).



Tabel 4.1

Penghimpunan BAZNAS Kota Mataram 2016-2020
(dalam Juta Rupiah)
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Penerimaan Lain

Infak -
Tahun | Zakat & |Baznas| APBD | Bagi | Kemenag o\ Al TOTAL

Sedekah NTB Kota Hasil Kota Pusat

Mataram Bank | Mataram

2016 | Rp2.527 | Rp2.308 |Rp - | Rp1.650 | Rp 198 | Rp - |Rp - | Rp6.683
2017 | Rp4.655| Rp 92 | Rp - | Rp1.650 | Rp 47 | Rp - |Rp - | Rp6.444
2018 | Rp5.535 | Rp 178 | Rp 724 | Rp2.106 | Rp 102 | Rp - |Rp - | Rp8.645
2019 | Rp4.268 | Rp 223 | Rp 810 | Rp1.837 |Rp 61 |Rp 25 |Rp - | Rp7.224
2020 | Rp4.882 | Rp 154 | Rp 864 | Rp 600 | Rp 62 | Rp - Rp 6 | Rp6.568

Sumber: data diolah peneliti dari BAZNAS Kota Mataram, 2022.

Tahun 2016 BAZNAS Kota Mataram menerima dana dari pemerintah Kota
Mataram sebesar Rp 1,650 miliar yang dialokasikan untuk penyaluran santunan
beras kepada lansia miskin sejumlah Rp 1,2 miliar, dan untuk operasional
kegiatan BAZNAS Kota Mataram sejumlah Rp 450 juta. Tahun 2017 BAZNAS
Kota Mataram menerima dana dari Pemerintah Kota Mataram sejumlah Rp 1,65
miliar dengan peruntukan yang sama seperti tahun 2016. Tahun 2018 BAZNAS
Kota Mataram menerima dana dari BAZNAS Provinsi NTB sejumlah Rp 724
juta, Rp 360 juta untuk bantuan kegiatan RTLH, kemudian sejumlah Rp 364 juta
dari bagi hasil ZIS guru PNS SMA/SMK/MA/SLB di Kota Mataram yang masuk
dalam penghimpunan ZIS BAZNAS Provinsi NTB. Adapun APBD Pemerintah
Kota Mataram sejumlah Rp 2,106 miliar.

Tahun 2019, BAZNAS Kota Mataram menerima bantuan dari Kementerian
Agama Kota Mataram sejumlah Rp 25 juta, dari BAZNAS Provinsi NTB
sejumlah Rp 810 juta, dari APBD Pemda Kota Mataram sejumlah Rp 1,837
miliar, dan bagi hasil bank sejumlah Rp 61 juta. Selanjutnya tahun 2020,

BAZNAS Kota Mataram menerima dana sejumlah Rp 863 juta dari BAZNAS
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Provinsi NTB, dari APBD Kota Mataram sejumlah Rp 600 juta, bagi hasil bank
sejumlah Rp 61 juta, penerimaan dari BAZNAS pusat sejumlah Rp 5,8 juta.
2. Visi, Misi dan Tujuan BAZNAS Kota Mataram

Visi: Menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang Jujur, Amanah
dan Professional melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab.

Misi :

a.  Mewujudkan BAZNAS Kota Mataram yang terpercaya dan menjadi

pilihan umat.

b. Mewujudkan BAZNAS Kota Mataram yang tanggap terhadap

permasalahan umat.

c.  Mewujudkan BAZNAS Kota Mataram yang mampu mengubah

musatik menjadi muzaki.

d. Mewujudkan BAZNAS Kota Mataram yang member kemaslahatan

bagi umat berdasarkan syariat Islam.

Pada intinya, pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
BAZNAS Kota Mataram berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat

Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Nisab zakat pendapatan
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dipersamakan dengan 653 kg gabah atau 524 kg beras. Kemudian patokan harga

beras yang digunakan ialah Rp 8.000,%*! berdasarkan harga terendah.

Adapun BAZNAS Kota Mataram dalam menjalankan tugas pengelolaan

Z1S memiliki tujuan sebagai berikut.

a.

Menolong, membantu dan membina para mustahik, terutama fakir
miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga
mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat
beribadah dengan baik dan terhindar dari bahaya kekufuran.
Memenuhi kecukupan dan kesejahteraan kepada para mustahik
dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan
mereka menjadi miskin dan menderita dengan memberikan bantuan
modal usaha baik berupa dana maupun peralatan kerja yang
diperlukan atau zakat produktif.

Memenuhi aspek akuntabilitas pelaksanaan tugas pengelolaan zakat,
infak dan sedekah baik kepada pemerintah, lembaga terkait dan

publik.

3. Dasar Hukum BAZNAS Kota Mataram.

a.

b.

UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi

Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal,

BIpysat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, “Perkembangan Harga Pangan Kota
Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Januari 2020-Desember 2021,”
https://hargapangan.id/tabel-harga/pedagang-besar/daerah, diakses 7 Desember 2021.
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Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah
Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah
melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014
Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah
serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.11/568
Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota se-
Indonesia.

Peraturan BAZNAS Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata
Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan Pemberhentian Pimpinan
BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota.

Peraturan BAZNAS Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata
Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil
Zakat.

Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota.

Peraturan BAZNAS Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAZNAS,
BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota.

Peraturan Daerah Kota MataramNomor 1 Tahun 2015 Tanggal 14

Januari 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infag dan Sedekah (Z1S).
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Peraturan Walikota Mataram Nomor 5 Tahun 2017 Tanggal 28
Februari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Mataram
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah.
Peraturan Walikota Mataram Nomor 20 Tahun 2018 Tanggal 4 Juli
2018 tentang Perubahan Perwal Nomor 5 Tahun 2017.

Keputusan Walikota Nomor 531/TV/2016 Tanggal 13 April 2016
Tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Mataram.

Instruksi Walikota Mataram Nomor 08 Tahun 2017 Tanggal 10 Maret
2017 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infag dan Sedekah
(Z19).

Peraturan BAZNAS Kota Mataram Nomor 05/BAZNAS/KM/1/2017
Tanggal 16 Januari 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Amil/Pelaksana BAZNAS Kota Mataram.

Surat Keputusan BAZNAS Kota Mataram Nomor
001/BAZNAS/KM/11/2017 Tanggal 1 Februari 2017 tentang
Pengangkatan Sekretaris BAZNAS Kota Mataram.

Surat Keputusan BAZNAS Kota Mataram Nomor
012/BAZNAS/KM/111/2017 Tanggal 20 Maret 2017 tentang
Pengangkatan Tenaga Pelaksana BAZNAS Kota Mataram.

Surat Keputusan BAZNAS Kota Mataram Nomor
010/BAZNAS/KM/2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta

Standar Operasional Prosedur (SOP) BAZNAS Kota Mataram.



87

4.  Susunan Organisasi BAZNAS Kota Mataram

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BAZNAS Kota Mataram

H. MAHSAR MALACCA

WAKILKETUAI WAKILKETUAII WAKIL KETUA III WAKILKETUAIV
H. SYAFTTAROPY H. A. KULIANI H. HERI KUSNANDAR

. —
KABID KABAG KABAG BENDAHARA |

| KABID PENDISTRIBUSIAN & ADMINISTRASI, SDM & | | PERENCANAAX, KEUANGAX

| PENGUMPULAN PENDAYAGUNAAN & PELAPORAN — |

| PENERIMA  PENGELUARAN

| waHYUEDAYAT H. MADRI

Sumber: BAZNAS Kota Mataram, 2021.

Secara spesifik, struktur organisasi pada OPZ baik BAZNAS maupun LAZ,
dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.'** Berdasarkan SK Walikota
Mataram Nomor 531/1V/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Pengangkatan
Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram, 2016 hingga
2021 BAZNAS Kota Mataram dipimpin oleh H. Mahsar Malacca dan memiliki
empat orang wakil ketua yang membawahi bidang/bagian tertentu, sebagai

berikut; H. M. Ali Asgar selaku Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan, (Alm) H.

B2Umrotul Khasanah, “Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi
Umat,” (Kota Malang: UIN Maliki Press, 2010), 64.
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Syafi’i Aropy sebagai Wakil Ketua 2 Bidang Distribusi dan Pendayagunaan, H.
A. Kuliani selaku Wakil Ketua 3 Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan,
H. Heri Kusnandar selaku Wakil Ketua 4 Bagian Administrasi, Sumber Daya
Manusia (SDM) dan Umum. Namun pada 2 Desember 2019 lalu, H. Syafi’i
Aropy meninggal dunia, dan posisinya digantikan oleh H. Abdullah Munir, yang
sebelumnya berposisi sebagai Kabid Administrasi, SDM dan Umum.

Selanjutnya di BAZNAS Kota Mataram memiliki Sekretaris, Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Kepala Bidang Pengumpulan, Kepala
Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Kepala Bagian Perencanaan,
Keuangan dan Pelaporan, dan Kepala Bagian Administrasi, Sumber Daya
Manusia (SDM) dan Umum. Masing-masing posisi tersebut memiliki tugas,
fungsi dan tanggung jawab yang disusun berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor
3 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional
Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.'*®
a.  Pimpinan BAZNAS Kota Mataram memiliki tugas, fungsi dan tanggung

jawab sebagai berikut:

1)  Melakukan pembinaan dan pengawasan berdasarkan bidang tugas

masing-masing pimpinan.

2)  Melakukan koordinasi dengan isntansi terkait dalam pelaksanaan

tugas pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

3) Mengoordinasikan dan melaporkan tugas dan tanggungjawab

pengelolaan zakat, infak dan sedekah kepada Ketua.

13Heri Kusnandar, “Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota
Mataram,” (Kota Mataram: BAZNAS Kota Mataram, 2018), 3-4.
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Sekretaris

1)  Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS.

2)  Mengoordinir pelaksanaan tugas bidang pengumpulan, bidang
pendistribusian, bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan serta
bidang administrasi, SDM dan umum.

3)  Penyiapa dan penyelenggaraan rapat BAZNAS.

4)  Penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban tugas

pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS).

Bidang pengumpulan

1)
2)
3)
4)

5)

6)

Pembuatan data muzaki.

Pembuatan data potensi muzaki.

Menyiapkan rencana strategis pengumpulan zakat.

Melakukan pelayanan kepada muzaki.

Melakukan evaluasi pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan
zakat, infak dan sedekah.

Melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat

serta lembaga/instansi dalam sosialisasi pengumpulan zakat.

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

1)
2)
3)

4)

Pembuatan database mustahik.

Menyusun rencana strategis pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
Melakukan pelayanan kepada mustahik.

Melakukan  evaluasi, pelaporan  dan  pertanggungjawaban

pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.
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Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga/badan berkaitan

dengan akurasi data mustahik.

e.  Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

1)
2)
3)

4)

Menyusun rencana strategis (Renstra).

Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT).

Melakukan pengelolaan keuangan dengan sistem akuntansi BAZNAS.
Penyusunan laporan pengelolaan zakat periode enam bulan dan satu

tahun.

f. Bidang Administrasi, SDM dan Umum

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

Penyusunan rencana strategis amil BAZNAS.

Melakukan rekrutmen amil BAZNAS.

Melakukan pembinaan/pengembangan amil BAZNAS.

Melaksanakan administrasi perkantoran.

Pengadaan, pencatatan, dan pemeliharaan serta pengendalian dan
pelaporan aset inventaris.

Menyusun rencana strategi dan komunikasi hubungan masyarakat.
Memberikan rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala

Provinsi.

B. Paparan Data Hasil Penelitian

Paparan hasil penelitian ditulis berdasarkan pada rumusan masalah atau

fokus penelitian. Adapun fokus penelitian ini ialah, “Bagaimana upaya

optimalisasi manajemen zakat di BAZNAS Kota Mataram?” Fokus ini kemudian

dijabarkan menjadi subfokus yang membahas Sistem Penghimpunan, Sistem Tata
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Kelola, Sistem Penyaluran dan Sistem Pelaporan di BAZNAS Kota Mataram.
Pemaparan hasil penelitian ini berdasarkan dari hasil wawancara, dokumentasi
dan observasi yang peneliti lakukan.
1. Paparan Data Hasil Penelitian tentang Sistem Penghimpunan di

BAZNAS Kota Mataram

BAZNAS Kota Mataram menghimpun dana zakat, infak, sedekah dan dana
sosial keagamaan lainnya. BAZNAS Kota Mataram juga memiliki sumber
penghimpunan lain dari BAZNAS Provinsi NTB, dana operasional dari APBD
Pemerintah Kota Mataram, bagi hasil bank, BAZNAS Pusat, dan Kementerian
Agama Kota Mataram seperti yang sudah dipaparkan pada tabel 4.1. Adapun
zakat yang dihimpun BAZNAS Kota Mataram hanya dari zakat mal, sedangkan
zakat fitrah diserahkan kepada masyarakat melalui UPZ atau Panitia
Pengumpulan Zakat Fitrah di setiap masjid/musala dan lembaga keagamaan
lainnya.

Informan_1 menjelaskan:

“BAZNAS melibatkan masjid untuk membantu penghimpunan dan

menyalurkan zakat fitrah saat ramadhan. Tapi syaratnya harus mengirimkan

nama-nama mustahiknya ke sini (BAZNAS Kota Mataram), sehingga

datanya kita bisa tau. Oh ini yang sudah menerima, gitu. Biar kita salurkan

kepada yang lain, yang belum menerima.”***

BAZNAS Kota Mataram dalam melakukan penghimpunan berpedoman

pada Surat Keputusan BAZNAS Kota Mataram nomor 010/BAZNAS/KM/2019

tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Standar Operasional Prosedur (SOP)

™ nforman_1, wawancara, (Kota Mataram, 29 November 2021).
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BAZNAS Kota Mataram. Adapun Sistem dan Prosedur Pengumpulan dana ZIS di

BAZNAS Kota Mataram sebagai berikut:

a.

Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) dan Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD)/PerusahaanSwasta, Masjid, Sekolah/Madrasah serta Lembaga
Pendidikan Lainnya.

Sistem Pengumpulan ZIS di masing-masing UPZ dilakukan oleh bendahara
UPZ yang ditunjuk oleh pimpinan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Bendahara UPZ bertugas untuk mengadministrasi data-data Muzzaki,
jumlah penerimaan ZIS, kemudian disetorkan setiap bulan ke BAZNAS
Kota Mataram atau melalui Bank-Bank yang ditunjuk dan dapat juga
diambil oleh petugas BAZNAS (sesuai dengan permintaan).

Bagi Muzaki perorangan dapat menyetorkan Zakat, Infak dan Sedekahnya
langsung ke BAZNAS Kota Mataram pada setiap saat.

BAZNAS Kota Mataram melalui bendahara penerimaan
membuat/memberikan surat bukti setoran pembayaran ZIS bagi Muzakki
yang membayar langsung ke BAZNAS.

Pengumpulan ZIS juga dilakukan dengan menggunakan sistem kotak amal
yang ditempatkan pada Instansi/Lembaga tertentu di Kota Mataram.
Melaksanakan sosialisasi pengumpulan zakat melalui kerjasama antara
Pemerintah, tokoh-tokoh agama, dan tokoh-tokoh masyarakat dalam upaya

untuk meningkatkan jumlah penghimpunan dan muzaki.
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h.  Memberikan pelayanan kepada muzaki pada setiap saat pada waktu
menyetorkan zakatnya ke BAZNAS Kota Mataram.

I. Melakukan evaluasi dan pengendalian hasil pengumpulan ZIS khususnya
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Mataram di setiap akhir
bulan.

J. Melakukan koordinasi dengan Lembaga Pengelola Zakat se-Kota Mataram
agar pengumpulan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur tentang
kewenangan memungut zakat, infak dan sedekah.

k.  Membuat laporan periode pertengahan dan akhir tahun pertanggungjawaban
pengumpulan ZIS dari Muzaki.

Berkaitan dengan prosesnya di lapangan, ASN dapat menyetorkan zakatnya
kepada bendahara UPZ secara langsung maupun payroll, tergantung kebijakan
setiap instansi. Salah satu bendahara UPZ di Kota Mataram menyampaikan soal
pemungutan zakat pegawai sebagai berikut:

“Gaji langsung masuk ke rekening masing-masing pegawai. Untuk

pengambilan zakat, pegawai sendiri yang menyetorkan langsung ke

bendahara, tidak dipotong payroll ke rekening bendahara UPZ.”**

Adapun Informan_10 menyampaikan sebagai berikut:

“Pemotongan gaji pegawai untuk zakat langsung masuk ke rekening
bendahara. Dipotong secara payroll*°

¥Informan_9, wawancara, (Perangkat whatsapp, 7 Februari 2022).
8|nforman_10, wawancara, (Perangkat whatsapp, 7 Februari 2022).
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Informan_11 menyampaikan hal senada:

“Gaji-Gaji guru SD, SMP dan pegawai di Dinas Pendidikan Kota Mataram

setiap bulan dipotong langsung buat zakat. Itu masuk ke rekening bendahara

dulu, baru nanti kita bayar ke BAZNAS.™’

Informan_11 melanjutkan:

“...Itu soalnya ada guru dan pegawai yang tidak mau bayar zakat, kita ndak

maksa, kesadaran masing-masing aja. Tapi dia harus buat surat penyataan

untuk tidak dipotong zakat gajinya. Makanya tiap bulan setoran zakat di

dinas-dinas itu kan beda-beda dia.”**®

Setelah zakat pegawai ASN terkumpul, bendahara UPZ menyetorkan dana
zakat secara langsung ke Kantor BAZNAS Kota Mataram atau melalui fasilitas
jemput zakat. Informan_9, Informan_10 dan Informan_11 menjelaskan sebagai

berikut:

“Setelah semua dana zakat terkumpul, bendahara UPZ menyetorkan ke
kantor BAZNAS Kota Mataram™**°

“Setelah itu kami setor langsung ke BAZNAS Kota Mataram melalui
petugas BAZNAS yang turun langsung untuk menjemput zakat.”**

“Nanti kita telpon petugas BAZNASnya untuk ambil zakat di kantor,

soalnya kan zakatnya banyak. Kadang juga kita yang ke sana langsung,

tergantung keadaan.”*®*

Bendahara UPZ yang menyetorkan zakat para ASN, juga melampirkan
rekapan gaji, tunjangan kinerja daerah dan porongan zakat (lampiran 2.1).
Informan_3 menyebutkan dana zakat yang dibawa biasanya berupa uang tunai:

“Biasanya, sih, tunai saja uang zakatnya, tapi ada juga yang transfer.”*®

Y7|nforman_11, wawancara, (Perangkat Whatsapp, 8 Februari 2022).
158 1h;

Ibid.
\nforman_9, wawancara, (Perangkat whatsapp, 7 Februari 2022).
%0\nforman_10, wawancara, (Perangkat whatsapp, 7 Februari 2022).
®!1nforman_11, wawancara, (Perangkat Whatsapp, 8 Februari 2022).
%2Informan_3, wawancara, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).
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Setelah bendahara UPZ menyerahkan rekapan gaji dan dana zakat para
pegawai, bendahara penerimaan BAZNAS Kota Mataram memberikan Bukti
Setor Zakat kepada bendahara UPZ (lampiran 2.2). Informan_9 menjelaskan:

“lya setelah kita kasi zakatnya ke BAZNAS, nanti BAZNAS ngasi kita
Bukti Setoran ZIS buat laporan ke dinas. Kalau ada pegawai yang nanya,
baru kita kasi.”'®®

Selain itu, Bendahara penerimaan BAZNAS Kota Mataram juga
memberikan Kwitansi fee untuk Bendahara UPZ BAKESBANGPOL (lampiran
2.3). Informan_1 menjelaskan sebagai berikut:

“Jadi UPZ yang ada di OPD itu kita kasi bagian (fee) juga, untuk

memberikan motivasi. Pasti mereka juga ndak mau kalo cuma lelah-lelah

tapi ndak dikasi bayaran. Itu juga kan haknya, mereka masuk hitungannya
amil juga.”*®

Pernyataan tersebut diperjelas oleh Informan_4:

“Kalau di kami namanya bukan fee, tapi amil. Amil UPZ kami kasi 5% dari
total zakat yang disetorkan. Petugas UPZ di SKPD memang dari PNS. Beda
lagi UPZ di BUMD dan Perusahaan Swasta, mungkin bukan dari PNS.”'®°

Informan_4 melanjutkan:

“Amil UPZ itu kita kasi langsung ketika dia setor zakatnya ke kami. Kalau
dari SKPD nya dia tidak ada dapet fee. Dia (UPZ) hanya bertugas
mengumpulkan zakat di instansi tempat dia bekerja. Jika semua zakat
tersebut sudah terkumpul, UPZ ini datang langsung ke BAZNAS untuk
menyetor. Barulah dari total zakat yang dia setor itu kita kasi dia 5%
sebagai hak amil.”*®

Selain Bendahara UPZ datang ke BAZNAS Kota Mataram, para Bendahara

UPZ diberikan fasilitas jemput zakat dari BAZNAS Kota Mataram. Tugas ini

183 |nforman_9, wawancara, (Perangkat whatsapp, 7 Februari 2022).
%%Informan_1, wawancara, (Kota Mataram, 29 November 2021).
%5Informan_4, wawancara, (Perangkat Whatsapp, 21 Januari 2022).
166 ~;

Ibid.
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dilakukan oleh tenaga Monitoring atau staf pengumpulan. Demikian yang
disampaikan oleh Informan_3:

“Kadang juga kita telpon UPZnya buat konfirmasi. Bisa juga kita jemput

zakatnya, kalo bendahara UPZnya ndak sempet nganterin ke BAZNAS.

Tenaga monitoring yang jemput.”167

Informan_5 menambahkan, fasilitas jemput zakat tidak hanya untuk UPZ
saja, namun juga kepada masyarakat umum yang ingin berzakat:

“Dari BAZNAS Kota Mataram sendiri sebenarnya sudah memfasilitasi

dengan Jemput Zakat namanya. Jadi jika ada masyarakat umum atau UPZ

yang mau berzakat, bisa kita jemput ke tempatnya. Ada juga transfer online

atau melalui bank, tapi belum optimal” *®

BAZNAS Kota Mataram belum memiliki tenaga fundraiser sendiri yang
melakukan proses fundraising seperti analisis kebutuhan muzaki, identifikasi
muzaki dan lain sebagainya. Penghimpunan masih mengandalkan dari UPZ yang
ada di SKPD/OPD. Demikian yang disampaikan oleh Informan_2. dan

Informan_1.

“Terkait penghimpunan memang kita masih mengandalkan dari UPZ yang
ada di dines-dines itu. Kita belum punya tenaga fundraising.”*®

“Wah, kalau seperti itu (tenaga fundraiser) belum ada, mas, di sini. Muzaki
kita kan udah dari ASN di OPD tadi aja.”*"

Informan_1 melanjutkan:

“Jadi sementara ini, tenaga fundraising kita, ya dari UPZ yang ada di OPD
. o171
saja.

Namun menanggapi hal ini, Informan_2 yang mengusulkan terkait tenaga

fundraiser dalam sebuah wawancara:

¥7)nforman_3, wawancara, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).

1%8|nforman_5, wawancara, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).

9|nforman_2, wawancara, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).

i;(l’lnforman_l, wawancara, (Kota Mataram, 29 November 2021).
Ibid.
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“Terkait fundraising, kita kan juga punya adik-adik penerima program
SKSS. Mereka ini tidak ada kewajiban apapun selain mendapatkan nilai IP
per semester di atas 3. Minimal 3,00. Seharusnya bisa kita berikan
kewajiban lain, contohnya untuk mencari donator, agar bisa tumbuh rasa
memiliki mereka terhadap BAZNAS Kota Mataram ini. Mereka lebih
gampang untuk mencari muzaki, karena mereka termasuk dari bagian
penerima manfaat di BAZNAS Kota Mataram. Selain itu, mereka juga dapat
diberikan fee dari ZIS yang dihimpun, sebagai hak amil. Jadi mereka bisa
menerima lebih banyak bantuan, selain dari program SKSS, ada dari fee dan
uang transport. Ini hanya masih sebatas konsep dan saran. Semoga nanti
bisa terwujud.”*"?

Informan_8 salah satu penerima manfaat program SKSS mendukung usulan
tersebut, hal ini dinyatakan dalam paparan wawancara berikut:

“Perlu ini (pelibatan penerima manfaat SKSS sebagai tenaga fundraising),
agar ada timbal balik kita ke BAZNAS. Kami juga dulu pernah dijanjikan
kalau sudah wisuda akan dijadikan Kader BAZNAS Mataram, tapi belum
terealisasi.”"

Tidak adanya tenaga fundraising membuat penghimpunan dari masyarakat
umum non-PNS masih sedikit, demikian disampaikan oleh Informan_1:

“Kalo masyarakat umum (muzaki), kita lihat di laporan akhir tahun, ini
terakhir laporan tahun 2020. Ini muzaki perorangan, ini ya ada 22 daftarnya.
Itu kebanyakan dari pegawai di sini juga. Kalo ke masyarakat umum (selain
ASN SKPD/OPD) belum banyak.”*™

Beliau melanjutkan, lembaga vertikal juga belum seluruhnya dibentuk UPZ
dan menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kota Mataram:

“Instansi vertikal belum semuanya, yang ada baru Kementerian Agama,
BPN, BPS yang di Kota Mataram. Padahal tentara, polisi juga instansi
vertikal, tapi belum ada di sana. Kodim Kota Mataram, Polres Kota
Mataram harusnya pegawai ASN di sana berzakat ke sini (BAZNAS Kota
Mataram). Padahal sudah lama kita tembusi, tapi alasannya belum ada
perintah dari atasan.”"

2|nforman_2, wawancara, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).
%|nforman_8, wawancara, (Perangkat Whatsapp, 23 Januari 2022).
Informan_1, wawancara, (Kota Mataram, 29 November 2021).
1751 1h;

Ibid.
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Adapun perusahaan atau muzaki badan yang terdaftar di BAZNAS Kota
Mataram adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri (PT. BPRS Dinar
Ashri) Kota Mataram dan PT. Air Minum Giri Menang (PERSERODA,
sebelumnya bernama PDAM Giri Menang).

“Jadi di BAZNAS Kota Mataram ini perusahaan yang berzakat itu ada dua,
yaitu Bank Dinar Ashri sama PDAM Giri Menang itu.”*"®

Terkait UPZ masjid, Informan_1 menjelaskan:

“Masjid aja yang terdaftar (sebagai UPZ masjid) cuma ada 2 masjid,

padahal masjid di Kota Mataram ini sekitar 200-an masjid (tepatnya 243,

data BPS 2019).”*"”

UPZ masjid ini padahal keberadaannya sangat penting dalam menghimpun
dana zakat, karena berada di tengah-tengah masyarakat langsung dan memiliki

potensi yang besar. Informan_2 menjelaskan:

“Ada jugaﬂléita punya UPZ masjid yang berhasil menghimpun dana sekitar
20 juta.”

Hal ini didukung oleh dokumen Laporan Tahunan 2020, Rekapitulasi
Penerimaan ZIS Perorangan/Kelompok Se-Kota Mataram (lampiran 2.4).
Kegiatan fundraising yang dilakukan BAZNAS Kota Mataram untuk mencari
muzaki/donator selain dari para ASN di SKPD/OPD dijelaskan oleh Informan_1
sebagai berikut:

“Waktu itu kita pernah ke Epicentrum (Salah satu pusat perbelanjaan di

Kota Mataram), kita kumpulkan pengusaha-pengusaha yang ada di sana

untuk sosialisasi, biar mau berzakat ke BAZNAS Kota Mataram, katanya

‘siap,” tapi sampai sekarang ndak ada.”*"

Informan_11 juga menjelaskan:

O1bid.
" Ipid.
|nforman_2, wawancara, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).
|nforman_1, wawancara, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).
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“Kadang BAZNAS datang ke dinas-dinas buat ngasi penyuluhan ke
pegawai. Ngasi kalender juga™*®

Di sisi lain, Informan_5 menjelaskan alasan sedikitnya masyarakat umum
yang berzakat:

“Kalo PNS (OPD Kota Mataram) kita di sini ndak perlu sosialisasi. Mereka

(ASN) sudah terikat dengan peraturan daerah. Kalo masyarakat umum ini

terikat oleh peraturan agama dan atas kesadaran pribadi. Ada mungkin

masyarakat umum yang sudah menyetorkan zakatnya ke masjid atau kepada

orang fakir miskin secara langsung. Padahal, kan, sudah ada aturannya,

sebenarnya (maksudnya untuk menyetorkan ZIS kepada lembaga resmi).” %

Adapum terkait perencanaan penghimpunan BAZNAS Kota Mataram sudah
dirumuskan dalam RKAT. Pada tahun 2020 ditargetkan pengumpulan ZIS
sebanyak Rp 6 miliar, namun baru terealisasi sejumlah Rp. 4.915.509.203 atau
sekitar 82% dari perencanaan. Dana tersebut dihimpun dari zakat mal sejumlah
Rp.4.762.234.982, infak dan sedekah sejumlah Rp. 153.623.977.

Informan_4 menjelaskan terkait penentuan target penghimpunan:

“Kalo target penghimpunan ini biasanya sesuai dengan history

penghimpunan tahun sebelumnya. Bisa juga mengikuti peraturan dari

BAZNAS Provinsi, misalnya setahun dengan kenaikan 5%-15% dari

penghimpunan sebelumnya. Itu ada kita dikasi file excel juga dari BAZNAS

Provinsi, tinggal kita isi dia.”'®?

Dari paparan di atas, permasalahan dalam sisitem penghimpunan ialah tidak
adanya tenaga fundraiser yang melakukan proses fundraising serta fasilitas
penghimpunan yang ada di BAZNAS Kota Mataram belum memadai untuk

memudahkan muzaki membayar zakat. Selama ini BAZNAS Kota Mataram

masih mengandalkan penghimpunan dari UPZ vyang ada. Selain itu,

80\nforman_11, wawancara, (Perangkat Whatsapp, 8 Februari 2022).
¥nforman_5, wawancara, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).
82|nforman_4, wawancara, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).
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penghimpunan di UPZ SKPD/OPD setiap bulannya berbeda-beda karena pegawai
dapat membuat surat pernyataan jika tidak ingin membayar zakat.
Adapun temuan hasil penelitian pada fokus Sistem Penghimpunan

digambarkan dalam tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.2

Ringkasan Temuan Hasil Penelitian tentang Sistem Penghimpunan
BAZNAS Kota Mataram

No Temuan Penjelasan atas Temuan

1. | Belum adanya tenaga | Ketika dikonfirmasi terkait tenaga fundraiser,
fundraising yang melakukan | salah seorang informan menyatakan bahwa
tugas penghimpunan di | memang belum ada tenaga fundraiser dan
BAZNAS Kota Mataram. sementara ini tugas pengumpulan hanya dari

UPZ. Informan lainnya mengatakan bahwa
tenaga fundraiser perlu diinisiasi agar dapat
meningkatkan  penghimpunan.  Fundraiser
ialah orang yang secara langsung berhubungan
dengan muzaki/calon muzaki, sehingga tenaga
fundraising ini baiknya diinisiasi dari para
penerima manfaat (beasiswa SKSS) BAZNAS
Kota Mataram, karena mereka contoh nyata
dari peneriman manfaat dana ZIS vyang
diberikan oleh muzaki.

2. | Muzaki di BAZNAS Kota | Kurangnya regulasi yang mengikat kepada
Mataram sebagian besar dari | masyarakat umum selain dari pegawai PNS
pegawai ASN OPD. | membuat masyarakat umum hanya berzakat
penghimpunan di UPZ | berdasarkan  kesadaran pribadi. Muzaki
SKPD/OPD setiap bulannya | perorangan yang terdaftar di BAZNAS Kota
berbeda-beda karena pegawai | Mataram ialah 22 orang dan sebagian besar
dapat membuat surat pernyataan | adalah pegawai BAZNAS Kota Mataram.
jika tidak ingin membayar zakat. | Muzaki badan yang tercatat di BAZNAS Kota

Mataram baru ada dua perusahaan. Namun
dalam Peraturan Walikota Nomor 20 tahun
2018 pasal 33 ayat (8), dijelaskan bahwa
seorang muslim yang tidak bersedia dilakukan
pemotongan gaji untuk zakat, dapat membuat
surat pernyataan ketidaksediaan.

3. | Dana zakat yang dihimpun oleh | BAZNAS Kota Mataram membentuk UPZ
BAZNAS Kota Mataram berupa | masjid salah satu tujuannya untuk membantu
zakat mal, sedangkan zakat | penghimpunan dan penyaluran dana zakat
fitrah diserahkan kepada UPZ | fitrah selama bulan Ramadhan. Namun UPZ
masjid atau Panitia | masjid ini belum banyak, baru ada dua UPZ
Pengumpulan Zakat Fitrah di | masjid.
setiap  Masjid/Mushalla  dan
lembaga keagamaan lainnya.
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4. | Fasilitas yang  mendukung | BAZNAS Kota Mataram saat ini hanya
penghimpunan masih minim. memiliki fasilitas jemput zakat dan transfer
bank melalui BPD NTB Syariah, BTN
Syariah, BSI, Bank Muamalat dan Bank Dinar
Ashri Syariah. Itupun menurut salah satu
informan belum efektif karena kurangnya
kesadaran dari masyarakat untuk mau
berzakat.

2.  Paparan Data Hasil Penelitian tentang Sistem Tata Kelola di BAZNAS

Kota Mataram

Sistem tata kelola zakat diartikan sebagai seperangkat peraturan dan
mekanisme organisasi yang dijalankan demi mewujudkan tujuan tata kelola zakat
yang baik. Aspek tata kelola mencakup tentang peraturan-peraturan seperti
Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Instruksi Walikota,
Standar Operasional Prosedur (SOP), rencana strategis, sertifikasi manajemen
mutu atau International Organization for Standardization (ISO), dan program
kerja tahunan.

Data dokumen yang peneliti peroleh, BAZNAS Kota Mataram dalam
menjalankan sistem tata kelolanya sudah memiliki dokumen SOP yang tertuang
dalam Surat Keputusan BAZNAS Kota Mataram nomor
010/BAZNAS/KM/1/2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Standar
Operasional Prosedur BAZNAS Kota Mataram.

Namun Informan_2 menjelaskan soal SOP sebagai berikut:

“Iya ada kita punya SOP di sini, tapi itu masih sangat sederhana dari SOP
yang semestinya. Nanti kita usulkan untuk revisi.” %

SOP yang ada di BAZNAS Kota Mataram dijabarkan berdasarkan bidang

yang ada, vyaitu 1) bidang pengumpulan; 2) bidang pendistribusian dan

8|nforman_2, wawancara, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).
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pendayagunaan; 3) bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; serta 4) bagian
administrasi, SDM dan Umum. Selain itu, BAZNAS Kota Mataram juga memiliki
Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2020 dan (RKAT) setiap tahunnya.

Terkait penyusunan RKAT, Informan_4 menjelaskan:

“Awal pertama penyusunan RKAT dari Wakil Ketua 3 bagian perencanaan,

keuangan dan pelaporan. Kemudian setelah disusun, dirapatkan dengan

semua pengurus termasuk Pak Ketua dan Sekretaris. Dari hasil rapat itu
nantinya jika sudah fix semua isi RKAT-nya akan diajukan ke BAZNAS

Provinsi NTB untuk mendapatkan pengesahan. Dalam rapat itu semua

pengurus juga menandatangani lembar penetapan. Pengurus yang dimaksud

ini Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.”*%*

Terkait manajemen mutu, di BAZNAS Kota Mataram belum tersedia, dan
masih menginisiasikannya dalam RKAT. Dokumen lain seperti Pedoman Teknis
Bantuan, laporan tahunan, pernyataan kantor akuntan publik dan laporan
keuangan juga tersedia di BAZNAS Kota Mataram. RENSTRA berisikan
penjabaran visi dan misi dalam periode lima tahun, kemudian RKAT berisikan
perencanaan dalam kurun waktu satu tahun per tanggal 1 Januari s/d 31
Desember. Demikian yang dijelaskan oleh Informan_4 dalam suatu kesempatan

Wwawancara:

“Iya kalau RKAT itu setahun sekali kita bahas jadwal terkait program
penyaluran dan porsi penyalurannya.”185

Informan_4 melanjutkan:

“Dulu pas almarhum Mamik Aropy memang sangat terencana semuanya.
Kapan waktunya, berapa anggaran yang akan dikeluarkan. Semua sudah
terencanaerapi. Kalau sekarang kadang ada yang waktunya terlewat
sedikit.”*?

8% nforman_4, wawancara, (Perangkat Whatsapp, 21 Januari 2022).
18 wawancara, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).

%pid.
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Adapun Informan_7 menjelaskan terkait perencanaan di luar rencana, akan
dibahas dalam rapat evaluasi pertengahan tahun:

“Perencanaan RKAT itu kan biasanya kita lakukan setahun sekali. Tapi

kalau ada hal-hal di luar rencana, bisa kita lakukan dipertengahan tahun

untuk evaluasi. Misalnya seperti covid kemarin, itu kita ubah lagi

RKATnya. Tapi semuanya masih pada prioritas utama ke fakir miskin.”*®’

BAZNAS Kota Mataram melakukan proses akuntansi dan verifikasi
dokumen keuangan, kemudian melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana ZIS
pada pertengahan dan akhir tahun kepada Pemerintah Kota Mataram, BAZNAS
Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta para muzaki yang telah menunaikan zakatnya
melalui BAZNAS Kota Mataram. Hal ini tercantum dalam dokumen laporan
kinerja tengah tahun dan laporan tahunan.

Berdasarkan paparan data di atas, sistem tata kelola BAZNAS Kota
Mataram sudah dilengkapi oleh dokumen SOP, RKAT, RENSTRA, Pedoman
Teknis Bantuan, Laporan Kinerja Tengah Tahun dan Tahunan, serta laporan
keuangan yang sudah teraudit Akuntan Publik. Terkait sertifikat manajemen mutu
masih diinisiasi oleh BAZNAS Kota Mataram. Selain itu, SOP yang ada juga
masih terbilang sederhana dan bersifat umum. Adapun temuan hasil penelitian
pada fokus Sistem Tata Kelola BAZNAS Kota Mataram digambarkan dalam tabel
4.2 berikut.

Tabel 4.3

Ringkasan Temuan Hasil Penelitian tentang Sistem Tata Kelola
BAZNAS Kota Mataram

No Temuan Penjelasan atas Temuan
1. | SOP masih sederhana dan | SOP yang tercantum dalam dokumen Surat
bersifat umum. Keputusan BAZNAS Kota Mataram nomor

010/BAZNAS/KM/1/2019  tentang  Tugas
Pokok dan Fungsi serta Standar Operasional

¥ |nforman_7, wawancara, (Kota Mataram, 3 Desember 2021).
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Prosedur BAZNAS Kota Mataram menurut
salah satu informan masih sederhana bersifat
umum. SOP ini perlu dikaji lebih dalam agar
dapat dikatakan SOP yang lebih layak dan
lebih  mudah untuk menjalankan setiap
kegiatan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota
Mataram dengan lebih baik.

2. | Manajemen Mutu masih | Manajemen mutu memang menjadi salah satu
diinisiasi dalam RKAT. hal yang penting dalam tata kelola yang baik.
Memang tidak mudah untuk merealisasikan
ISO, terlebih BAZNAS Kota Mataram dalam
pelaksanaan program yang sudah direncanakan
masih sesekali terlewat dari target waktu dan
dana. Perbaikan kinerja diperlukan agar
inisiasi Manajemen Mutu dapat terealisasi.

3.  Paparan Data Hasil Penelitian tentang Sistem Penyaluran di BAZNAS
Kota Mataram
Sistem penyaluran zakat ialah seperangkat prosedur dan komponen atau
elemen yang saling berkaitan dan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan
penyaluran yang efektif. Penyaluran terbagi menjadi dua, yaitu pendistribusian
dan pendayagunaan. Pendistribusian ialah penyaluran secara konsumtif sedangkan
pendayagunaan adalah penyaluran secara produktif. Sistem dan prosedur
Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Mataram tercantum dalam
dokumen  Surat  Keputusan BAZNAS Kota  Mataram nomor
010/BAZNAS/KM/2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Standar
Operasional Prosedur (SOP) BAZNAS Kota Mataram.
a. Membuat database mustahik sesuai dengan syariat. Islam yang
berkoordinasi dengan pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat se-

Kota Mataram.
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Mendistribusikan dan mendayagunakan ZIS kepada mustahik, berdasarkan
pada program Mataram Peduli, Mataram Sejahtera, Mataram Cerdas,
Mataram Sehat, serta Mataram Taqwa.

Mengendalikan dan mengevaluasi mustahik sesuai dengan database yang
telah dibuat, agar pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dapat terlaksana
secara efektif dan efisien.

Bagi mustahik (di luar database) dapat mengajukan permohonan bantuan
(proposal) yang dilegalisir atau diketahui oleh aparat kelurahan setempat.
Khusus untuk bantuan Program Mataram Sejahtera adalah merupakan
kegiatan pendayagunaan ZIS dengan memberikan bantuan modal usaha
untuk pemberdayaan ekonomi produktif bagi Usaha Mikro Kecil (UMK)
agar usahanya berkembang dan dapat hidup mandiri serta diharapkan dapat
menjadi muzakki

Prosedur pemberian bantuan adalah BAZNAS Kota Mataram terlebih
dahulu meneliti permohonan (proposal) dari pemohon. Bilamana
permohonan setelah diteliti telah memenuhi syarat, maka bantuan dapat
diberikan.

Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung di Kantor BAZNAS Kota
Mataram, atau di lokasi tertentu sesuai dengan jenis bantuan yang diberikan.
Penyerahan bantuan juga diserahkan di Kantor Walikota pada
kegiatan/acara tertentu.

Membuat  Laporan  periode  pertengahan dan  akhir  tahun

pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.



106

Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Monitoring Program Penyaluran
BAZNAS Kota Mataram

Dalam dokumen pedoman teknis bantuan, program penyaluran BAZNAS
Kota Mataram dicanangkan menjadi lima program, yaitu Mataram Peduli,
Mataram Sejahtera, Mataram Cerdas, Mataram Sehat dan Mataram Takwa. Zakat
disalurkan kepada delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, raqib,
gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil. BAZNAS Kota Mataram dalam RKAT 2020
memiliki target penyaluran sebesar Rp. 6 miliar, namun baru terealisasi sejumlah
Rp. 5.056.761.890 atau sekitar 84,28%. Prioritas penyaluran diberikan kepada
fakir-miskin yang memiliki kebutuhan mendesak dan bersifat konsumtif.

Tabel 4.4

Persentase Realisasi Penyaluran ZIS berdasarkan Asnaf
BAZNAS Kota Mataram tahun 2020

No Asnaf Jumlah Penyaluran Persentase
1 | Fakir Rp. 690.000.000 13,65%
2. | Miskin Rp. 2.680.254.200 53%
3 | Amil Rp. 536.392.690 10,61%
4 | Mualaf Rp. 108.750.000 2,15%
5 | Rigob - -
6 | Gharimin - -
7 | Fii Sabilillah Rp. 1.041.365.000 20,59%
8 | Ibnu Sabil - -
TOTAL Rp. 5.056.761.890,- 100%

Sumber: Laporan Tahunan 2020 BAZNAS Kota Mataram.

Adapun penjabaran program penyaluran berdasarkan asnaf dipaparkan

sebagai berikut:'®

a.  Penyaluran Asnaf Fakir sejumlah Rp. 690.000.000 dengan penjabaran

program sebagai berikut:

188BAZNAS Kota Mataram, Laporan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram tahun 2020, (Kota Mataram: BAZNAS Kota Mataram,
Desember 2020), 12.
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1)  Santunan untuk Fakir sebesar Rp. 450.000.000,-

2)  Santunan untuk Lansia sebesar Rp. 240.000.000,-

Penyaluran Asnaf Miskin sejumlah Rp. 2.680.254.200 dengan penjabaran

program sebagai berikut:

1)  Santunan untuk Miskin sebesar Rp. 761.000.000,-

2)  Santunan untuk Petugas Kebersihan sebesar Rp. 226.200.000,-

3)  Santunan untuk Penjaga Sekolah sebesar Rp. 27.450.000,-

4)  Bantuan untuk Biaya Pengobatan sebesar Rp. 98.900.200,-

5)  Bantuan untuk Biaya Pendidikan sebesar Rp. 10.900.000,-

6) Bantuan Pendidikan Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) sebesar Rp.
98.000.000,-

7)  Bantuan untuk Panti Asuhan sebesar Rp. 104.000.000,-

8)  Bantuan untuk Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp.
604.037.000,-

9)  Bantuan untuk Jamban Keluarga sebesar Rp. 93.000.000,-

10) Bantuan untuk Modal Usaha sebesar Rp. 100.550.000,-

11) Bantuan untuk Asuhan Keluarga sebesar Rp. 36.000.000,-

12) Bantuan untuk Pembangunan Huntara sebesar Rp. 500.000.000,-

13) Bantuan Pembuatan Pengolahan Limbah Tahu sebesar Rp.
20.217.000,-

Penyaluran Asnaf Amil sebesar Rp. 536.392.690,-

Penyaluran Asnaf Muallaf sebesar Rp. 108.750.000,-

Asnaf Rigab tidak ada penyaluran

Asnaf Gharimin tidak ada penyaluran

Penyaluran Asnaf Fiisabilillah sejumlah Rp. 1.041.365.000,- dengan

penjabaran program sebagai berikut:

1)  Bantuan untuk Marbot Masjid sebesar Rp. 237.500.000,-

2) Bantuan untuk Tempat Ibadah/Lembaga Keagamaan sebesar Rp.
105.500.000,-

3) Bantuan untuk Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp.
116.250.000,-
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4)  Bantuan untuk Madrasah Swasta sebesar Rp. 148.500.000,-
5)  Bantuan untuk TPA/TPQ sebesar Rp. 347.500.000,-
6) Bantuan untuk Madrasah Diniyah sebesar Rp. 17.000.000,-
7)  Bantuan untuk Pengadaan Masker sebesar Rp. 28.800.000,-
8)  Bantuan untuk Tenaga Medis sebesar Rp. 40.315.000,-

h.  Asnaf Ibnu Sabil tidak ada penyaluran

Proses pendistribusian ZIS secara konsumtif BAZNAS Kota Mataram
dijelaskan oleh Informan_2 sebagai berikut:

“Kalo penyaluran ke fakir miskin yang penerimanya cukup besar, makanya
dalam surat (yang diajukan ke lurah) ada Klasifikasinya. Contoh, satu
beragama Islam, kedua belum terakomodir bantuan yang lain. Soalnya
sekarang, kan, kondisinya banyak sekali program-program bantuan. Biar
ndak terjadi double distribution, biasanya kita serahkan ke Pak Lurah, lurah
kemudian nanti menyerahkan ke Pak Kaling (Kepala Lingkungan). Pak
Kaling juga nanti dia komunikasikan dengan stafnya, karena yang paling
paham dengan kondisi masyarakatnya, ya, lingkungan (kepala dan staf
lingkungan) sendiri.” 18

Lebih lanjut Informan_2 menerangkan:

“Penyaluran kepada fakir miskin yang sifatnya konsumtif, seperti tadi, kita
berikan tanggungjawab ke lingkungan untuk menganalisis masyarakat di
lingkungan tersebut. Siapa yang berhak mendapatkan bantuan.”**°

Sapri selaku kepala Lingkungan Moncok Karya membenarkan pernyataan

tersebut:

“Iya, waktu itu kami diminta mendata warga lansia dan warga yang punya
dagangan yang sekiranya perlu bantuan.”***

Selain itu, Informan_1 menambahkan bahwa data fakir miskin ini juga
didapat dari kantor Dinas Sosial Kota Mataram:

“Kalo data mustahik, pertama datanya kita dapat dari kantor sosial (dinas
sosial Kota Mataram). Terus kedua, untuk pengawasan langsung, Kita

¥nforman_2, wawancara, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).
190 |h;

Ibid.
19153pri, wawancara, (Perangkat Whatsapp, 7 Februari 2022).
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merekrut tenaga monitoring. Setiap sepuluh kelurahan itu satu orang tenaga

monitoring. Tenaga monitoring ini tugasnya mengecek bantuan yang turun

ke mustahik, tepat sasaran atau tidak, kedua cek lapangan maksudnya benar
atau tidak dananya untuk usaha.”*

Adapun terkait penyaluran zakat fitrah dijelaskan dalam dokumen Laporan
Tahunan 2020, bahwa zakat fitrah disalurkan melalui UPZ Masjid atau Panitia
Pengumpulan Zakat Fitrah di setiap Masjid/Mushalla dan lembaga keagamaan
lainnya selama bulan Ramadhan. Kemudian, program pendayagunaan diberikan
kepada mustahik yang memiliki usaha maupun kelompok usaha seperti pedagang
kecil, pedagang bakulan dan kelompok usaha lainnya. Berikut ini rincian program
pemberdayaan berdasarkan dokumen Pedoman Teknis Bantuan BAZNAS Kota
Mataram.

a. Pemberdayaan Ekonomi Produktif Usaha Mikro Kecil (UMK)

Program pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota
Mataram ialah melalui Program Mataram Sejahtera. Program ini bertujuan untuk
meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM dengan memberikan motivasi,
semangat dan cerdas untuk bekerja kepada mustahik. BAZNAS Kota Mataram
memberikan bantuan modal kepada Usaha Mikro Kecil (pedagang bakulan dan
lain-lain). Bantuan ini diharapkan dapat membantu usahanya agar berkembang,
sehingga mustahik dapat hidup mandiri dan mengurangi pengangguran. Lebih-
lebih jika program ini bisa mengubah mustahik menjadi muzaki. Adapun prosedur
pemberian bantuan ini ialah sebagai berikut.

1) Para UMK atau pedagang bakulan mengajukan permohonan bantuan kepada

BAZNAS Kota Mataram.

1%2|nforman_1, wawancara, (Kota Mataram, 2021).
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2)  Petugas monitoring menyeleksi permohonan Usaha Mikro Kecil (UMK)
yang telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai pemobon bantuan
modal kepada BAZNAS Kota Mataram.

3) BAZNAS Kota Mataram melakukan evaluasi kondisi Usaha Mikro Kecil
(UMK) yang telah diusulkan untuk menerima bantuan.

4) BAZNAS Kota Mataram merumuskan dan menetapkan penerima bantuan
(mustahik) yang telah memenuhi syarat (lempiran 3.1a).

5) BAZNAS Kota Mataram menyerahkan bantuan kepada para mustahik.
Pengajuan UMK ini dapat secara perorangan dan juga secara kolektif atau

kelompok per lingkungan. Setelah bantuan ini tersalurkan kepada mustahik,

selanjutnya BAZNAS Kota Mataram melakukan kegiatan monitoring dan
pembinaan terhadap bantuan yang telah disalurkan secara berkala. Selain itu ada
evaluasi juga yang dilakukan setiap 6 bulan sampai satu tahun terkait
perkembangan usaha mustahik (Lampiran 3.1b). Adapun kriteria keberhasilan
usaha ekonomi produktif ini jika; a) Modal usahanya berkembang (meningkat)

dari kondisi semula.; b) Dapat mandiri untuk meningkatkan kualitas usahanya; c)

Dapat membantu penghidupan keluarganya; dan d) Memiliki tabungan untuk

tambahan modal usaha.

Adapun dalam dokumen Laporan Tahunan 2020 BAZNAS Kota Mataram,
pendayagunaan pada program Mataram Sejahtera ini dikeluarkan dana sebeasar
Rp 100.550.000 kepada 53 orang untuk bantuan modal usaha. Informan_3
menyebutkan para penerima manfaat bantuan ini dilatin oleh BAZNAS Kota

Mataram untuk berinfak:
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“...Kemarin bantuan UMKM atau bakulan yang kita kasi, kita ajarin mereka
untuk berinfak.”*%

Pernyataan ini didukung oleh dokumen laporan tahunan 2020, kelompok
Bakulan Sayang-Sayang Berkah yang merupakan salah satu penerima manfaat
program Bantuan Modal Usaha UMK memberikan infak sejumlah Rp 202.000.
(lampiran 2.4).

b.  Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

BAZNAS Kota Mataram memiliki program Mataram Peduli yang dikemas
dalam pemberian bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program
ini berkaitan dengan Program Pemerintah Kota Mataram untuk menanggulangi
kemiskinan dari sisi Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP). Program RTLH
yang dicanangkan BAZNAS Kota Mataram ini akan membantu pemerintah dalam
memperbaiki kondisi kehidupan mustahik untuk memiliki rumah yang lebih
layak. Tahun 2020 BAZNAS Kota Mataram menyalurkan dana sebesar Rp
604.037.000 untuk melakukan rehab terhadap 40 rumah.

Informan_4 menjelaskan bulan Desember 2021 akan dilakukan realisasi
program RTLH:

“Ini juga teman-teman monitoring baru turun lapangan, survey buat
penyaluran program rumah tidak layak huni. Semoga bisa terealisasi bulan
ini.”194

Adapun prosedur pemberian bantuan pada program RTLH ini sebagali

berikut:

%|nforman_3, wawancara, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).
%Informan_4, wawancara, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).
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1)  Lurah se-Kota Mataram mendata kondisi rumah tidak layak huni yang telah
memenuhi syarat untuk diajukan sebagai permohonan bantuan kepada
BAZNAS Kota Mataram (lampiran 3.2a).

2) BAZNAS Kota Mataram melalui tenaga monitoring akan melakukan survey
terhadap kondisi rumah yang diusulkan tersebut.

3) BAZNAS Kota Mataram merumuskan dan menetapkan penerima bantuan
rumah tidak layak huni sebagaimana tersebut (lampiran 3.2a).

4) BAZNAS Kota Mataram menyerahkan bantuan kepada mustahik, melalui
penanggungjawab perbaikan fasilitas rumah tidak layak huni tersebut.
Kemudian evaluasi terhadap penyaluran program ini dilakukan oleh tenaga

monitoring selama proses perbaikan rumah tersebut berlangsung. Evaluasi yang

dilakukan berkaitan dengan rencana serta realisasi pelaksanaan perbaikan fasilitas
rumah sesuai dengan Format Il (lampiran 3.2b).

C. Program Mataram Cerdas
Program pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) Kota Mataram diantaranya adalah Program Mataram Cerdas

yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kecerdasan

masyarakat khususnya bagi para siswa dan mahasiswa miskin dengan prestasi
akademik baik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan
kecerdasan masyarakat, maka BAZNAS Kota Mataram memberikan bantuan
beasiswa bagi para siswa dan mahasiswa agar dapat menyelesaikan pendidikan

dengan sebaik-baiknya, hingga dapat lulus sebagai sarjana.
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Penyaluran program Mataram Cerdas pada tahun 2020 sejumlah Rp

274.400.000 dengan rincian sebagai berikut:

2)

3)

4)

5)

Bantuan untuk Pendidikan sebesar Rp. 10.900.000,- sebanyak 5 orang;

Bantuan untuk Pendidikan Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) sebesar Rp.

98.000.000,- sebanyak 36 orang;

Bantuan untuk Madrasah Swasta sebesar Rp. 148.500.000,- sebanyak 99

lembaga;

Bantuan untuk Madrasah Diniyah sebesar Rp. 17.000.000,- sebanyak 17

lembaga.

Adapun prosedur pemberian bantuan tersebut adalah sebagai berikut.

1)

Mengajukan surat permohonan kepada BAZNAS Kota Mataram dengan

melampirkan:

a)

b)

Identitas dari siswa atau mahasiswa, berupa foto copy KTP dan Kartu
Keluarga (KK) dengan mengetahui Kepala Lingkungan/Lurah
setempat.

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tiap semester bagi mahasiswa
minimal nilai 3.00 dan bagi siswa dengan status (kelas X SMP/MTS)
dan kelas (kelas X1l SMA/MA/SMK) memiliki Indeks Prestasi
Belajar (IPB) minimal nilai 85 (delapan puluh lima) yang
direkomendasikan oleh Dewan Pendidikan Kota Mataram.

Foto Copy BPJS (warga kurang mampu)
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d) Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi (mahasiswa), dan surat
keterangan dari sekolah (siswa), bagi yang belum pernah atau sedang
menerima beasiswa/bantuan dari pihak lain.

BAZNAS Kota Mataram merumuskan dan menetapkan penerima bantuan

(mustahik) yang telah memenuhi syarat (lampiran 3.3a).

BAZNAS Kota Mataram menyerahkan bantuan kepada para mahasiswa

atau siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan (mustahik).

Informan_8 salah satu penerima manfaat program SKSS menjelaskan terkait

Syarat pengajuan program sebagai berikut:

“Syarat utama program SKSS ini adalah mahasiswa yang membutuhkan
biaya untuk membayar semester dan perlengkapan kuliah, memiliki IPK
minimal 3,00 dan kalau bisa memiliki sertifikat prestasi di bidang akademik
maupun non akademik.”*®

Kemudian Informan_8 menjelaskan, terkait survey dan verifikasi data calon

penerima dipaparkan dalam wawancara berikut:

“Survey dan verifikasi akan dilakukan oleh pihak BAZNAS dengan dua
skema. Yang pertama verifikasi administrasi dan kedua wawancara
langsung yang dilakukan oleh Ketua BAZNAS dan Anggota BAZNAS Kota
Mataram”*%

Informan_8 melanjutkan:

“Untuk mahasiswa yang sudah dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa
SKSS, pada setiap akhir semester mahasiswa harus mengantar transkrip
nilai pada semester tersebut, sebagai bahan ajuan untuk mengeluarkan
beasiswa tersebut. Lalu ketika sudah menyerahkan transkrip nilai, para
mahasiswa diberikan uang beasiswa sejumlah Rp 2 juta dan diberikan
wejangan-wejangan olen Ketua BAZNAS Kota Mataram. Selama
penyaluran, pernah juga sekali kita diwajibkan menulis artikel tentang
BAZNAS Kota Mataram sebagai penerima Manfaat Beasiswa SKSS untuk

%Informan_8, wawancara, (Perangkat Whatsapp, 23 Januari 2022).
196 |a;
Ibid.
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diterbitkan pada majalah BAZNAS Kota Mataram, juga sebagai bentuk
monitoring dan evaluasi terhadap dana yang diterima.”*®’

Saat ini tidak ada tuntutan lain selain nilai dari para penerima bantuan ini.
Informan_2 menjelaskan mahasiswa penerima manfaat program Satu Keluarga
Satu Sarjana (SKSS) bisa diberikan tugas lain:

“Kita kan juga punya adik-adik penerima program SKSS. Mereka ini tidak

ada kewajiban apapun selain mendapatkan nilai IP per semester di atas 3.

Seharusnya bisa kita berikan kewajiban lain, contohnya untuk mencari

donator, agar bisa tumbuh rasa memiliki mereka terhadap BAZNAS Kota

Mataram ini. Mereka lebih gampang untuk mencari muzaki, karena mereka

termasuk dari bagian penerima manfaat di BAZNAS Kota Mataram. Selain

itu, mereka juga dapat diberikan fee dari ZIS yang dihimpun, sebagai hak
amil. Jadi mereka bisa menerima lebih banyak bantuan, selain dari program

SKSS, ada dari fee dan uang transport. Ini hanya masih sebatas konsep dan

saran. Semoga kelak dapat terwujud.”*%

Menanggapi hal ini, Informan_8 menyetujui usulan tersebut:

“Perlu ini (pelibatan penerima manfaat SKSS sebagai tenaga fundraising),

agar ada timbal balik kita ke BAZNAS. Kami juga dulu pernah dijanjikan

kalau sudah wisuda akan dijadikan Kader BAZNAS Mataram, tapi belum
terealisasi.”*
d. Bantuan Kesehatan dan Pengobatan Lanjut

Program Mataram Sehat bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan
bagi masyarakat miskin dan bagi para penderita penyakit yang tidak dapat diobati
oleh Rumah Sakit di Kota Mataram, untuk berobat lanjut ke daerah (Provinsi)
lain. Dalam upaya untuk membantu penderita tersebut, maka BAZNAS Kota
Mataram memberikan bantuan biaya kepada penderita, dengan harapan agar

penyakitnya dapat ditangani dengan baik. Kemudian untuk penderita berobat

lanjut akan diberikan biaya transport ke lokasi Rumah Sakit yang dituju.

197 (1h;

Ibid.
1%¥|nforman_2, wawancara, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).
¥|nforman_8, wawancara, (Perangkat Whatsapp, 23 Januari 2022).
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Penyaluran program Mataram Sehat pada tahun 2020 dijabarkan sebagai

berikut:

3)

4)

5)

Bantuan untuk Biaya Pengobatan sebesar Rp. 98.900.200,- sebanyak 39
orang;

Bantuan untuk Masker sebesar Rp. 28.800.000,-

Bantuan untuk Tenaga Medis sebesar Rp. 40.315.000,- sebanyak 34 orang.

Informan_2 menjelaskan bahwa bantuan kesehatan ini juga bisa diberikan

kepada pasien yang menunggak biaya pengobatannya di rumah sakit. Hal ini

dijabarkan dalam wawancara berikut:

“Kalo bantuan kesehatan juga caranya mengajukan. Biasanya jenis
bantuannya seperti bantuan biaya transport ke lokasi rumah sakit yang
dituju atau dirujuk, yang tidak bisa diobati di rumah sakit Kota Mataram.
Atau program kesehatan ini juga bisa berupa pelayanan kesehatan yang
dicanangkan BAZNAS Kota Mataram bekerja sama dengan RSUD Kota
Mataram. Selain itu, bisa juga untuk membantu biaya pengobatan yang
menunggak di rumah sakit, ditunjukkan dengan permohonan.”*®

Melalui pelaksanaan Program Mataram Sehat, diharapkan masyarakat bisa

hidup sehat, sehingga dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya

dalam mencari nafkah. Adapun prosedur pemberian bantuan bagi penderita untuk

pengobatan lanjut, dan pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:

1)

Mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kota Mataram dengan
melampirkan; identitas dari penderita berupa foto copy KTP, dan Kartu
Keluarga (KK) dengan mengetahui Lurah atau Kepala Lingkungan

setempat; Rujukan berobat lanjut, dari Rumah Sakit yang memeriksa

2|nforman_2, Wawancara, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).
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kondisi penyakit yang bersangkutan; Foto copy BPJS; Surat keterangan
tidak mampu dari Lurah bersangkutan.

2) BAZNAS merumuskan dan menetapkan bantuan kepada mustahik yang
telah memenuhi syarat sebagaimana format terlampir (lampiran 3.4).

3) BAZNAS menyerahkan bantuan kepada penderita yang telah ditetapkan
sebagai penerima bantuan.

4)  Setelah penyaluran, BAZNAS Kota Mataram melakukan monitoring kepada
penderita (penerima bantuan) tentang kondisi kesehatannya setelah
dilakukan pengobatan.

e. Mataram Taqwa
Program Mataram Taqgwa bertujuan untuk meningkatkan kegiatan

keagamaan. BAZNAS Kota Mataram memberikan bantuan antara lain kepada

Guru Ngaji TPA/TPQ yang mengajarkan baca tulis Al-Qur'an kepada anak didik

di Taman Pendidikan Al-Qur'an. Kemudian bantuan kepada marbot masjid,

bantuan untuk operasional madrasah, serta bantuan untuk pembangunan tempat

ibadah (masjid/musala). Dengan pelaksanaan Program Mataram Tagwa
diharapkan akan dapat membangun dan memperkuat keimanan dan ketagwaan
umat Islam untuk menjalankan kegiatan ibadahnya sesuai dengan syariat Islam.

Penyaluran program Mataram Tagwa pada tahun 2020 dijabarkan sebagai
berikut:

1)  Santunan untuk Marbot Masjid sebesar Rp. 237.500.000, kepada 238 orang;

2) Bantuan untuk Tempat Ibadah/Lembaga Keagamaan sebesar Rp.

105.500.000, kepada 18 lembaga;
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Bantuan untuk TPA/TPQ sebesar Rp. 347.500.000, kepada 226 lembaga.

Adapun prosedur pemberian bantuan kepada Guru Ngaji TPA/TPQ,

operasional madrasah (RA, MI, MTS, MA), marbot masjid, serta tempat ibadah

(masjid) adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

Bantuan Guru Ngaji

a)

b)

Membuat proposal bantuan dana, yang disampaikan ke BAZNAS
Kota Mataram antara lain berisi tentang identitas organisasi, daftar
nama santriwan/santriwati, daftar nama guru/pengajar, jadwal
pembelajaran.

Melampirkan izin operasional dan persetujuan pendirian Taman
Pendidikan Al-Qur'an, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor

Kementerian Agama Kota Mataram.

Bantuan Marbot Masjid

a)

b)

Mengajukan surat permohonan bantuan yang ditanda tangani oleh
pengurus masjid yang bersangkutan, dengan melampirkan foto copy
KTP marbot masjid yang bersangkutan.

Surat keterangan dari pengurus masjid setempat yang berlokasi di
Kota Mataram berisi tentang: nama, tempat/tanggal lahir, alamat, dan

tugas yang bersangkutan sejak kapan sebagai marbot.

Bantuan Operasional Madrasah (RA, MI, MTS, MA)

a)

Mengajukan surat permohonan bantuan kepada BAZNAS Kota

Mataram yang berisi tentang kebutuhan sarana operasional untuk
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pelaksanaan kegiatan madrasah seperti: buku-buku pelajaran,
peralatan kantor dan lainnya.

b)  Melampirkan identitas sekolah madrasah tersebut, yang telah
mendapatkan legalisasi operasional dari Kementerian Agama Kota
Mataram.

Bantuan Pembangunan Tempat Ibadah (Masjid/Musholla). Pemberian

bantuan untuk pembangunan tempat ibadah diperuntukkan bagi masjid atau

musholla yang sedang dalam tahap pembangunan atau rehabilitasi. Prosedur
bantuan adalah sebagai berikut:

a)  Mengajukan surat permohonan bantuan kepada BAZNAS Kota
Mataram.

b)  Melampirkan foto-foto kondisi tempat ibadah tersebut yang sedang
dalam proses pembangunan/rehabilitasi.

BAZNAS Kota Mataram merumuskan dan menetapkan penerima bantuan

yang telah memenuhi syarat.

BAZNAS Kota Mataram menyerahkan bantuan kepada para penerima

bantuan yang telah ditetapkan.

RA Raudhatul Jannah sebagai salah satu penerima manfaat menjelaskan:

“Kita dapat bantuan untuk guru ngaji dan bantuan untuk guru RA Non-PNS

dan Non-Sertifikasi. Awalnya kita mengajukan permohonan dengan

melampirkan kebutuhan dan izin operasional yang aktif. Itu kemudian
disurvey dan diverifikasi langsung oleh pihak BAZNAS Kota Mataram
dengan datang ke RA/TPQ kita. Bantuan dari BAZNAS Kota Mataram

tentu sangat membantu dan memotivasi guru-guru di RA Raudhatul Jannah,
terutama guru-guru Ngaji.”?*!

212 A Raudhatul Jannah, wawancara, (Perangkat Facebook, 23 Januari 2022).
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Berdasarkan paparan data di atas, pada sistem penyaluran BAZNAS Kota

Mataram terdapat beberapa temuan yang diuraikan pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.5

Ringkasan Temuan Hasil Penelitian tentang Sistem Penyaluran
BAZNAS Kota Mataram

No Temuan Penjelasan atas Temuan

1. | Data Mustahik, utamanya untuk | Kepala lingkungan dianggap sebagai pihak
program konsumtif sebagian | yang paling tahu siapa warganya yang pantas
dipasrahkan  kepada  pihak | mendapatkan  bantuan. BAZNAS Kota
lingkungan dan dari data Dinas | Mataram memberikan mandat kepada kepala
Sosial Kota Mataram. lingkungan dengan bersurat yang berisikan

kriteria mustahik yang pantas diberikan, salah
satunya belum menerima program bantuan dari
instansi lain. Selain meminta data dari pihak
lingkungan, BAZNAS Kota Mataram juga
mencari mustahik yang akan disantuni melalui
data kemiskinan yang ada di Dinas Sosial Kota
Mataram.

2. | Penerima manfaat program | Mahasiswa penerima manfaat program
SKSS dapat diusulkan untuk | pendidikan SKSS saat ini hanya berkewajiban
menjadi tim fundraiser. untuk menjaga nilai agar tetap di atas 3,00.

Informan_2 menginisiasi untuk menambah
kewajiban kepada mereka untuk membantu
BAZNAS dalam penghimpunan, karena
mereka dianggap sebagai orang yang
merasakan langsung manfaat zakat.

3. | BAZNAS Kota Mataram hanya | BAZNAS Kota Mataram  menyerahkan
mengelola zakat mal, penyaluran | penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah
zakat fitrah diserahkan kepada | kepada UPZ Masjid atau Panitia Pengumpulan
UPZ masjid atau Panitia | Zakat Fitrah di setiap Masjid/Mushalla dan
Pengumpulan Zakat Fitrah di | lembaga keagamaan lainnya. Karena zakat
setiap  Masjid/Mushalla  dan | fitrah sesuatu yang wajib disalurkan selama
lembaga keagamaan lainnya. bulan Ramadhan. Penggunaannya tentu untuk

penyaluran konsumtif.

4. | Kegiatan perencanaan, | Berdasarkan  dokumen  pedoman  teknis
pelaksanaan, pelaporan dan | bantuan, program penyaluran BAZNAS Kota
monitoring  evaluasi  sudah | Mataram terdiri dari lima program, vyaitu
diterapkan dalam proses | Mataram Peduli, Mataram Sejahtera, Mataram
penyaluran ZIS di BAZNAS | Cerdas, Mataram Sehat dan Mataram Taqwa.

Kota Mataram.

Secara umum untuk program bantuan selain
program konsumtif, mustahik melakukan
pengajuan permohonan kepada BAZNAS Kota
Mataram, kemudian akan dianalisis. Setelah
permohonan dikatakan layak, BAZNAS Kota
Mataram akan melakukan survey lapangan
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terkait  kondisi  pemohon.  Selanjutnya
BAZNAS Kota Mataram akan melakukan
analisis dan penetapan bantuan. Setelah itu
akan dilakukan penyerahan bantuan, secara
umum dilakukan di Knator BAZNAS Kota
Mataram. Tahap selanjutnya adalah BAZNAS
Kota Mataram melakukan kegiatan pembinaan,
monitoring dan evaluasi terhadap penerima
bantuan.

4.  Paparan Data Hasil Penelitian tentang Sistem Pelaporan di BAZNAS

Kota Mataram

Dalam dokumen Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kota Mataram, BAZNAS Kota Mataram melakukan fungsi
pengawasan secara berkala terhadap keuangan, manajemen, pengawasan syariah
dan pengawasan bantuan serta pengawasan kinerja. Pengawasan keuangan yaitu
melalui pemeriksaan oleh akuntan publik setiap setahun sekali terhadap laporan
keuangan BAZNAS Kota Mataram sesuai PSAK 109 yang terdiri dari laporan
posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, serta ikhtisar
kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Informan_6 ketika diwawancarai menjelaskan:

“lya kita pembuatan laporan keuangannya itu mengikuti aturan dari

BAZNAS, pakai PSAK 109. Mohon maaf ya, kalau ini (laporan Keuangan)

ndak bisa kita buka. Kalau laporan penghimpunan dan penyaluran gapapa.

Kalau keterangan WTP dari akuntan publik biasa kita cantumkan juga di

laporan akhir tahun. Mungkin yang 2020 itu kelewat, belum kita cantumkan.

Tapi kita dapat predikat WTP juga tahun 2020 dari akuntan publik.”?%

Soal audit internal, Informan_2 mengatakan:

“Kalau terkait audit internal, kita belum ada, mungkin tahun depan.”?*

22|nforman_6, wawancara, (Kota Mataram, 3 Desember 2021).
2%|nforman_2, wawancara, (Kota Mataram, 6 Desember 2021).
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Selanjutnya pengawasan manajemen dilakukan oleh Inspektorat Kota
Mataram berkaitan dengan kinerja manajemen dalam mengelola ZIS, dari segi
perencanaan, pelaksanaan, serta SDM. Terkait pengawasan manajemen dari
Inspektorat, Informan_2 menerangkan:

“Inspektorat ini setau saya, karena ada dana hibah untuk dana operasional.

Dana hibah itu penggunaannya seperti apa. Tapi kemarin tumben sampai

ada dana zakat di audit. Sebenernya yang bisa diperiksa hanya hibah.

Mungkin karena ada permintaan dari Pemkot, kita kurang tau pasti.

Inspektorat datang biasanya setelah pelaporan ke Kota Mataram selesai,

kemudian setelah itu dilihat pertanggungjawabannya. Kalau terkait audit

internal, kita belum ada, mungkin tahun depan.”204

Kemudian pengawasan syariah di BAZNAS Kota Mataram semestinya
dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Mataram sesuai dengan permohonan
dari BAZNAS Kota Mataram. Tujuan pengawasan syariah ini ialah untuk
mengawasi kesesuaian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS
dengan kaidah-kaidah agama Islam. Namun Informan_6 menerangkan:

“Kalau audit syariah itu belum ada kita dapet.”205

Hal senada juga disampaikan Informan_2:

“Sama juga kayak audit syariah, di BAZNAS Kota Mataram belum pernah
ada audit syariah.”?%

Pengawasan bantuan di BAZNAS Kota Mataram bertujuan untuk
memverifikasi dan mengevaluasi bantuan kepada mustahik berdasarkan program
bantuan yang diterimanya. Kegiatan ini dilakukan oleh tenaga monitoring yang
sudah ditugaskan pada beberapa kelurahan yang ada.

Informan_1 menjelaskan:

204 wawancara, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).

2%Informan_6, wawancara, (Kota Mataram, 3 Desember 2021).
2% |nforman_2, wawancara, (Kota Mataram, 6 Desember 2021).
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“Kita sudah rekrut lima orang tenaga monitoring. Awalnya satu orang satu
kecamatan. Tapi rasanya tidak adil karena ada yang 1 kecamatan yang
kelurahannya beda-beda. Makanya kita bagi rata aja, 1 orang pegang 10
kelurahan. Tenaga monitoring tugasnya juga monitoring bantuan dan
pembinaan mustahik. Pembinaannya itu maksudnya jangan sampai
penerimaan zakatnya digunakan tidak semestinya oleh mustahik.”*’

Terakhir soal pengawasan Kkinerja, yaitu bagaimana pemerintah dan
masyarakat memberikan penilaian, kritik, saran dan pengawasan terhadap kinerja
BAZNAS Kota Mataram. BAZNAS Kota Mataram melakukan pelaporan kepada
Walikota Mataram dan BAZNAS Provinsi pada pertengahan dan akhir tahun.

Informan_6 menjelaskan soal pelaporan sebagai berikut:

“Laporannya kita kirim ke BAZNAS Provinsi biasanya 6 bulan sekali. Ke
Walikota juga. Secara bulanan dan tahunan juga Kita kasihkan ke dines-
dines di OPD.”*%®

Informan_9, Informan_10 dan Informan_11 menambahkan:

“lya ada rekapan bulanan (lampiran 2.5) dan triwulan kita dapat (lampiran
2.6). Kalo bulanan itu isinya rekapan gaji dan zakat pegawai yang di setor
ke BAZNAS. Kalo yang triwulan itu rekapan semuanya, penghimpunan
semua dinas dan penyalurannya juga ada. Tapi itu buat arsip di dinas aja,
ndak kita bagikan ke pegawai. Kecuali kalo ada yang minta baru kita kasi,
biar mereka juga tau berapa potongan zakatnya, terus kemana aja dana
zakatnya.”?"

“Rekapan berupa laporan triwulan, mas. Itu dari BAZNAS yang isinya
penghimpunan sama penyaluran. Tapi dokumennya tidak kita bagikan ke
pegawai, buat rekapan dinas aja, bukan perorangan.”?*

“Iya betul, mas. Kita dikasi laporan triwulan dari BAZNAS. Ada nanti di
sana berapa penghimpunan setiap dinas, terus ada juga penyalurannya
berapa. Kalo yang bulanan itu isinya rekapan gaji pegawai di dinas dan
potongan zakatnya. Laporan triwulan itu khusus buat dinas aja, ndak
dibagikan ke pegawai dan guru. Kalo ke pegawai atau guru cuma ada
keterangan potongan gajinya nanti.”**

2 |nforman_1, wawancara, (Kota Mataram, 29 November 2021).
2%|nforman_6, wawancara, (Kota Mataram, 3 Desember 2021).
“|nforman_9, wawancara, (Perangkat Whatsapp, 7 Februari 2022).
2|1nforman_10, wawancara, (Perangkat Whatsapp, 7 Februari 2022).
1 Informan_11, wawancara, (Perangkat Whatsapp, 8 Februari 2022).
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Informan_13, seorang guru SDN 24 Ampenan terdaftar sebagai salah satu

muzaki di UPZ Dinas Pendidikan membenarkan pernyataan Informan_11:

“Iya, ndak ada kita dikasi laporan kayak gitu dari BAZNAS atau dinas.
Cuma ada laporan pemotongan gaji kita aja. Tiap bulan dipotong sekian
buat zakat. Udah gitu aja, ndak ada laporan penggunaan kayak side bilang

59212

itu.

Selain itu, BAZNAS Kota Mataram dalam hal pelaporan kepada masyarakat

umum selain ASN di SKPD/OPD, yang dilaporkan hanya penyaluran. Demikian

yang disampaikan Informan_4:

“Kalo yang ke masyarakat umum biasanya cuma penyalurannya aja. Ada di

FB kita posting.”?*®

Informan_5 menambahkan:

“Kalo sosialisasi kita ini lebih banyak melalui benda tidak hidup.

Maksudnya lewat kalender, majalah, sosial media.

9214

Informan_11 membenarkan pernyataan tersebut:

“Kadang juga BAZNAS datang ke kantor buat sosialisasi langsung ke

pegawai. Kita juga dikasi kalender, bulletin itu ada.

95215

Dari paparan data di atas, terdapat beberapa temuan pada sistem pelaporan

BAZNAS Kota Mataram yang diuraikan dalam tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.6

Ringkasan Temuan Hasil Penelitian tentang Sistem Pelaporan
BAZNAS Kota Mataram

No Temuan Penjelasan atas Temuan
1. | BAZNAS Kota Mataram | Pengawasan keuangan dilakukan oleh akuntan
melakukan lima fungsi | publik yang memeriksa laporan keuangan

pengawasan  secara  berkala
terhadap keuangan, manajemen,

BAZNAS Kota Mataram sesuai PSAK 109.

?2Informan_13, wawancara, (Perangkat Whatsapp, 8 Februari 2022).
?BInforman_4, wawancara, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).
Y Informan_5, wawancara, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).
2BInforman_11, wawancara, (Perangkat Whatsapp, 8 Februari 2022).
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dan
serta

pengawasan syariah
pengawasan  bantuan
pengawasan kinerja

Pengawasan manajemen dilakukan oleh
Inspektorat Kota Mataram yang mengawasi
kinerja manajemen dalam mengelola dana ZIS.

Pengawasan  Syariah  dilakukan  oleh
Kementerian Agama Kota Mataram. Namun
BAZNAS Kota Mataram belum pernah ada
audit syariah.

Pengawasan bantuan yang diberikan oleh
BAZNAS Kota Mataram dilakukan oleh
tenaga monitoring dari BAZNAS Kota
Mataram sendiri.

Selanjutnya  pengawasan  kinerja  yang
disampaikan  kepada  stakeholder  dan
masyarakat umum. BAZNAS Kota Mataram
menyampaikan laporan kepada BAZNAS Kota
Mataram dan Walikota secara tahunan dan
tengah tahun.

Laporan kepada masyarakat
hanya dalam bentuk postingan
penyaluran di media sosial
Facebook.

BAZNAS Kota Mataram hanya melaporkan
kegiatan penyaluran kepada masyarakat
melalui media sosial. Namun kepada
stakeholder diberikan laporan secara lengkap.
Adapun kepada muzaki diberikan laporan
secara bulanan.

BAZNAS Kota Mataram belum
memiliki audit internal dan
belum pernah mendapat audit
syariah dari Kementerian Agama
Kota Mataram.

Laporan akhir tahun BAZNAS paling tidak
sudah teraudit oleh kantor akuntan publik. Jika
belum diaudit, BAZNAS dapat melampirkan
surat keterangan ketidakmampuan untuk
dilakukan audit.




BAB V

PEMBAHASAN

A.  Sistem Penghimpunan BAZNAS Kota Mataram

Berdasarkan paparan data pada BAB IV, bahwa sistem penghimpunan
BAZNAS Kota Mataram terdapat beberapa temuan sebagai berikut:
1. BAZNAS Kota Mataram belum memiliki tenaga fundraising.
2. Muzaki di BAZNAS Kota Mataram sebagian besar dari ASN yang ada di

SKPD/OPD.
3. Zakat yang dihimpun berupa zakat mal.
4.  Minimnya Fasilitas Penghimpunan yang Memudahkan Muzaki.

Temuan ini dibahas oleh peneliti berdasarkan kajian teori dari berbagai
sumber. Berikut pembahasannya:
BAZNAS Kota Mataram belum memiliki tenaga fundraising.

BAZNAS Kota Mataram saat ini masih mengandalkan penghimpunan dari
UPZ yang dibentuk di SKPD/OPD, perusahaan swasta, perusahaan BUMD, dan
instansi vertikal. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 14 tahun 2014, dijelaskan bahwa UPZ dapat dibentuk oleh
BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Kemudian terkait UPZ lebih
detail tercantum dalam Peraturan BAZNAS Nomor 2 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja UPZ. Pada intinya UPZ adalah satuan organisasi
yang dibentuk olen BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota

untuk membantu pengumpulan zakat.
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Penghimpunan ZIS diartikan sebagai proses memengaruhi masyarakat baik
perseorangan maupun lembaga agar mau menyalurkan dananya kepada OPZ.
Selain mengandalkan UPZ, BAZNAS Kota Mataram seharusnya juga memiliki
tenaga fundraiser yang melakukan proses penghimpunan untuk memberikan
kesadaran, motivasi dan kepedulian terhadap mustahik. Proses penghimpunan
mencakup memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu,
termasuk melakukan penguatan jika memungkinkan.**® Selain itu, dengan adanya
tenaga fundraiser akan memudahkan BAZNAS Kota Mataram untuk melakukan

217

analisis kebutuhan calon muzaki,”" mengenalkan produk penghimpunan dan

penyaluran®® secara langsung maupun tidak langsung kepada calon muzaki,?*®

serta menjaga hubungan dengan muzaki.??

Tenaga fundraiser sebagai garda terdepan yang menyampaikan informasi
dan berinteraksi dengan masyarakat, dituntut untuk dapat memberikan kesan yang
baik kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan brand image

dan menarik minak calon donatur.”*® BAZNAS Kota Mataram perlu

mengupayakan adanya tenaga fundraiser sendiri selain mengandalkan

“%Djrjen BIMAS Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Standarisasi Amil Zakat Menurut
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Kemenag RI, 2013),
49.

21" Ahmad Furgon, Manajemen Zakat, (Semarang: Walisongo Press, 2015), 39-40.

28pyrwanto (2009) dalam Miftahul Huda, Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising:
Study tentang Penggalangan Wakaf pada Yayasan Hasyim Asy “ari Pondok Pesantren Tebuireng
Jombang, (Yayasan Badan Wakaf Ull dan YDSF Surabaya: Kemenag RI, 2012), 37-38.

?“Suparman 1A, “Manajemen Fundraising dalam Menghimpun Harta Wakaf,”
https://www.bwi.go.id/339/2009/03/06/manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-
wakaf-bagian-1/ diakses pada 16 Oktober 2021.

2Sanusia dan Chaeranib, “Strategi Fundraising dalam Peningkatan Penerimaan Dana Zakat,
Infaq Shadaqgah di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon,” Jurnal Manajemen, 1 (Januari 2018),
8.

221Atik Abidah, “Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada
Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo,” Kodifikasia, 1, (2016), 177.
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penghimpunan dari UPZ, agar muzaki/donatur yang terdaftar tidak hanya dari
ASN di SKPD/OPD.

Terkait pengadaan tenaga fundraiser, ada sebuah usulan menarik dari salah
satu informan, yaitu menjadikan penerima manfaat program SKSS sebagai tenaga
fundraiser. Saat ini kewajiban para penerima manfaat SKSS hanya membuat satu
artikel dengan tema zakat dan menjaga indeks prestasi komulatif (IPK) minimal
3,00 sampai lulus. Usulan ini sekiranya dapat dipertimbangkan oleh BAZNAS
Kota Mataram untuk direalisasikan. Salah seorang penerima manfaat SKSS
mengafirmasi usulan tersebut. Menurutnya agar adanya timbal balik dan bentuk
aktualisasi diri dari penerima manfaat.

Muzaki di BAZNAS Kota Mataram Sebagian Besar dari ASN di SKPD/OPD

Dalam Laporan Pengelolaan ZIS BAZNAS Kota Mataram tahun 2020,
tercatat ada 47 instansi yang terdaftar sebagai UPZ; 3 UPZ instansi vertikal,
seperti BPN, PBS dan Kementerian Agama; 2 UPZ pada perusahaan swasta dan
BUMD, vyakni PT. BPRS Dinar Ashri dan PT. Air Minum Giri Menang
(PERSERODA, sebelumnya bernama PDAM Giri Menang); dan sisanya 45
instansi adalah UPZ di SKPD/OPD. Kemudian muzaki perorangan selain ASN di
SKPD/OPD ada sekitar 22 muzaki, namun sebagian besar merupakan pegawai
BAZNAS Kota Mataram sendiri. Adapun muzaki ASN dari SKPD/OPD yang
tercatat di BAZNAS Kota Mataram menurut data terakhir per 2 Januari 2019 ada
sekitar 5.436 orang muzaki.

Hanya para ASN di Kota Mataram yang terikat secara langsung oleh

Peraturan Daerah untuk berzakat di BAZNAS Kota Mataram. Namun para
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muzaki ASN diperbolehkan mengajukan surat pernyataan ketidaksediaan
membayar zakat.’?? Perda zakat Kota Mataram cenderung hanya bersifat
himbauan, maka BAZNAS Kota Mataram tidak dapat secara paksa untuk
menghimpun zakat tanpa persetujuan ASN. Oleh karena itu, BAZNAS Kota
Mataram dituntut bekerja lebih keras dan profesional agar dapat meningkatkan
kesadaran serta kepercayaan masyarakat agar mau berzakat melalui lembaga.??®
Seperti dalam al-Qur’an surat At-Taubah ayat 103 mengisyaratkan kepada
pemimpin atau penguasa, melalui OPZ untuk memungut zakat dari muzaki dan
membagikannya kepada mustahik.?*

Perencanaan penghimpunan BAZNAS Kota Mataram tertuang dalam
dokumen RKAT tahun 2020 ialah sebesar Rp. 6 miliar, namun baru terkumpul
sejumlah Rp. 4,9 miliar. Sebenarnya masih banyak potensi zakat yang dapat
dihimpun oleh BAZNAS Kota Mataram dari masyarakat umum Non-ASN.

Seperti dalam sebuah kajian Indeks Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), potensi zakat

penghasilan di Kota Mataram mencapai Rp 125 miliar, dengan zakat Penghasilan

22pasal 33 ayat 8 dan 9, Peraturan Walikota Mataram Nomor 20 tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 5 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan
Sedekah.

?ZAhmad Atabik, “Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer,”
ZISWAF, 1, (Juni 2015), 59.

?perintah Allah subhanahu wa ta’ala ini tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 103 dengan
redaksi ayat sebagai berikut, .
S gont ATy 2 IS0 GBS O fgle Jod by ST e 8o bl s
Arttinya:  “Ambillah  zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa
kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha
mengetahui. ”

Hasan menyebutkan bahwa kata J.; (berbentuk fi’il amar), dalam kaidah ushul figh, fi’il

amar menunjukkan suatu perintah wajib al-ashlu fi al-amr lilwujub. Muhammad Hasan,
Manajemen Zakat Model Pengelolaan yangEfektif, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 8.
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ASN mencapai Rp 3.176.442.495 dan zakat penghasilan Non-ASN mencapai Rp
122.630.820.000.”* BAZNAS Kota Mataram saat ini belum banyak menggarap
soal penghimpunan ZIS dari masyarakat Non-ASN. Hal ini tentu menjadi PR
besar bagi BAZNAS Kota Mataram dalam mengoptimalkan potensi ZIS yang ada
di Kota Mataram.

Zakat yang dihimpun Berupa Zakat Mal

Adapun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 menjelaskan bahwa zakat
yang dihimpun oleh BAZNAS ialah zakat mal dan zakat fitrah. Dalam dokumen
Laporan Pengelolaan ZIS BAZNAS Kota Mataram tahun 2020, menerangkan
bahwa BAZNAS Kota Mataram hanya mengumpulkan zakat mal, kemudian zakat
fitrah diserahkan kepada masyarakat melalui UPZ atau Panitia Pengumpulan
Zakat Fitrah di setiap Masjid/Musala dan lembaga keagamaan lainnya.

Hal ini karena penghimpunan dan pemanfaatan zakat fitrah hanya pada saat
Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Maka tidak
memungkinkan untuk dihimpun dan disalurkan di luar bulan Ramadhan. UPZ
masjid atau Panitia Pengumpulan Zakat Fitrah di setiap Masjid/Musala dan
lembaga keagamaan lainnya selain membantu menghimpun dan menyalurkan
zakat fitrah, juga menyetorkan nama-nama mustahik yang sudah diberikan
bantuan kepada BAZNAS Kota Mataram untuk dijadikan database. Database ini
digunakan oleh BAZNAS Kota Mataram agar tidak terjadinya double distribution

di masyarakat.

“»Baca M. Rizky Hidayat, Analisis Potensi dan Faktor yang Memengaruhi Muzaki
Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga di Kota Mataram (Studi Kasus: BAZNAS Kota
Mataram), Skripsi (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2019), 22-23.
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Zakat mal yang dihimpun oleh BAZNAS Kota Mataram sebagian besar
bersumber dari gaji para ASN yang ada di SKPD/OPD. Informan_1 mengatakan
standar zakat penghasilan/pendapatan dan jasa masih mengacu pada Peraturan
Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014, yaitu nisabnya senilai dengan 653 kg
gabah atau 524 kg beras dan kadar zakatnya senilai 2,5%. Peraturan terbaru saat
ini ialah nisab zakat pendapatan senilai 85 gram emas dan kadar zakat senilai
2'5%226
Minimnya Fasilitas Penghimpunan yang Memudahkan Muzaki.

Fasilitas penghimpunan di sini berkaitan dengan program penghimpunan.
BAZNAS Kota Mataram saat ini dalam melakukan penghimpunan memiliki
fasilitas jemput zakat dan transfer melalui bank. Fasilitas jemput zakat di
BAZNAS Kota Mataram sebagian besar baru banyak dimanfaatkan oleh UPZ
yang ada di SKPD/OPD, karena masyarakat umum Non-ASN belum banyak
terjaring sebagai muzaki. Selain itu BAZNAS Kota Mataram sebetulnya juga
memiliki rekening untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah melalui BPD
NTB Syariah, BTN Syariah dan BPRS Dinar Ashri.

BAZNAS Kota Mataram perlu meningkatkan fasilitas penghimpunan serta
layanan kepada masyarakat, karena pelayanan yang baik tentu dapat berpengaruh
positif terhadap kepuasan dan kepercayaan muzaki atau donator.??’ Jika

muzaki/donator merasa puas, maka mereka akan mendonasikan dananya kepada

?2%pasal 26 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 31 tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata
Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

?2'Safitri dan Nurkin, “Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Muzaki melalui
Kepuasan Muzaki dan Kepercayaan Muzaki,” Economic Education Analysis Journal, 2, (2019),
511.
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BAZNAS Kota Mataram secara berkelanjutan, bahkan akan mengabarkan
kepuasannya kepada orang lain. Secara tidak langsung juga akan meningkatkan
jumlah muzaki dan penghimpunan.??®

Sebagai sebuah gambaran, BAZNAS Pusat menyikapi soal pelayanan
penghimpunan telah melakukan inovasi terbaru vyaitu adanya digitalisasi
penghimpunan yang berkolaborasi dengan berbagai perusahaan fintech agar
meningkatkan cakupan dan jaringan donator serta memudahkan mereka dalam
menyalurkan zakat. Maka selain fasilitas penghimpunan, hal yang memengaruhi
calon muzaki atau donator mau berzakat dan berdonasi ialah seperti apa layanan
yang diberikan oleh BAZNAS Kota Mataram. Minimal, BAZNAS Kota Mataram
dapat secara rutin melaporkan penggunaan dana ZIS kepada masyarakat umum.
B. Sistem Tata Kelola BAZNAS Kota Mataram

Berdasarkan paparan data pada BAB 1V, bahwa sistem tata kelola BAZNAS
Kota Mataram terdapat beberapa temuan sebagai berikut:
1.  SOP masih sederhana dan bersifat umum.
2. Manajemen Mutu masih diinisasi.

Temuan ini dibahas oleh peneliti berdasarkan kajian teori dari berbagai

sumber. Berikut pembahasannya:

SOP Masih Sederhana dan Bersifat Umum

SOP merupakan salah satu hal penting dalam Pedoman Tata Kelola Amil
yang baik. SOP yang jelas akan memudahkan OPZ dalam menjalankan

aktifitasnya meskipun adanya pergantian pengurus, karena sistem yang ada sudah

222 Ahmad Furgon, Manajemen Zakat, (Semarang: Walisongo Press, 2015), 37-38.
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terbangun dengan baik, dan OPZ tidak tergantung lagi pada individu namun pada
SOP yang sudah dibuat.??® SOP BAZNAS Kota Mataram tertuang dalam Surat
Keputusan BAZNAS Kota Mataram nomor 010/BAZNAS/KM/1/2019 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi serta Standar Operasional Prosedur BAZNAS Kota
Mataram, yang disetujui oleh Ketua BAZNAS Kota Mataram pada 2 Januari
2019.

Dalam Surat Keputusan tersebut tercantum SOP berdasarkan bidang yang
ada di BAZNAS Kota Mataram, vyaitu bidang pengumpulan, bidang
pendistribusian dan pendayagunaan, bidang perencanaan, keuangan dan
pelaporan, bagian administrasi, SDM dan Umum. SOP di BAZNAS Kota
Mataram saat ini berupa uraian prosedur kerja. Menurut peneliti, SOP BAZNAS
Kota Mataram kiranya perlu dikembangkan lagi dengan melengkapi komponen
SOP, seperti memuat tujuan, ruang lingkup, referensi, penanggungjawab, uraian
prosedur, diagram alur prosedur dan dokumen terkait. BAZNAS Kota Mataram
dalam penyusunan SOP sebaiknya membuat Tim Penyusun SOP yang paling
tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman soal penulisan SOP, pelaksana
lapangan, pengawas dan atasan pengawas.?*°
Manajemen Mutu Masih diinisiasi dalam RKAT

Selain SOP, BAZNAS Kota Mataram juga memiliki Rencana Strategi dan
Rencana Kerja Anggaran Tahunan. Rencana Strategis BAZNAS Kota Mataram
2016-2020 bertujuan menyatukan visi dan misi pengelolaan zakat untuk

mengoptimalkan sumber daya yang ada. Untuk merealisasikan visi dan misi

*Ibid, 61-67.
0] jhat Badan Penjaminan Mutu Universitas Al-Azhar Indonesia, Pedoman Pembuatan
Standar Operasional Prosedur (SOP), (Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2019), 2-6.
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tersebut, penting untuk membangun standar pengelolaan zakat agar pengelolaan
zakat dapat dilakukan secara optimal baik dalam pengumpulan maupun
pendistribusian dan pendayagunaan.

RKAT BAZNAS Kota Mataram awalnya disusun oleh Wakil Ketua 3
bidang perencanaan, kemudian dirapatkan dan disetujui oleh Ketua, Sekretaris
dan Wakil Ketua yang lain. Setelah tersusun dan ditandatangani dalam lembar
penetapan, RKAT diajukan kepada BAZNAS Provinsi NTB untuk mendapatkan
pengesahan. Perencanaan menjadi penting dalam tata kelola OPZ untuk
menunjukkan profesionalitas dan kesungguhannya dalam mengelola ZIS. Adanya
perencanaan ini juga dapat dijadikan dasar dalam melakukan evaluasi dan
mengetahui target keberhasilan organisasi.?®*

BAZNAS Kota Mataram memang belum mempunyai Sertifikat Manajemen
Mutu. Namun dalam RKAT, BAZNAS Kota Mataram memiliki target untuk
menginisasi adanya Sertifikat ISO 9001:2015. Penerapan manajemen mutu pada
OPZ diperlukan demi meningkatkan profesionalitas agar kepercayaan publik
terhadap OPZ meningkat. Manajemen mutu tidak akan mengubah karakter OPZ
sebagai lembaga nirlaba dan berorientasi pada pelayanan sosial. Penerapannya
malah akan mengarahkan serta mengendalikan OPZ dalam hal kebijakan mutu
dan sasaran mutu.?

C. Sistem Penyaluran BAZNAS Kota Mataram
Berdasarkan paparan data pada BAB IV, bahwa sistem penyaluran

BAZNAS Kota Mataram terdapat beberapa temuan sebagai berikut:

ZAhmad Furgon, Manajemen Zakat, (Semarang: Walisongo Press, 2015), 61-67.
**’Didin Hafidhuddin, Sistem Manajemen Mutu pada Organisasi Pengelola Zakat, (Jakarta:
Republika, 2011), 1-2.
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1. Data Mustahik untuk program konsumtif sebagian dipasrahkan kepada

pihak lingkungan dan data Dinas Sosial Kota Mataram.
2. Penerima manfaat SKSS dapat diusulkan sebagai tenaga tim fundraiser.
3.  Zakat yang disalurkan BAZNAS Kota Mataram hanya zakat mal.
4.  Proses penyaluran seperti perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan

monitoring evaluasi sudah diterapkan di BAZNAS Kota Mataram.

Temuan ini dibahas oleh peneliti berdasarkan kajian teori dari berbagai
sumber. Berikut pembahasannya:
Data Mustahik untuk Program Konsumtif Sebagian Besar dipasrahkan
kepada Pihak Lingkungan dan Data dari Dinas Sosial Kota Mataram

Proses identifikasi mustahik yang dilakukan BAZNAS Kota Mataram
berdasarkan pada program yang ada. Pada penyaluran program konsumtif,
BAZNAS Kota Mataram melibatkan peran serta dari kepala lingkungan yang ada
di suatu daerah untuk menyetorkan nama-nama warganya yang sekiranya
membutuhkan bantuan. Selain itu BAZNAS Kota Mataram juga meminta data
kemiskinan di Dinas Sosial Kota Masyarakat. Data tersebut kemudian diverifikasi
sebelum disetujui langsung. Tim monitoring akan mengecek kebenaran data
tersebut dengan metode sampling di beberapa daerah. Setelah dilakukan
pengecekan, hasilnya akan dilaporkan untuk kemudian ditetapkan jenis bantuan
kepada mustahik.

Pelibatan pihak kepala lingkungan dan lurah dalam hal ini untuk
memudahkan BAZNAS Kota Mataram mengetahui siapa saja yang berhak

mendapatkan bantuan, karena tidak semua mustahik fakir-miskin secara terang-
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terangan meminta santunan kepada BAZNAS Kota Mataram, ada beberapa yang
bersabar dan menjaga diri dari meminta-minta. Allah SWT. dalam Al-Qur’an

surat Al-Bagarah ayat 273 bersabda sebagai berikut,

P .. s ge _ L .2 G - 87
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Artinya: “(Berinfaglah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan
Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka
mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka
dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara

mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah),
Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui. ” (Q.S. Al-Bagarah: 2/273).

Ciri-ciri dan hal ihwal orang-orang yang lebih berhak menerima sedekah, yaitu:>*

1.  Mereka yang dengan ikhlas telah mengabdikan diri pada tugas dalam rangka
jihad fi sabilillah, sehingga mereka tidak mempunyai kesempatan untuk
melakukan pekerjaan lain sebagai sumber rezeki. Misalnya kaum mubhajirin,
yang pada permulaan Islam ada yang termasuk fakir miskin, karena telah
meninggalkan harta benda mereka di Mekah, untuk dapat berhijrah ke
Medinah, demi mempertahankan dan mengembangkan Agama Islam.
Mereka sering bertempur di medan perang, menangkis kezaliman orang-
orang kafir sehingga tidak punya waktu luang untuk mencari nafkah.

2.  Fakir miskin yang tidak mampu berusaha, baik dengan berdagang maupun
dengan pekerjaan lainnya, karena mereka sudah lemah, atau sudah lanjut
usia, atau karena sebab-sebab lain.

3. Fakir miskin yang dikira oleh orang lain sebagai orang berkecukupan,
karena mereka itu sabar dan menahan diri dari meminta-minta.

4.  Mereka yang bertugas untuk menghafal Al-Qur'an, mempelajari ajaran
agama serta memelihara sunah Nabi dengan cara hidup sederhana.
Fakir miskin dapat diketahui dari tanda-tanda yang tampak pada diri

28«Tafsir Surat Al Baqarah Ayat 273-274,” Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia
(blog), 3 Agustus 2020, https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-bagarah-ayat-273-274/.
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mereka. Mereka sama sekali tidak mau minta-minta, atau kalau mereka
meminta, tidak dengan mendesak atau memaksa. Dalam hubungan ini
Rasulullah SAW. bersabda: “Yang dinamakan "orang miskin™ bukanlah
orang yang keliling (untuk minta-minta) pada orang-orang, yang tidak
memperoleh sesuap atau dua suap nasi, dan sebiji atau dua biji kurma.
Tetapi orang miskin yang sejati adalah orang yang tidak mendapatkan
kecukupan untuk dirinya dan tidak diketahui keadaannya sehingga ia diberi
sedekah, ia juga tidak pergi untuk meminta-minta kepada orang-orang.”
(Muttafaq 'Alaih).
Soal pendataan mustahik untuk program konsumtif terutama kepada fakir
dan miskin yang jumlahnya sangat banyak, sekitar Rp 3,37 triliun atau 66,65%
dari total penyaluran, perlu lebih diawasi secara ketat oleh BAZNAS Kota
Mataram. Mengandalkan enam orang tenaga monitoring untuk mengurus semua
ini, peneliti rasa masih jauh dari kata layak untuk melakukan tugas-tugas
perencanaan dan pelaksanaan penyaluran di Kota Mataram. BAZNAS Kota
Mataram perlu menginisasi dan merealisasikan untuk menambah tenaga relawan
yang dapat membantu pelaksanaan tugas tersebut.
Mustahik Program SKSS dapat diusulkan menjadi tenaga fundraiser
Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) termasuk dalam program
konsumtif dalam bidang pendidikan, karena memberikan bantuan biaya
pendidikan secara langsung kepada mustahik.?* Penerima manfaat program
SKSS dalam hal ini adalah mahasiswa, oleh BAZNAS Kota Mataram hanya

diwajibkan untuk menyerahkan transkrip nilai dengan IPK minimal 3,00. Ketika

penyerahan transkrip nilai, para penerima manfaat akan diberikan wejangan untuk

% Adnan Abubakar, “Pemberdayaan Zakat untuk Pendidikan,” Jurnal Nur El-Islam, 1 (April
2015), 4.
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memotivasi mereka agar lebih giat dalam belajar. Selain itu, mereka diwajibkan
minimal satukali untuk menulis sebuah artikel yang akan dimuat dalam bulletin
BAZNAS Kota Mataram.

Informan_2 menyampaikan sebuah usul untuk pengadaan tenaga relawan
fundraiser dari para penerima manfaat program SKSS ini. Informan_8 sebagai
salah satu penerima manfaat program SKSS juga antusias menyambut usulan
tersebut. Penerima manfaat SKSS dapat dijadikan relawan atau kader BAZNAS
Kota Mataram yang membantu pengelolaan BAZNAS Kota Mataram. Seperti
penjelasan sebelumnya, penerima manfaat program SKSS ada sekitar 36 orang.
Mereka bisa diberikan pembekalan terkait dasar-dasar fundraising dan pelatihan
lainnya yang dapat menunjang pengelolaan zakat. Pentingnya pengadaan tenaga
relawan atau fundraiser ini, salah satunya guna meningkatkan dan membangun
brand image BAZNAS Kota Mataram agar lebih dikenal oleh masyarakat.**
Penyaluran Zakat Fitrah diserahkan kepada UPZ masjid atau Panitia
Pengumpulan Zakat Fitrah

Dalam dokumen Laporan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS
Kota Mataram tahun 2020, diterangkan bahwa BAZNAS Kota Mataram hanya
mengumpulkan zakat mal, kemudian zakat fitrah diserahkan kepada masyarakat
melalui UPZ atau Panitia Pengumpulan Zakat Fitrah di setiap Masjid/Musala dan
lembaga keagamaan lainnya. Hal ini karena penghimpunan dan penyaluran zakat
fitrah hanya pada saat awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan

salat Idul Fitri. Maka tidak memungkinkan untuk dihimpun dan disalurkan di luar

25 Atik Abidah, “Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada
Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo,” Kodifikasia, 1, (2016), 177.
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bulan Ramadhan. UPZ masjid atau Panitia Pengumpulan Zakat Fitrah di setiap
Masjid/Mushalla dan lembaga keagamaan lainnya selain membantu menghimpun
dan menyalurkan zakat fitrah, juga menyetorkan nama-nama mustahik yang sudah
diberikan bantuan kepada BAZNAS Kota Mataram untuk dijadikan database.
Proses Penyaluran seperti Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan
Monitoring Evaluasi Sudah diterapkan di BAZNAS Kota Mataram.
Penyaluran sendiri dibagi menjadi dua, vyaitu pendistribusian dan
pendayagunaan. Pendistribusian ialah penyaluran zakat secara konsumtif
sedangkan pendayagunaan ialah penyaluran zakat secara produktif. Sebelum
melakukan penyaluran baik konsumtif maupun produktif, perlu melakukan

perencanaan kerja dan perencanaan anggaran.?®

Perencanaan kerja pada
pendistribusian dilakukan dengan menganalisis permasalahan sosial, kebutuhan
mustahik, menyusun program dalam rencana kerja tahunan, menyusun rencana
pencapaian indikator Kinerja penyaluran dan menyusun rencana kegiatan
penyaluran ZIS.

Kemudian perencanaan anggaran berisi alokasi dana amil untuk operasional
BAZNAS, alokasi dana amil untuk operasional UPZ, alokasi dana penyaluran
mustahik non amil olen BAZNAS, alokasi penyaluran mustahik non amil oleh
UPZ, alokasi dana penyaluran sabilillah untuk fungsi koordinasi dan operasional
khusus, mengalokasikan saldo akhir dana penyaluran. Dalam RKAT 2020,

BAZNAS Kota Mataram merencanakan penyaluran sejumlah Rp 6 miliar, namun

baru terealisasi sejumlah Rp. 5.056.761.890 atau sekitar 84,28%. Seluruh

#%Uraian lebih lengkap baca Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 tahun 2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Amil Zakat
Nasional.
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penyaluran di BAZNAS Kota Mataram dilakukan sendiri tanpa melalui UPZ pada
SKPD/OPD, kecuali pada penyaluran zakat fitrah baru melibatkan UPZ masjid.

Dalam dokumen pedoman teknis bantuan, program penyaluran BAZNAS
Kota Mataram dicanangkan menjadi lima program, yaitu Mataram Peduli,
Mataram Sejahtera, Mataram Cerdas, Mataram Sehat dan Mataram Takwa. Pada
program pendayagunaan dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu mustahik
mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kota Mataram, kemudian akan
dilakukan verifikasi data. Setelah permohonan dinyatakan layak, pihak BAZNAS
Kota Mataram akan melakukan survey lapangan terkait kondisi real pemohon.
Selanjutnya BAZNAS Kota Mataram akan melakukan analisis dan penetapan
bantuan. Setelah itu akan dilakukan penyerahan bantuan, secara umum dilakukan
di Kantor BAZNAS Kota Mataram. Tahap selanjutnya adalah BAZNAS Kota
Mataram melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap
penerima bantuan.

Secara umum, proses penyaluran seperti perencanaan, pelaksanaan,
pelaporan dan monitoring evaluasi sudah diterapkan di BAZNAS Kota Mataram.
Namun masih belum sesuai dengan standar atau peraturan Keputusan Ketua
BAZNAS Nomor 64 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian
dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional. Dalam
dokumen tersebut bisa menjadi acuan bagi BAZNAS Kota Mataram dalam
melakukan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai kepada monitoring dan

evaluasi penyaluran.
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Banyak hal yang perlu diperhatikan soal perencanaan kerja, BAZNAS Kota
Mataram perlu melakukan analisis sosial dan kebutuhan mustahik, menyusun
program dan rencana kerja, menyusun indikator kinerja dan rencana kegiatan
penyaluran. Selebihnya, dapat dilihat dalam Keputusan Ketua BAZNAS Nomor
64 tahun 2019. Maka BAZNAS Kota Mataram tidak hanya merencanakan jumlah
penyalurannya saja, namun perlu melakukan analisis sosial dan kebutuhan
mustahik dengan memanfaatkan database yang dimiliki. Tujuannya ialah agar
dapat menekan tingkat kemiskinan atau menjadikan mustahik menjadi muzaki.

D. Sistem Pelaporan BAZNAS Kota Mataram
Berdasarkan paparan data pada BAB 1V, dalam sistem pelaporan BAZNAS

Kota Mataram terdapat beberapa temuan sebagai berikut:

1. BAZNAS Kota Mataram melakukan lima fungsi pengawasan, yaitu
pengawasan keuangan, manajemen, pengawasan syariah dan pengawasan
bantuan serta pengawasan kinerja.

2.  Laporan kepada masyarakat hanya dalam bentuk postingan penyaluran di
media sosial Facebook.

3. BAZNAS Kota Mataram belum memiliki audit internal dan belum pernah
mendapat audit syariah dari Kementerian Agama Kota Mataram.

Temuan ini dibahas oleh peneliti berdasarkan kajian teori dari berbagai
sumber. Berikut pembahasannya:
BAZNAS Kota Mataram Melakukan Lima Fungsi Pengawasan

Sistem pelaporan BAZNAS Kota Mataram berkaitan dengan lima aspek

fungsi pengawasan, yaitu pengawasan keuangan, pengawasan manajemen,
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pengawasan syariah, pengawasan bantuan dan pengawasan kinerja. Pengawasan
keuangan yaitu terkait pemeriksaan laporan keuangan BAZNAS Kota Mataram
olen akuntan publik pada akhir tahun. Laporan Keuangan BAZNAS Kota
Mataram mendapatkan predikat WTP dari KAP Khairunnas Mataram (lampiran
2.9). Sudah mengacu pada PSAK 109 dan berisikan laporan posisi keuangan,
laporan perubahan dana, laporan arus kas, ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan
dan informasi penjelasan lainnya.

Kemudian pengawasan manajemen di BAZNAS Kota Mataram berkaitan
dengan pelaporan kepada pihak Inspektorat Kota Mataram. Inspektorat memeriksa
kinerja manajemen BAZNAS Kota Mataram dalam hal pengelolaan dana ZIS,
seperti perencanaan, pelaksanaan dan sumber daya pelaksana. Pengawasan oleh
Inspektorat dilakukan secara dadakan, tanpa adanya pemberitahuan. Namun
biasanya Inspektorat datang setelah BAZNAS Kota Mataram menyampaikan
laporan tengah tahun atau akhir tahun terhadap penggunaan dana hibah dari
APBD Pemerintah Kota Mataram. Dana hibah ini biasanya terbagi menjadi dua
peruntukan, pertama untuk biaya operasional BAZNAS Kota Mataram, kemudian
untuk program penyaluran.

Pengawasan syariah di BAZNAS Kota Mataram dilakukan oleh pihak
Kementerian Agaman Kota Mataram, berdasarkan permohonan dari BAZNAS
Kota Mataram. Namun berdasarkan keterangan wawancara, BAZNAS Kota
Mataram belum pernah mendapatkan audit syariah. Audit syariah sendiri
bertujuan untuk mengawasi setiap program atau proses pengumpulan,

pendistribusian dan pendayagunaan ZIS apakah sudah sesuai dengan kaidah-
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kaidah syariah Islam. Penjelasan lebih detail terkait Pengawasan Syariah oleh
Kementerian Agama termuat dalam Indeks Kepatuhan Syariah Organisasi
Pengelola Zakat: Teori dan Konsep. Dokumen ini disusun dan dikembangkan oleh
PUSKAS BAZNAS bersama Direktorat Zakat Wakaf Kementerian Agama
Republik Indonesia pada tahun 2020.

Pengawasan bantuan sendiri dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Mataram
terhadap penyaluran yang dilakukan. BAZNAS Kota Mataram melalui tenaga
monitoring melakukan proses verifikasi dan mengevaluasi setiap bantuan atau
program yang sudah disalurkan kepada mustahik, sejauh mana bantuan tersebut
efektif terhadap mustahik. Selain itu, tenaga monitoring akan mencatat dan
melaporkan apa saja yang menjadi kendala dan hambatan di lapangan jika ada
penyaluran yang dipergunakan tidak semestinya.

Kemudian terakhir pengawasan kinerja. Pengawasan kinerja ini berkaitan
dengan pelaporan BAZNAS Kota Mataram kepada stakeholder dan masyarakat
umum. BAZNAS Kota Mataram menyampaikan pelaporan keuangan, laporan
kinerja dan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial
keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Walikota Mataram setiap
enam bulan dan akhir tahun. Pelaporan juga diberikan kepada setiap UPZ yang
dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram setiap bulan dan akhir tahun.

Laporan kepada Masyarakat Hanya dalam Bentuk Postingan Penyaluran di
Media Sosial Facebook.
Selanjutnya pelaporan BAZNAS Kota Mataram kepada masyarakat umum,

disampaikan melalui media sosial. Namun yang dilaporkan hanya pada pelaporan
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penggunaan dana atau program penyaluran. Sebetulnya dengan adanya media
sosial, dapat lebih memudahkan BAZNAS Kota Mataram dalam menggaet calon
muzaki/donator jika bisa memanage konten postingan yang lebih baik dan
menarik. Makin berkembangnya sosial media saat ini memudahkan OPZ untuk
melakukan metode ini sebagai media meningkatkan brand image di
masyarakat.”*’ BAZNAS Kota Mataram juga memiliki kalender, bulletin dan
laporan triwulan yang dibagikan kepada UPZ, tanpa diketahui juga oleh muzaki
ASN di instansi tersebut.

Keterbukaan informasi terkait pengelolaan dana ZIS kepada masyarakat
menjadi hal yang sangat penting. Hal ini sebagai bentuk transparansi dan
akuntabilitas terhadap kinerja dan penggunaan dana masyarakat yang sudah
dihimpun. Selain itu, hasil informasi dan interaksi dari postingan di sosial media
akan membentuk brand image BAZNAS Kota Mataram. Seorang calon donatur
akan menilai lembaga, kemudian menunjukan sikap atau perilaku terhadap
lembaga. Jika brand image yang ditunjukan OPZ adalah positif, maka dukungan
dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga. Demikian
sebaliknya.?*®
BAZNAS Kota Mataram Belum Memiliki Audit Internal dan Belum
Teraudit Syariah

Laporan keuangan BAZNAS Kota Mataram telah teraudit oleh Akuntan
Publik dan mendapat predikat WTP. Audit keuangan dilakukan oleh pihak

eksternal. BAZNAS Kota Mataram sendiri belum memiliki audit internal dan

2" Ahmad Furgon, Manajemen Zakat, (Semarang: Walisongo Press, 2015), 66-67.
28 Atik Abidah, “Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada
Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo,” Kodifikasia, 1, (2016), 177.
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belum pernah ada audit syariah dari Kementerian Agama Kota Mataram.
Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan
pelaksanaan pengelolaan ZIS dan DSKL harus teraudit syariah oleh Kementerian
Agama Kabupaten/Kota dan audit keuangan ole Akuntan Publik. Demikian pun,
dalam Peraturan BAZNAS nomor 4 tahun 2018, laporan akhir tahun BAZNAS
Kabupaten/Kota paling tidak sudah teraudit oleh akuntan publik.

BAZNAS Kota Mataram jika ingin meningkatkan sistem akuntansi dan
manajemen keuangan demi lebih mudah mewujudkan akuntabilitas dan
transparansi, perlu mengaudit keuangan dan kinerja oleh audit internal atau audit
eksternal. Selanjutnya untuk memastikan setiap program pengelolaan ZIS sudah
sesuai dengan kaidah syariah memang perlu ada audit syariah oleh pihak
Kementerian Agama Kota Mataram. Penjelasan lebih detail terkait Pengawasan
Syariah oleh Kementerian Agama termuat dalam Indeks Kepatuhan Syariah
Organisasi Pengelola Zakat: Teori dan Konsep. Dokumen ini baru disusun dan
dikembangkan oleh PUSKAS BAZNAS bersama Direktorat Zakat Wakaf

Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2020.



A.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian Manajemen Zakat Sebagai Upaya Optimalisasi Zakat di

BAZNAS Kota Mataram mecakup empat aspek, yaitu Sistem Penghimpunan,

Sistem Tata Kelola, Sistem Penyaluran dan Sistem Pelaporan. Kesimpulan dari

penelitian ini dipaparkan pada uraian berikut.

1.

BAZNAS Kota Mataram hanya mengumpulkan zakat mal yang sebagian
besar bersumber dari gaji ASN di SKPD/OPD Kota Mataram melalui UPZ
yang dibentuk di setiap SKPD/OPD. Sedangkan zakat fitrah pengelolaannya
diserahkan kepada masyarakat melalui UPZ atau Panitia Pengumpulan
Zakat Fitrah di setiap Masjid/Musala dan lembaga keagamaan lainnya. UPZ
di perusahaan swasta dan BUMD vyang terdaftar adalah PT. BPRS Dinar
Ashri dan PT. Air Minum Giri Menang. Kemudian instansi vertikal yang
sudah dibentuk UPZ baru ada tiga yaitu BPN Kota Mataram, PBS Kota
Mataram dan Kemenag Kota Mataram. Muzaki perorangan selain dari UPZ
yang terdaftar di BAZNAS Kota Mataram ada sekitar 22 orang, dan
kebanyakan bersumber dari pegawai BAZNAS Kota Mataram sendiri.

BAZNAS Kota Mataram dalam menyusun target dan pelaksanaan
penghimpunan berdasarkan dari perencanaan di RKAT. RKAT disusun dan
disetujui oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris, kemudian diajukan

kepada BAZNAS Provinsi NTB untuk mendapatkan pengesahan. BAZNAS
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Kota Mataram dalam RKAT tahun 2020, memiliki Perencanaan Penerimaan
Dana sebesar Rp 6 miliar. Padahal potensi zakat penghasilan di Kota
Mataram mencapai Rp 125 miliar, dengan zakat Penghasilan ASN mencapai
Rp 3.176.442.495 dan zakat penghasilan Non-ASN mencapai Rp
122.630.820.000.

BAZNAS Kota Mataram dalam Sistem Tata Kelola sudah memiliki
dokumen Rencana Strategi (RENSTRA), Rencana Kerja dan Anggaran
Tahunan (RKAT), Sistem Operasional Prosedul (SOP), dan Program kerja.
Namun SOP yang ada di BAZNAS Kota Mataram berupa uraian prosedur
kerja dan terbilang masih sangat sederhana. Kemudian, dalam RKAT
BAZNAS Kota Mataram sendiri juga sedang menginisiasi adanya sertifikat
mutu 1SO 9001:2015.

Penyaluran di BAZNAS Kota Mataram bersifat konsumtif dan produktif.
Pendistribusian dana ZIS secara konsumtif melibatkan peran serta dari
Lurah atau Kepala Lingkungan di suatu wilayah untuk menyerahkan data
warga yang sekiranya berhak menerima bantuan. BAZNAS Kota Mataram
akan memverifikasi kebenaran data yang diberikan dengan metode sampling
di beberapa daerah. Kemudian bantuan fakir-miskin akan disalurkan melalui
Lurah/Kepala Lingkungan. Adapun pada program produktif seperti
pemberdayaan UMK, perbaikan rumah tidak layak huni, program beasiswa
pendidikan, program bantuan kesehatan, dan program bantuan bidang
dakwah, mustahik mengajukan permohonan ke BAZNAS Kota Mataram

dengan syarat tertentu, kemudian akan dilakukan verifikasi data dan survey
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oleh tenaga monitoring, setelah itu akan dilanjutkan dengan penentuan
bantuan dan penyaluran. Setelah penyaluran, pihak BAZNAS Kota
Mataram bersama pihak lain akan tetap mengontrol dana yang sudah
disalurkan. Perencanaan anggaran penyaluran juga sudah tercantum di
RKAT, kemudian terkait jadwal tercantum pada Program Kerja.

Pelaporan di BAZNAS Kota Mataram berkaitan dengan lima aspek fungsi
pengawasan, Yaitu pengawasan keuangan, pengawasan manajemen,
pengawasan syariah, pengawasan bantuan dan pengawasan Kkinerja.
Pengawasan keuangan berupa pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh
akuntan publik pada laporan keuangan akhir tahun. Pengawasan manajemen
dilakukan oleh Inspektorat Kota Mataram yang merupakan pemeriksaan
terkait penggunaan dana hibah dari APBD Kota Mataram. Pengawasan
Syariah dilakukan oleh Kemenag Kota Mataram atas permohonan dari
BAZNAS Kota Mataram. Namun, pengawasan syariah ini belum bernah
terealisasi di BAZNAS Kota Mataram. Pengawasan syariah dilakukan oleh
Kemenag Kota Mataram yang berkaitan dengan kesesuaian kaidah-kaidah
syariah Islam terhadap aktifitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota
Mataram. Pengawasan bantuan dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota
Mataram teradap penyaluran yang dilakukan. Pengawasan Kkinerja ini
berkaitan dengan pelaporan BAZNAS Kota Mataram kepada stakeholder
dan masyarakat umum. BAZNAS Kota Mataram sudah menyampaikan
laporan keuangan dan laporan kinerja kepada BAZNAS Provinsi NTB dan

Walikota Mataram secara tahunan dan tengah tahun.
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Saran

BAZNAS Kota Mataram sebagai lembaga zakat resmi yang memiliki tugas

dan wewenang mengelola zakat di wilayah Kota Mataram, perlu melakukan

beberapa perbaikan yang dapat menunjang aspek manajemen pengelolaan zakat.

Oleh karena itu, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut.

1.

Perlu adanya tenaga fundraising yang turun kepada masyarakat secara
langsung atau melalui melalui sosial media untuk membantu proses
penghimpunan ZIS. Karena jika mengandalkan Pegawai ASN yang sudah
terikat dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 tahun 2015, dirasa
kurang memaksimalkan potensi zakat yang ada. Selain itu, jika sudah ada
tenaga fundraising, perlu diberikan pelatihan berupa ilmu fundraising,
copywriting dan digital marketing, dan lain sebagainya yang dapat
menunjang proses penghimpunan.

Memperbaiki SOP menjadi lebih terperinci lagi. Agar kinerja setiap bidang
di BAZNAS Kota Mataram dapat berjalan lebih terstruktur dan tepat
sasaran.

Meningkatkan fasilitas penghimpunan serta bentuk laporan pengelolaan
zakat kepada msyarakat umum agar meningkatkan brand image dan
menarik minat calon muzaki/donator untuk mau berzakat, infak dan sedekah
di BAZNAS Kota Mataram. Sosial media bisa digunakan sebagai alat yang

sangat efektif untuk berbagi informasi.
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LAMPIRAN 1

Kunjungan
Tempat
Hari, tanggal
Tujuan
Keterangan
P

KSD

CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA

1 (Kesatu)

BAZNAS Kota Mataram
Senin, 29 November 2021
Bertemu dengan Informan_1

: Peneliti
- Informan_1

Subjek

Deskripsi

Baik, Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan
waktunya. Riset saya membahas terkait manajemen zakat, jadi saya
mau tanya-tanya soal penghimpunan, penyaluran, tatakelola dan
pelaporan di sini.

KSD

Ooh, iya. Silakan. Saya jawab sesuai yang saya tahu, ya. Sisanya
nanti bisa tanya sama yang lain.

Nggeh, Pak. Terima kasih. Jadi kalau di BAZNAS Kota Mataram ini,
kebanyakan muzakinya dari OPD aja, ya, Pak? Tiang lihat di Laporan
tahunannya begitu.

KSD

Betul. Kalau muzaki kita hanya menyebut nama kantornya saja, ada
berapa kantor di sana? 48, ya? Nah, semua nama-nama OPDnya ada
di sana, Daftar Muzaki Organisasi Perangkat Daerah.

Nggeh, Betul, Pak. Nah, kalau ke masyarakat umum atau muzaki
perorangan cuma ada 22 orang ini, ya, Pak? Ini juga ada yang
berzakat 30ribu. Itu maksudnya bagaimana, Pak?

KSD

Kalo masyarakat umum (muzaki), kita lihat dilaporan akhir tahun, ini
terakhir laporan tahun 2020. Ini muzaki perorangan ini iya ada 22
daftarnya. Itu kebanyakan dari pegawai di sini juga. Kalo ke
masyarakat umum (selain ASN OPD) belum banyak. Ada yang
berzakat sejumlah lima puluh ribu rupiah, tiga puluh ribu rupiah.
Kita, kan, ndak tau penghasilannya berapa. Memang nisab zakat mal
itu 85gram emas. Tapi kalo pake itu nanti ndak ada yang berzakat.
Soalnya harus punya gaji 81 juta setahun atau 6,73 juta sebulan.

lya, betul, Pak. Kemudian dasar hukum untuk memungut zakat di sini
pakai yang mana, Pak?

KSD

Kalau kita berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun
2014, zakat pendapatan dan jasa pakai nisab zakat pertanian, itu 653
kg gabah atau 524 kg beras. Jadi zakatnya itu dikeluarkan setiap
menerima gaji. Harga berasnya kita pake harga terendah di daerah,
kurang lebih sepuluh ribu. Sebenarnya makna pemerintah
menerapkan ini tujuannya untuk mempermudah pengumpulan zakat.
Menurut saya. Setiap panen harus bayar zakat, jadi setiap gaji harus
mengeluarkan zakat. Ya, ini keputusan menteri agama. Kebanyakan




orang memang bilang kalo zakat mal itu nisabnya pake emas. Tapi ini
kan khusus ASN (Nisab zakat pertanian). Tujuannya juga untuk
meningkatkan penghimpunan, menanggulani kemiskinan.

Nggeh, Pak. Memang sangat perlu itu juga untuk melatih dan
membiasakan diri untuk berzakat. Kemudian, seperti apa strategi atau
bentuk sosialisasi BAZNAS Kota Mataram kepada masyarakat umum
untuk mau berzakat di BAZNAS?

KSD

Kita sebenarnya sudah sosialisasi ke masyarakat umum melalui
publikasi dan laporan tahunan, bulanan seperti ini. Sosialisasi secara
langsung juga ke masjid-masjid ke mana gitu. Tapi ya, ini, muzaki
individu kita masih segini (22 orang pada laporan 2020). Masjid aja
yang terdaftar (sebagai muzaki, UPZ masjid) cuma ada 2 masjid,
padahal masjid di Kota Mataram ini sekitar 200 masjid (tepatnya 243,
data BPS 2019).

Wah, iya, Pak. Ini ada UPZ Masjid juga ya di sini. Bagaimana peran
UPZ masjid selama ini, Pak?

KSD

BAZNAS melibatkan masjid untuk membantu penghimpunan dan
menyalurkan zakat fitrah saat ramadhan. Tapi syaratnya harus
mengirimkan nama-nama mustahiknya harus dikirimkan ke sini
(BAZNAS Kota Mataram), sehingga datanya kita bisa tau. Oh ini
yang sudah menerima, gitu. Biar kita salurkan kepada yang lain, yang
belum menerima. Jadi kalo masjid-masjid tidak mengirimkan data,
kita ndak tau. Nanti bisa dobel dia (double distribution).

Apa sebelumnya sudah dikasi tau ke UPZ Masjidnya, Pak? Kalau
harus menyerahkan data tersebut?

KSD

Sudah, mas. Sudah kita jelasin. Waktu itu kita kumpulkan di kantor
BAZNAS Marbot atau perwakilan dari masjidnya. Ada juga masalah
lain terkait UPZ ini, mas. Di sini belum semua instansi vertikal mau
jadi UPZ kita. Kemudian kurangnya koordinasi data dengan OPZ lain
di Kota Mataram.

Sekarang instansi vertikal yang terdaftar di BAZNAS apa saja, Pak?
Kemudian, seperti apa dampak dan kebutuhan terkait koordinasi data
tersebut?

KSD

Yang terdaftar baru Kemenag Kota Mataram,BPN Kota, sama BPS
Kota. Itu dari polisi sama tentara belum, mas. Kodim Kota Mataram
sama Polres Kota Mataram. Harusnya kan pegawai ASN di sana
berzakat ke sini. Padahal sudah lama kita tembusi, tapi alasannya
belum ada perintah dari atasan. Ada masalah lain kita terkait
koordinasi dengan OPZ yang lainnya, seperti LAZ dan BAZNAS
yang ada di daerah. Koordinasi data ini kita pake biar ndak ada
tumpang tindih terkait penyaluran, termasuk itu masjid itu. Setiap
tahun permaslahan ini kita bahas. Pernah juga kita undang LAZ-LAZ
lain. Tapi begitulah keadaannya, masing ada mis di lapangan.
Harusnya LAZ-LAZ tersebut melaporkan datanya ke Kkita agar
terciptanya tujuan pengelolaan zakat itu, untuk meningkatkan
efekktivitas dan efisiensi, termasuk di dalamnya penyaluran biar ndak




double. Padahal terkait penghimpunan dan penyalurannya sudah ada
aturannya sendiri, seperti itu tadi instansi vertikal dan koordinasi data
antar OPZ.

Betul, Pak. Harusnya instansi vertikal yang ada di Kota Mataram juga
berzakat ke sini ya, Pak. Semoga nanti bisa ada perintah dan balasan
dari atasan mereka. Kemudian, memang para OPZ ini sangat perlu
melakukan koordinasi data agar tidak adanya double distribution
seperti yang pelungguh jelaskan tadi. Nah, Pak. Saya ingin tanya lagi,
kalau terkait kemitraan di sini seperti apa, Pak? Apa BAZNAS punya
mitra dalam membantu proses penghimpunan zakat?

KSD

Kalo kemitraan (maksudnya perusahaan yang berzakat), kita ada
Bank Dinar Asri (BPRS Dinar Ashri) itu.

Bank Dinar Ashri nike bukannya masuk Muzaki Badan ya, Pak?

KSD

Oh, iya betul, mas. Maksud saya muzaki badan. Jadi di BAZNAS
Kota Mataram ini perusahaan yang berzakat itu ada dua, yaitu Bank
Dinar Ashri sama PDAM Giri Menang itu. Kemitraan yang side
maksud ini seperti apa?

Kemitraan niki maksudnya seperti Indomaret atau supermarket
lainnya yang menyediakan fasilitas pembayaran ZIS masyarakat ke
BAZNAS Kota Mataram.

KSD

Oh, iya. Kalau itu kita belum punya, mas. Ini ada satu lagi, mas, yang
mau saya sampaikan. Harusnya Pegadaian juga masuk, Departemen
Keuangan juga. Mestinya masuk lembaga vertikal. Kita sudah
komunikasi padahal. Terkait zakat sebagai pengurang pajak
seharusnya kan diberlakukan. Tapi sampe sekarang belum ada.
Sebenarnya itu kan untuk memotivasi umat Islam juga untuk
berzakat, karena bisa mengurangi pembayaran pajak. Kalo nota
pembayaran zakat tetap kita kasi ke yang bayar.

Saya kira sudah berlaku itu, Pak, yang zakat sebagai pengurang
pajak.

KSD

Belum ada itu, mas.

Kalau terkait identifikasi mustahik di BAZNAS Kota Mataram
sendiri seperti apa, Pak? Maksudnya, bagaimana BAZNAS Kota
Mataram menentukan siapa yang berhak menerima, kemudian
bantuan apa yang tepat untuk mustahik?

KSD

Kalo data mustahik, pertama datanya kita dapat dari kantor sosial
(dinas sosial Kota Mataram). Terus kedua, untuk pengawasan
langsung, kita merekrut tenaga monitoring. Setiap sepuluh kelurahan
itu satu orang tenaga monitoring.

Jadi istilahnya data mustahik yang program penyaluran ke fakir
miskin ini minta di data sosial, nggeh, Pak. Kalau tenaga monitoring
sendiri tugasnya seperti apa, Pak?

KSD

Tenaga monitoring ini tugasnya mengecek bantuan yang turun ke
mustahik, tepat sasaran atau tidak, kedua cek lapangan maksudnya
benar atau tidak dananya untuk usaha. Kita sudah rekrut lima orang
tenaga monitoring. Awalnya satu orang satu kecamatan. Tapi rasanya




tidak adil karena ada yang 1 kecamatan yang kelurahannya beda-
beda. Makanya kita bagi rata aja 1 orang 10 kelurahan. Tenaga
monitoring tugasnya juga monitoring bantuan dan pembinaan
mustahik. Pembinaannya itu maksudnya jangan sampai penerimaan
zakatnya digunakan tidak semestinya oleh mustahik. Tenaga
monitoring kalo turun mengecek kebenaran data mustahik, biasa pake
sampling. Kalo semuanya (fakir miskin) dikunjungi terlalu banyak,
itu, kan ribuan. Kita juga ada kasi pelatihan UMKM untuk penerima
manfaat. Kalo untuk yang mengajukan bantuan ekonomi atau
UMKM, biasanya bawa proposal, kita suruh tenaga monitoring pergi
ngecek di lapangan, ndak bisa kita cuma nerima berkas-berkas
datanya aja. Tenaga monitoring ini dia masuk di bagian saya, bagian
Administrasi, SDM dan Umum.

Masyaallah, lumayan juga ya, Pak, tugas sebagai tenaga monitoring
ini. Nah, kalau terkait indentifikasi muzaki sendiri bagaimana, Pak?
Maksud saya, dalam teori fundraising, ada dijelaskan ketika
melakukan penghimpunan salah satunya kita perlu mengidentifikasi
calon donator kita, Pak. Misal menganalisis kebutuhan muzaki,
mengetahui gambaran perilaku berderma, kemudian menanyakan
kira-kira hal apa yang membuat mereka tertarik untuk berdonasi.

KSD

Wah, kalau seperti itu belum ada, mas, di sini. Muzaki kita kan udah
dari ASN di OPD tadi aja. Jadi UPZ yang ada di OPD itu kita kasi
bagian (fee) juga, untuk memberikan motivasi. Pasti mereka juga
ndak mau kalo cuma lelah-lelah tapi ndak dikasi bayaran. Itu juga
kan haknya, mereka masuk hitungannya amil juga. Nah UPZ yang
ada di OPD itu bisa kita anggep tenaga fundraising juga.

Ooh, lya. Bisa juga, Pak. Jadi istilahnya UPZ juga bisa dianggap
tenaga fundraising juga, ya. Kemudian, kalau BAZNAS sendiri
tindakan apa saja kira-kira yang pernah dilakukan untuk menggaet
donator selain dari pegawai ASN di OPD tadi, Pak?

KSD

Waktu itu kita pernah ke Epicentrum (Salah satu pusat perbelanjaan
di Kota Mataram), kita kumpulkan pengusaha-pengusaha yang ada di
sana untuk sosialisasi, biar mau berzakat ke BAZNAS Kota Mataram,
katanya “siap,” tapi sampai sekarang ndak ada. Publikasi kita ada
kalender, buletin. Kalender ini kita kasi ke semua muzaki. Ke
mustahik juga kita kasi. Kalo dia pas nerima zakat, kalo pas ada kita
kasi. Kalo masa covid gini, penghimpunan kita cenderung stabil.
Karena kan kebanyakan muzaki kita dari ASN. Gajinya ASN, kan,
tetep walaupun covid. Kecuali kalo dia pensiun, kita ndak dapet lagi
dari dia. Makanya kalo banyak ASN penghimpunan kita semakin
banyak.

Satu lagi, Pak. Sebenarnya BAZNAS ini bagaimana melakukan
perencanaannya, Pak? Misal perencanaan  penghimpunan,
penyaluran.

KSD

Perencanaan kerja kita biasanya akhir tahun untuk tahun berikutnya.
Kalo evaluasi biasanya setiap abis penyaluran. Jadwal penyalurannya




nanti minta di staf saya ya. Ada di sana semua. Lebih jelasnya nanti
bisa tanya ke masing-masing kepala bidang juga ya. Saya kan cuma
umum-umumnya aja di sini.

Nggeh, Pak. Kalau gitu nanti saya minta berkas-berkasnya ke staf
pelungguh.

Saya kemudian pamit dan keluar ruangan pengurus. Saat yang

P bersamaan, sedang berlangsung penyaluran bantuan guru honorer di
Kantor BAZNAS Kota Mataram, sehingga saya tidak sempat
meminta data dokumen lanjutan. Saya kemudian menemui Pak
Informan_2 dan membuat janji untuk wawancara lagi.

Kunjungan 2 (Kedua)

Tempat . BAZNAS Kota Mataram

Hari, tanggal . Rabu, 1 Desember 2021

Tujuan . Bertemu dengan: Informan_2; Informan_3; Informan_4; dan
Informan_5

Keterangan

P : Peneliti

ABS  :Informan_2

Subjek

Deskripsi

Prolog

Rabu, 1 Desember 2021. Jam 8.30 saya sudah di kantor. Saya datang
lebih awal dengan tujuan meminta beberapa berkas dokumen untuk
bahan riset. Akhirnya saya bertemu Informan_7, kemudian
menyampaikan maksud kedatangan dan meminta beberapa dokumen.
Ketika Informan_7 sedang menyiapkan berkas, Informan_2 datang
menghampiri saya. “Han! Sini kita ngomong di ruang rapat aja.”
Akhirnya saya mengiyakan, sembari membereskan berkas yang
disiapkan Informan_7 tadi. Berikut ini deskripsi hasil wawancara
saya dengan beberapa pihak.

Pak, kenapa di BAZNAS Kota Mataram ini tidak banyak muzaki
individu atau dari masyarakat umum?

ABS

Idealnya memang kita perlu ada muzaki dari kalangan masyarakat
umum, tapi selama ini muzaki kebanyakan dari kalangan ASN di
OPD. Paling cuma diganti UPZnya, kalo mutasi. Jadi jumlah
muzakinya ndak jauh beda. Beda-beda sedikit.

Kemudian terkait mustahik sendiri, pendataannya seperti apa, Pak?

ABS

Kalo mustahiknya memang masih sama seperti informasi yang
pernah tiang (terj. Saya) sampaikan pas kamu skripsi dulu, kan. Ada
pertambahan yang memang, ee., masing-masing mustahik datang ke
sini (mengajukan proposal untuk program pemberdayaan), dan ada
juga yang memang kita minta bantuan (informasi data mustahik) dari
lurah, dari kemenag. Penyaluran ke fakir miskin yang penerimanya
cukup besar, makanya dalam surat (yang diajukan ke lurah) ada




klasifikasinya. Contoh, satu beragama Islam, kedua belum
terakomodir bantuan yang lain. Soalnya sekarang, kan, kondisinya
banyak sekali program-program bantuan. Biar ndak terjadi double
distribution, biasanya kita serahkan ke Pak Lurah, lurah kemudian
nanti menyerahkan ke Pak Kaling (Kepala Lingkungan). Pak Kaling
juga nanti dia komunikasikan dengan stafnya, karena yang paling
paham dengan kondisi masyarakatnya, ya, lingkungan (kepala dan
staf lingkungan) sendiri. Kalo saya pribadi (identifikasi mustahik di
lingkungan Muhajirin) yang punya peran fungsi sosial. Mungkin
tukang sampah atau marbot. Walaupun fakir miskin tanpa peran
fungsi sosial, bisa juga kita pertimbangkan.

Biasanya setiap keluarahan itu diberikan jatah berapa orang, Pak,
untuk diberikan bantuan?

ABS

Jumlah mustahik di kelurahan tergantung dari jumlah lingkungannya.
Kalo dulu-dulu, dipatok per kelurahan itu 100 fakir-miskin. Tapi,
kan, ndak adil juga. Makak ku kene ndek adil? (terj. kenapa saya
bilang tidak adil?) Ada nanti keluarahan yang lingkungannya cukup
padat. Contohnya kelurahan Dasan Agung, ada 13 lingkungan.
Sangat padet. Kalo misalkan mustahik per lingkungan tersebut 100,
paden pire? (terj. sama-sama berapa?) Makanya sekarang dibaginya
begini, kalo kelurahan punya lima lingkungan, kita kasi 100 jatah
mustahik. Kalo dia di atas lima di bawah tujuh, itu dia 150. Na, di
atas tujuh sampai seterusnya itu 200. Tapi ada juga kelurahan yang
lingkungannya banyak, kita kasi Cuma 100. Contohnya Kelurahan
Cilinaye (Kecamatan Cakranegara) di situ sampe Sembilan
lingkungan, tapi kenapa dikasi 100? Lingkungan Karang Tapen
mesakne muslim (Lingkungan Karang Tapen saja yang muslim). Jadi
yang seratus itu jatuhnya ke situ. Tapi memang Karang Tapen dia
luas wilayahnya, jumlah penduduknya banyak, dan disalurkan juga
ke mualaf-mualaf yang ada di sini. Jadi kita anggep (data fakir
miskin) ini istilahnya sudah diidentifikasi oleh lingkungannya. Jadi
data yang nyampe ke sini (BAZNAS Kota Mataram) itu data riil di
lingkungan itu. Tinggal kita buatkan tanda terima.

Nggeh, Pak. Jadi identifikasi mustahik untuk program konsumtif di
sini melibatkan perangkat kelurahan dan kepala lingkungan ya. Kalau
untuk program produktif bagaimana sistem penyalurannya, Pak?

ABS

Kalo yang permohonan bedah rumah (RTLH, Rumah Tidak Layak
Huni), UMKM, SKSS (satu keluarga satu sarjana, program
pendidikan), itu di cek oleh tenaga monitoring. Layak apa ndak? Kalo
emang layak, kita lanjut. Kalo ndak layak, udah, ndak usah.
Penyaluran kepada fakir miskin yang sifatnya konsumtif, seperti tadi,
kita berikan tanggungjawab ke lingkungan untuk menganalisis
masyarakat di lingkungan tersebut. Siapa yang berhak mendapatkan
bantuan. Kalo pendayagunaan seperti tambahan modal UMKM, baru
kita identifikasi. Ada juga adik-adik yang SKSS, mereka mengajukan
dengan syarat tertentu kemudian kita survey keadaan rumahnya. Jadi




ndak sebatas cuma berkas yang ada, seperti surat keterangan tidak
mampu, fotocopy KK. Setelah survey kita akan tau. Walaupun dia
orang tuanya tidak PNS, tapi dia punya usaha dan kaya raya. Biar
ndak kecolongan.

Betul, Pak. Memang identifikasi mustahik niki, kan, juga tujuannya
agar bantuan itu bisa tepat sasaran. Kalau boleh tau, biasanya kuota
untuk program SKSS ini berapa orang, Pak?

ABS

SKSS ini kuotanya tergantung permohonan, biasanya 30 orang
kurang lebih. Dapatnya itu dua juta per semester, bukan berdasarkan
spp. Lumayan buat tambahan beli buku. Kemudian bantuan
kesehatan juga caranya mengajukan. Biasanya jenis bantuannya
seperti bantuan biaya transport ke lokasi rumah sakit yang dituju atau
dirujuk, yang tidak bisa diobati di rumah sakit Kota Mataram. Atau
program kesehatan ini juga bisa berupa pelayanan kesehatan yang
dicanangkan BAZNAS Kota Mataram bekerja sama dengan RSUD
Kota Mataram. Selain itu, bisa juga untuk membantu biaya
pengobatan yang menunggak di rumah sakit, ditunjukkan dengan
permohonan.

Alhamdulilllah, Pak. Pasti itu sangat membantu untuk mereka, Pak.
Saya mau tanya lagi, Pak. Sejauh yang bapak tau, saat ini seperti apa
penghimpunan di BAZNAS Kota Mataram?

ABS

Terkait penghimpunan memang kita masih mengandalkan dari UPZ
yang ada di dines-dines itu. Kita belum punya tenaga fundraising.
Pernah juga kita buat UPZ masjid, tapi masalahnya dia (UPZ Masjid)
anggep dirinya mau dikasi uang (bantuan) setelah bantu penyaluran
ke mustahik. Padahal sudah kita jelaskan. Memang boleh berpikir
demikian. Sah-sah saja. Tapi memang ada porsinya masing-masing.
Ada juga kita punya UPZ masjid yang berhasil menghimpun dana
sekitar 20 juta. Tapi, kan, HARUSNYA, BAZNAS (Kota Mataram)
lebih peka. Ketika penyaluran, jangan itu (UPZ Masjid) ditinggal
(Maksudnya, UPZ lebih diberdayakan dan dilibatkan dalam
penyaluran di daerah tersebut). Selain itu, terkait fundraising, Kita
kan juga punya adik-adik penerima program SKSS. Mereka ini tidak
ada kewajiban apapun selain mendapatkan nilai IP per semester di
atas 3. Seharusnya bisa kita berikan kewajiban lain, contohnya untuk
mencari donator, agar bisa tumbuh rasa memiliki mereka terhadap
BAZNAS Kota Mataram ini. Mereka lebih gampang untuk mencari
muzaki, karena mereka termasuk dari bagian penerima manfaat di
BAZNAS Kota Mataram. Selain itu, mereka juga dapat diberikan fee
dari ZIS yang dihimpun, sebagai hak amil. Jadi mereka bisa
menerima lebih banyak bantuan, selain dari program SKSS, ada dari
fee dan uang transport. Ini hanya masih sebatas konsep dan saran.
Semoga kelak dapat terwujud.

Wabh, iya betul itu, Pak. Bisa menjadi saran nanti buat pimpinan soal
pengadaan tenaga fundraising dari adik-adik penerima manfaat
beasiswa SKSS. Atau bisa juga dibuat dengan sistem yang lain. Bisa




nanti kita diskusi lagi, Pak.
(disela-sela diskusi saya dengan Pak Salam, Bu Informan_7,
Informan_3 dan beberapa staf masuk ke ruangan).

ABS

Na, ini ada Informan_3 datang. Bisa nanti tanya-tanya sama dia juga.
Dia bendahara Penerimaan. Apa lagi kira-kira yang mau ditanya,
Han? Coba nanti tanya sama Bendahara lagi.

Siap Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Saya izin pindah ya.
(saya kemudian menghampiri Informan_3 untuk mewawancarai
beliau).

Keterangan

P : Peneliti
RIU . Informan_3.

P

Bu, saya mohon izin ya minta waktunya.

RIU

lya mas, silakan. gak papa.

P

Bagaimana sistem pencatatan ZIS dari UPZ yang datang Bu? Seperti
yang kemarin dari BAKESBANGPOL Kota Mataram.

RIU

Data yang kita input memang berdasarkan kapan UPZ datang
menyetorkan dana zakat. Kalo bulan ini ndak ada, ya, kita tulis pas
dia nganter. Kadang juga kita telpon UPZnya buat konfirmasi, kenapa
belum mengantar zakatnya. Bisa juga kita jemput zakatnya kalo
bendahara UPZnya ndak sempet nganterin ke BAZNAS. Tenaga
monitoring yang jemput. Nanti kami yang bingung mau nulis apa
kalau tidak ada datanya. Biasanya sih tunai saja uang zakatnya, tapi
ada juga yang transfer, nanti ada datanya di sini. Ada keterangannya,
transfer. Dinas yang transfer biasanya BPS, PDAM, enam kecamatan
sama BPN.

Kemudian kalau perusahaan yang berzakat di sini apa saja ya, Bu?
Bank Dinar Ashri nike masuk zakat perusahaan atau apa dia Bu?

RIU

Kalo Bank Dinar Ashri itu dia bayarnya tahunan. Kemarin pas 2020
kelewat, mungkin karena covid. Tapi pas 2021, antara bulan Februari
atau apa itu dia bayar. Zakat perusahaan masuknya kalau Bank Dinar
Ashri. Kalau pengusaha yang lain masih belum ada kesadaran.
Adanya cuma kemarin bantuan UMKM atau bakulan yang kita kasi,
kita ajarin mereka untuk berinfak, ya mereka berinfak. Cuma itu.
Kalau pengusaha yang lain masih belum banyak. Masih banyak OPD
aja. Sekarang masih bergantung di OPD saja, nih. Biar bisa jalan
penghimpunannya dulu. Ini aja sudah syukur kita bisa dapet 5 miliar.

Alhamdulillah, Bu. Semoga besok bisa lebih banyak ya. Kemudian,
kalau terkait perencanaan pehimpunanya sendiri seperti apa Bu? Atau
yang tertulis di RKAT biasanya ya.

RIU

Ya, Betul, Mas. Semuanya ada di RKAT. Itu bagiannya Bu
Informan_7. Bisa tanya ke dia ya kalau soal perencanaan.

Nggeh, Bu. Terima kasih atas kesediaan waktunya, ya. Saya tanya-
tanya ke Bu Rina lagi ya.




Keterangan

P : Peneliti
RIM  :Informan_ 4.

P

Bu, bagaimana format RKAT biasanya di BAZNAS Kota Mataram?

RIM

lya kalau RKAT itu setahun sekali kita bahas jadwal terkait program
penyaluran dan porsi penyalurannya. Dulu pas almarhum Mamik
Aropy memang sangat terencana semuanya. Kapan waktunya, berapa
anggaran yang akan dikeluarkan. Semua sudah terencana rapi. Kalau
sekarang kadang ada yang waktunya terlewat sedikit. Ini juga teman-
teman monitoring baru turun lapangan, survey buat penyaluran
program rumah tidak layak huni. Semoga bisa terealisasi bulan ini.

Aamiin, Bu. Semoga bisa lebih baik lagi nanti. Kalau terkait target
penghimpunannya di sini seperti apa, Bu?

RIM

Kalo target penghimpunan ini biasanya sesuai dengan history
penghimpunan tahun sebelumnya. Bisa juga mengikuti peraturan dari
BAZNAS Provinsi, misalnya setahun dengan kenaikan 5%-15% dari
penghimpunan sebelumnya. Itu ada kita dikasi file excel juga dari
BAZNAS Provinsi, tinggal Kita isi dia.

Kemudian untuk pelaporan bagaimana, Bu?

RIM

Publikasi pengelolaan kita kirim tiap bulan ke OPD-OPD, karena
muzaki kita banyak di sana. Sama sekalian kita kasi juga nota bukti
setor zakat. Kalo yang ke masyarakat umum biasanya cuma
penyalurannya aja. Ada di FB kita posting. Itu adminnya Pak Dani.

Betul, Bu. Memang perlu publikasi juga ke masyarakat sebagai
bentuk transparansi pihak BAZNAS ke masyarakat umum. Baik, Bu
Rina. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya,

Keterangan

P : Peneliti
MAB :Informan_5

Mohon izin wawancara ya, Pak. Mau tanya-tanya dikit ini soal
penghimpunan dan muzaki. Kira-kira untuk identifikasi muzaki di

P sini seperti apa, Pak? Kalau kemarin Informan_1 menjelaskan, UPZ
secara tidak langsung dianggap tenaga fundraising yang juga
melakukan proses identifikasi muzaki. Menurut bapak bagaimana?

MAB Bagaimana maksudnya identifikasi muzaki itu?

p Maksudnya kita perlu mengetahui kebutuhan muzaki, bagaimana
agar muzaki itu loyal ke kita.

MAB Jadi maksudnya, seperti apa kontribusi BAZNAS untuk muzakinya?

P lya, Pak. Kurang lebih seperti itu. Sekalian juga bisa dijelaskan kira-
kira strategi penghimpunan di sini seperti apa ya?

Kalo menjaga muzaki, dulu kita ada kasi reward ke UPZ yang paling
banyak penghimpunannya, atau paling rajin menyetor zakat, kita kasi
MAB sertifikat. Rewardnya kita kasi ke UPZ, kalo ke muzaki itu banyak

sekali. soalnya ada sekitar 5.436 orang. 90% muzaki kita ini, kan,
ASN. Jadi terkait strategi pengumpulan kita ini berkaitan dengan




sosialisasi. Bagaimana membuat orang atau masyarakat umum mau
berzakat di BAZNAS Kota Mataram. Kalo PNS kita di sini, ndak
perlu sosialisasi. Mereka sudah terikat dengan peraturan daerah. Kalo
masyarakat umum ini terikat oleh peraturan agama. Ada mungkin
masyarakat umum yang sudah menyetorkan zakatnya ke masjid atau
kepada orang fakir miskin langsung. Padahal, kan, sudah ada
aturannya, sebenarnya.

Seperti apa sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kota Mataram
selama ini?

Kalo sosialisasi kita ini lebih banyak melalui benda tidak hidup.
Maksudnya lewat kalender, majalah, sosial media. Jadi memang perlu
MAB adanya masukan-masukan lagi dari para akademisi terkait
penghimpunan. Bagaimana membuat masyarakat yang belum
berzakat ini mau berzakat.

lya, Pak. InsyaaAllah nanti bisa kita diskusikan lagi ini dengan dosen
di kampus. Alhamdulillah di Kota Mataram ini udah ada Perda
Zakatnya ya, makanya ASN pada membayar zakat. Harusnya sih ke
masyarakat umum bisa ya, Pak.

lya betul, mas. Memang perlunya produk hukum yang lebih mengikat
lagi kepada masyarakat untuk mau berzakat di lembaga. Dari
BAZNAS Kota Mataram sendiri sebenarnya sudah memfasilitasi
MAB dengan Jemput Zakat namanya. Jadi jika ada masyarakat umum atau
UPZ yang mau berzakat, bisa kita jemput ke tempatnya. Ada juga
transfer online atau melalui bank, tapi belum optimal. Makanya ini
kita sangat butuh masukan dari para akademisi.

Siap, Pak. Semoga nanti saya bisa kasi kontribusi untuk BAZNAS

P Kota Mataram ya. Terima kasih, Pak atas waktu dan kesempatannya.
Kunjungan . 3 (Ketiga)
Tempat . BAZNAS Kota Mataram
Hari, tanggal :Jumat, 3 Desember 2021
Tujuan . Bertemu dengan Informan_6, Informan_7.
Keterangan
P : Peneliti

HNY :Informan_6

Jumat, 3 Desember 2021. Hari ini saya berencana menemui
Informan_6 ingin menanyakan beberapa hal terkait pelaporan
Prolog | keuangan di BAZNAS Kota Mataram. Beruntung ketika datang
Informan_6 tidak terlalu sibuk seperti waktu sebelumnya. Berikut
uraian wawancara saya bersama Informan_6.

Apakah laporan keuangan di BAZNAS Kota Mataram pakai PSAK
109, Bu?

lya kita pembuatan laporan keuangannya itu mengikuti aturan dari

HNY | BAZNAS, pakai PSAK 109,

P Boleh saya lihat, Bu? Dokumen laporan keuangannya?




HNY

Mohon maaf ya, kalau ini ndak bisa kita buka. Kalau laporan
penghimpunan dan penyaluran gapapa.

lya, Bu. Tidak apa-apa. Boleh dokumen yang bisa saya lihat saja
nanti. Kemudian kalau soal opini dari akuntan publik apakah
BAZNAS Kota Mataram selalu dapat WTP, Bu?

HNY

Kalau keterangan WTP dari akuntan publik biasa kita cantumkan
juga di laporan akhir tahun. Mungkin yang 2020 itu kelewat, belum
kita cantumkan. Tapi kita dapat predikat WTP juga tahun 2020 dari
akuntan publik.

Lalu untuk pelaporan kepada stakeholder bagaimana, Bu?

HNY

Laporannya kita kirim ke BAZNAS Provinsi biasanya 6 bulan sekali,
ke Walikota juga. Secara bulanan juga Kita kasihkan ke dines-dines di
OPD, secara bulanan ada, tahunan ada. Sebentar saya carikan
dokumen akuntan publiknya ya. Saya kasi lembar depannya aja ya,
yang ada isi opini dari akuntan publiknya itu.

Baik, Bu. Terima kasih banyak. Kalau terkait audit syariah di sini
belum ada ya, Bu?

(saat Informan_6 mencari dokumen akuntan publik, Informan_7
datang membawakan beberapa dokumen, seperti dokumen Program
Kerja tahun 2020 yang berisikan kinerja BAZNAS Kota Mataram,
dan dokumen akuntan Publik).

HNY

lya, kalau audit syariah itu belum pernah ada kita dapet.

Baik, Bu. Terima kasih untuk keluangan waktunya.
(saya kemudian beranjak dari tempat Informan_6 menjutu tempat Pak
Informan_7)

Keterangan
: Peneliti
. Informan_7.

)
AKL

P

Perencanaan di BAZNAS Kota Mataaram biasanya kapan dilakukan,
Pak?

AKL

Perencanaan RKAT itu kan biasanya kita lakukan setahun sekali, di
akhir atau awal tahun. Tapi kalau ada hal-hal di luar rencana, bisa
kita lakukan dipertengahan tahun untuk evaluasi. Misalnya seperti
covid kemarin, itu kita ubah lagi RKATnya.

Apa yang berubah, Pak, kira-kira?

AKL

Ada perubahan dari sisi program penyaluran dan sosialisasi. Program
penyaluran semuanya masih pada prioritas utama ke fakir miskin.
Sebenarnya 2021 ini kita mau kumpulkan pengusaha-pengusaha
untuk sosialisasi, tapi karena covid masih belum bisa kumpul-kumpul
akhirnya ditunda tahun 2022, insyaallah.

Selain itu apa lagi, Pak? Apakah dari sisi penghimpunan ada
perubahan rencana?

AKL

Penghimpunan kita ya masih dari ASN aja. Jadi memang tidak terlalu
banyak perubahan ya. Cuma ya ada beberapa kegiatan yang tertunda
karena tidak boleh kumpul-kumpul itu.




P Boleh saya minta dokumen RKATnya, Pak?
AKL Boleh, nak. Nanti dokumen RKAT minta di Informan_7, ya.
P Alhamdulillah. Baik, Pak. Nanti saya minta ke Informan_6 vya.
Terima kasih atas kesediaan waktunya, Pak.
Kunjungan 4 (Keempat)
Tempat BAZNAS Kota Mataram
Hari, tanggal Senin, 6 Desember 2021
Tujuan Bertemu dengan Informan_2.
Keterangan
P : Peneliti
ABS  :Informan_2
Subjek Deskripsi
Hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya berencana menemui
Prolog Informan_2 guna meminta Surat Keterangan Penelitian dari
BAZNAS Kota Mataram. Juga meminta beberapa dokumen serta
mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya.
Pak, saya tanya sedikit lagi ini, kemarin ada yang kelupaan. Audit
P dari inspektorat Kota Mataram ini seperti apa, Pak? Sekalian juga
dijelaskan sedikit soal audit syariah itu, Pak.
Inspektorat ini setau saya, karena ada dana hibah untuk dana
operasional BAZNAS. Dana hibah itu penggunaannya seperti apa.
Tapi kemarin tumben sampai ada dana zakat di audit. Sebenernya
yang bisa diperiksa hanya hibah. Mungkin karena ada permintaan
ABS dari Pemkot, kita kurang tau pasti. Inspektorat datang biasanya
setelah pelaporan ke Kota Mataram selesai, kemudian setelah itu
dilihat pertanggungjawabannya. Kalau terkait audit internal, kita
belum ada, mungkin tahun depan. Sama juga kayak audit syariah, di
BAZNAS Kota Mataram belum pernah ada audit syariah. Harusnya
itu dari Kemenag Kota, kan?
lya, Pak. Kemarin kata Informan_6 audit syariah dari Kemenag Kota
P .
Mataram. Belum ada ya di sini?
ABS lya belum ada audit syariah di sini.

Wawancara secara online

Perangkat Aplikasi Whatsapp
Hari, tanggal Jumat, 21 Januari 2022
Tujuan Verifikasi terkait penyusunan RKAT dan Gaji Amil UPZ
Keterangan
P : Peneliti
RIM . Informan_4

Subjek Deskripsi

P Assalaamu’alaikum wr.wb., Bu. Ini saya Shulhan, Bu. Saya mau




tanya sedikkt soal pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan
RKAT di BAZNAS Kota Mataram?

Awal pertama penyusunan RKAT dari Wakil Ketua 3 bagian
perencanaan, keuangan dan pelaporan. Kemudian setelah disusun,
dirapatkan dengan semua pengurus termasuk Pak Ketua dan

RIM Sekretaris. Dari hasil rapat itu nantinya jika sudah fix semua isi
RKAT-nya akan diajukan ke BAZNAS Provinsi NTB untuk
mendapatkan pengesahan.

P Kemudian terkait fee bendahara UPZ ini seperti apa, Bu? Apa saya
boleh minta SK UPZnya, Bu?
Kalau di kami namanya bukan fee, tapi amil. Amil UPZ kami kasi

RIM 5% dari total zakat yang disetorkan. Petugas UPZ di SKPD memang

dari PNS. Beda lagi UPZ di BUMD dan Perusahaan Swasta, mungkin
bukan dari PNS.

P Bisa dijelaskan lebih detail, Bu?

Amil UPZ itu kita kasi langsung ketika dia setor zakatnya ke kami.
Kalau dari SKPD nya dia tidak ada dapet fee. Dia (UPZ) hanya
bertugas mengumpulkan zakat di instansi tempat dia bekerja. Jika
semua zakat tersebut sudah terkumpul, UPZ ini datang langsung ke
BAZNAS untuk menyetor. Barulah dari total zakat yang dia setor itu
kita kasi dia 5% sebagai hak amil.

RIM

Baik, Bu Rina terima kasih informasinya.
P (Sampai Tesis ini diajukan untuk diujikan, peneliti belum menerima
SK UPZ dari BAZNAS Kota Mataram)

Perangkat . Aplikasi Whatsapp
Hari, tanggal :Jumat, 23 Januari 2022
Tujuan . Verifikasi penerima manfaat program SKSS
Keterangan
P : Peneliti
ZAF  :Informan_8, Penerima Manfaat SKSS.
Subjek Deskripsi

(Saya mendapatkan data Informan_8 dari media sosial Facebook.
Lalu meminta nomor whatsapp agar wawancara bisa lebih intens).
Assalaamu’alaikuum, Mas Informan_8. Perkenalkan tiang Shulhan
Zainul Afkar, mahasiswa UIN Malang. Saya mau bertanya-tanya
sedikit soal program penyaluran yang side terima dari BAZNAS Kota
P Mataram. Saya izin ketik beberapa pertanyaan ya, kak. 1. Progam apa
yang diterima dan dapat info darimana? 2. Syarat pengajuannya apa?
3. Apakah ada survey atau verifikasi data dari pihak BAZNAS? 4.
Saat penyaluran apa ada disampaikan semacam motivasi oleh
BAZNAS? 5. Setelah penyaluran apakah ada monitoring dan evaluasi
terhadap dana yang diterima?

Wa’laikumussalaam mas. Ya nanti saya ketikkan ya, mas. Saya

ZAF masih ada acara.




Nggeh, kak tuan.

ZAF

Saya penerima manfaat program beasiswa satu keluarga satu sarjana
(SKSS) BAZNAS Kota Mataram. Dulu dapet info dari Kemenag
Kota Mataram. Syarat utama program SKSS ini adalah mahasiswa
yang membutuhkan biaya untuk membayar semester dan
perlengkapan kuliah, memiliki IPK minimal 3,00 dan kalau bisa
memiliki sertifikat prestasi di bidang akademik maupun non
akademik. Survey dan verifikasi akan dilakukan oleh pihak BAZNAS
dengan dua skema. Yang pertama verifikasi administrasi dan kedua
wawancara langsung yang dilakukan oleh Ketua BAZNAS dan
Anggota BAZNAS Kota Mataram. Untuk mahasiswa yang sudah
dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa SKSS, pada setiap akhir
semester mahasiswa harus mengantar transkrip nilai pada semester
tersebut, sebagai bahan ajuan untuk mengeluarkan beasiswa tersebut.
Lalu ketika sudah menyerahkan transkrip nilai, para mahasiswa
diberikan uang beasiswa sejumlah Rp 2 juta dan diberikan wejangan-
wejangan oleh Ketua BAZNAS Kota Mataram. Selama penyaluran,
pernah juga sekali kita diwajibkan menulis artikel tentang BAZNAS
Kota Mataram sebagai penerima Manfaat Beasiswa SKSS untuk
diterbitkan pada majalah BAZNAS Kota Mataram, juga sebagai
bentuk monitoring dan evaluasi terhadap dana yang diterima.

Jadi kewajiban sebagai penerima beasiswa di BAZNAS Kota
Mataram hanya membuat artikel dan menjaga nilai agar tidak di
bawah 3,00 ya, kak.

ZAF

Ya, mas. Kemarin cuma itu kewajiban kita. Ndak ada kewajiban lain.

Kalau misal ada usulan untuk menjadikan penerima manfaat
beasiswa SKSS ini sebagai tenaga fundraising menurut side gimana
kak?

ZAF

Perlu ini (pelibatan penerima manfaat SKSS sebagai tenaga
fundraising), agar ada timbal balik kita ke BAZNAS. Kami juga dulu
pernah dijanjikan kalau sudah wisuda akan dijadikan Kader
BAZNAS Mataram, tapi belum terealisasi.

)

Baik, kak tuan. Nanti tiang sampaikan aspirasinya kepada pihak
BAZNAS Kota Mataram sebagai saran. Terima kasih atas keluangan
waktunya kak.

ZAF

Ya, mas. Terima kasih kembali.

Perangkat
Hari, tanggal

Tujuan

Keterangan
: Peneliti
: RA Raudhatul Jannah, penerima manfaat.

P
RRJ

Aplikasi Facebook
Jumat, 23 Januari 2022
Verifikasi penerima manfaat program SKSS

Subjek

Deskripsi

P

Bismillah. Assalamu'alaikum RA Raudhatul Jannah. Perkenalkan




tiang Shulhan Zainul Afkar, mahasiswa pascasarjana UIN Malang.
Saat ini tiang sedang riset di BAZNAS Kota Mataram. Apakah
pelungguh salah satu penerima manfaat di BAZNAS Kota Mataram?
Jika Dberkenan, apakah tiang boleh wawancara sekilas terkait
penyaluran yang dilakukan BAZNAS Kota Mataram untuk program
penyaluran yang pelungguh terima?
RRJ Nggeh bisa.
Langsung tiang ketik aja nggeh beberapa pertanyaannya.
1. Progam apa yang diterima? Dapat info darimana?
2. Syarat pengajuannya apa?
P 3. Apakah ada survey atau verifikasi data dari pihak BAZNAS?
4. Saat penyaluran apa ada disampaikan semacam motivasi oleh
BAZNAS?
5. Setelah penyaluran apakah ada monitoring dan evaluasi terhadap
dana yang diterima?
1. Bantuan untuk guru mengaji bantuan untuk guru RA non serti dan
non PNS, dapat info dari kemenag kota
RRJ 2. Ada verivikasi data
3. Selalu ada motivasi dari BAZNAS
4. Ada
Alhamdulillah bu. Bagaimana bentuk survey dan verifikasi datanya,
P Bu? Motivasi seperti apa yang diberikan pihak BAZNAS untuk Ibu?
Kemudian bentuk evaluasinya seperti apa, bu?
Survey seperti kunjungan ke TPQ dan verivikasi dari pemeriksaan
RRJ ijin opresiaonal yang masih aktif Motivasi seperti dukungan tiap
tahun yang diberikan kelembaga dalam bentuk uang untuk guru guru
terutama lembaga guru ngaji.
P Alhamdulillah  bunda terima kasih banyak atas waktunya
diwawancara singkat niki.
RRJ Sama sama
Perangkat Aplikasi Whatsapp
Hari, tanggal : Senin, 7 Februari 2022
Tujuan . Verifikasi penghimpunan yang dilakukan oleh UPZ BKD
Kota Mataram
Keterangan
P : Peneliti
ALN :Informan_9
Subjek Deskripsi
Bismillah. Assalamualaikum wr.wb. Pak. Perkenalkan tiang Shulhan
Zainul Afkar, mahasiswa UIN Malang. Saat ini sedang melakukan
p riset terkait manajemen BAZNAS Kota Mataram. Tiang dapet nomer

pelungguh dari Adi BAZNAS Kota Mataram. Boleh tiang izin
bertanya sedikit soal UPZ, Pak? Saya tulis langsung vya
pertanyaannya, Pak.




4.

5.

Di UPZ BKD struktur organisasinya seperti apa, Pak? Apa ada
penasihatnya? Ketua, sekretaris dan bendahara?

Gaji yang dipotong dari pegawai untuk zakat, langsung masuk ke
rekening bendahara atau sistemnya seperti apa?

Rekapan apa yang biasa dikasi pihak BAZNAS ke UPZ?

Apakah BAZNAS Kota Mataram memberikan pelaporan
penggunaan dana ke UPZ?

Apakah UPZ memberikan laporan kepada Muzaki/pegawai yang
membayar zakat?

Ya, Pak. Ini ya.
1. Struktur organisasi sesuai dengan aturan pemda di masing-masing

OPD. Saya kira aturannya berlaku secara nasional. Tetap di
masing-masing OPD atau SKPD dipimpin kepala badan/dinas,
sekretaris, dan pejabat-pejabat terkait seperti kepala bagian, kasi
dan bendahara pengeluaran dan penerimaan.

2. Gaji yang di potong untuk zakat langsung masuk ke rekening
masing-masing pegawai, untuk pengambilan iuran zakat, pegawai
sendiri menyetorkan ke bendahara, setelah semua iuran baznas

ALN terkumpul, bendahara menyetorkan ke baznas.

3. Rekapan yang dikasi adalah rekapan daftar pemotongan baznas
permasing-masing pegawai beserta total keseluruhan nilai zakat
(terlampir).

4. UPZ tetap melaporkan ke masing-masing pegawai bahwa
pembayaran zakat telah dilakukan dengan bukti tanda terima
penyetoran.

5. Kalau daftar pemotongan zakat (terlampir), laporan penggunaan
yang dikasi BAZNAS itu khusus buat dinas. Tapi kalo ada
pegawai yang tanya, kita kasi laporannya.

P Baik, Pak Alan. Terima kasih informasinya.
ALN Nggeh sama-sama Pak.
Perangkat Aplikasi Whatsapp
Hari, tanggal Senin, 7 Februari 2022
Tujuan Verifikasi penghimpunan oleh UPZ Dinas Sosial Kota
Mataram
Keterangan
P : Peneliti
SLT - Informan_10
Subjek Deskripsi
Bismillah. Assalamualaikum wr.wb. Bu. Perkenalkan tiang Shulhan
Zainul Afkar, mahasiswa UIN Malang. Saat ini sedang melakukan
P riset terkait manajemen BAZNAS Kota Mataram. Tiang dapet nomer

pelungguh dari Adi BAZNAS Kota Mataram. Boleh tiang izin
bertanya sedikit soal UPZ, Bu? Saya tulis langsung ya pertanyaannya,




1. Di UPZ Dinas Sosial struktur organisasinya seperti apa, Bu? Apa
ada penasihatnya? Ketua, sekretaris dan bendahara?

2. Gaji yang dipotong dari pegawai untuk zakat, langsung masuk ke
rekening bendahara atau sistemnya seperti apa?

3. Rekapan apa yang biasa dikasi pihak BAZNAS ke UPZ?

4. Apakah BAZNAS Kota Mataram memberikan pelaporan
penggunaan dana ke UPZ?

5. Apakah UPZ memberikan laporan kepada Muzaki/pegawai yang
membayar zakat?

Ya, boleh.
SLT Oke sebentar saya isikan ya.
P Nggeh Bu.
Untuk struktur organisasi UPZ Dinas Sosial, kami ada ketua,
sekretaris dan bendahara. Tidak ada penasehatnya. Pemotongan gaji
pegawai untuk zakat langsung masuk ke rekening bendahara,
dipotong secara payroll. Setelah itu kami setor langsung ke BAZNAS
SLT Kota Mataram melalui petugas BAZNAS yang turun langsung untuk
menjemput zakat. Rekapan berupa laporan triwulan, mas. Itu dari
BAZNAS vyang isinya penghimpunan sama penyaluran. Tapi
dokumennya tidak kita bagikan ke pegawai, buat rekapan dinas aja,
bukan perorangan.
p Baik terimakasih atas informasinya, Bu. Mohon maaf mengganggu
waktu pelungguh.
SLT Nggeh, sama-sama.
Perangkat Aplikasi Whatsapp
Hari, tanggal Selasa, 8 Februari 2022
Tujuan Verifikasi penghimpunan yang dilakukan oleh Bapak Idurs
UPZ Dinas Pendidikan Kota Mataram
Keterangan
P : Peneliti
IDS . Informan_11
Subjek Deskripsi
Bismillah. Assalamualaikum wr.wb. Pak.. Perkenalkan tiang Shulhan
Zainul Afkar, mahasiswa UIN Malang. Saat ini sedang melakukan
P riset terkait manajemen BAZNAS Kota Mataram. Tiang dapet nomer
pelungguh dari Adi BAZNAS Kota Mataram. Boleh tiang izin
bertanya sedikit soal UPZ, Pak?
IDS Nggeh, mas. Langsung ke dinas aja, mas.
P Mohon maaf, Pak. Tiang posisi di Malang sekarang, Pak.
IDS Waduh, telpon langsung aja, mas. Soalnya hape agak eror.
P Siap, Pak. Boleh ya tiang izin telpon.
IDS Boleh.
P Assalaamu’aiakuum Pak. Jadi ini saya mau sedikit wawancara untuk




mengonfirmasi beberapa hal tentang UPZ Dinas Pendidikan. Tadi
juga saya sudah wawancara ke beberapa UPZ melalui Whatsapp.
Kalo di UPZ Dinas Pendidikan ini cara pengambilan zakat para
pegawai dan guru bagaimana, Pak? Secara payroll atau disetor
langsung secara manual oleh mereka?

IDS

Gaji-Gaji guru SD, SMP dan pegawai di Dinas Pendidikan Kota
Mataram setiap bulan dipotong langsung buat zakat. Itu masuk ke
rekening bendahara dulu, baru nanti kita bayar ke BAZNAS. Nanti
kita telpon petugas BAZNASnya untuk ambil zakat di kantor,
soalnya kan zakatnya banyak. Kadang juga kita yang ke sana
langsung, tergantung keadaan.

Kira-kira side tau apa ndak, Pak? Kenapa jumlah penghimpunan yang
disetorkan UPZ beda-beda tiap bulan?

IDS

Ya, mas. ltu soalnya ada guru dan pegawai yang tidak mau bayar
zakat, kita ndak maksa, kesadaran masing-masing aja. Tapi dia harus
buat surat penyataan untuk tidak dipotong zakat gajinya. Makanya
tiap bulan setoran zakat di dinas-dinas itu kan beda-beda dia.

Pantesan, Pak. Itu yang saya bingungin pas liat rekapan
penghimpunan bulanan di tahun 2020 beda-beda. Terus kalau laporan
triwulan ada dikasi dari BAZNA, Pak?

IDS

lya betul, mas. Kita dikasi laporan triwulan dari BAZNAS. Ada nanti
di sana berapa penghimpunan setiap dinas, terus ada juga
penyalurannya berapa. Kalo yang bulanan itu isinya rekapan gaji
pegawai di dinas dan potongan zakatnya.

Laporan triwulan dan bulanan itu dikasi ke pegwai juga apa ndak,
Pak?

IDS

Laporan triwulan itu khusus buat dinas aja, ndak dibagikan ke
pegawai dan guru. Kalo ke pegawai atau guru cuma ada keterangan
potongan gajinya nanti. Kadang juga BAZNAS datang ke kantor buat
sosialisasi langsung ke pegawai. Kita juga dikasi kalender, bulletin
itu ada.

P

Baik, Pak Informan_11. Terima kasih informasinya vya.
Assalaamu’alaikuum wr.wb.

IDS

Nggeh, mas. Sama-sama. Wa’alaikumussalaam.

Perangkat
Hari, tanggal
Tujuan

Keterangan
P . Pe

Aplikasi Whatsapp

Selasa, 8 Februari 2022

Verifikasi penghimpunan yang dilakukan oleh Bapak Idurs
UPZ Dinas Pendidikan Kota Mataram

neliti

HSN  : Huswatun Hasanah, Informan adalah ibu peneliti yang juga merupakan
muzaki terdaftar di UPZ Dinas Pendidikan Kota Mataram.

Subjek

Deskripsi

P

Assalaamu’alaikuum, Mak. Ada mamak dikasi laporan pengelolaan




zakat dari BAZNAS Kota Mataram atau dari Dinas Pendidikan?
Misal kayak laporan bulanan, triwulan gitu.

Ndak ada kita dikasi laporan kayak gitu dari BAZNAS atau dinas.
Cuma ada laporan pemotongan gaji kita aja, tiap bulan dipotong

HSN sekian buat zakat. Udah gitu aja, ndak ada laporan penggunaan kayak
side bilang tadi.
Kirain ada side dikasi, mak. Soalnya kan penting itu biar kita tau
P . o
kemana aja uang zakat kita dipake.
HSN lya sih, harusnya ada laporannya. Tapi ini ndak ada kita dapet. Nanti
dah side usulkan untuk diadakan laporan itu.
p Nggeh, mak. Nanti tiang jadikan masukan ke BAZNAS Kota

Mataram.




LAMPIRAN 2
DOKUMEN KEGIATAN PENGHIMPUNAN OLEH UPZ

2.1 Rekapan Gaji, TKD dan potongan zakat UPZ BAKESBANGPOL Kota
Mataram.




2.2 Bukti Setor Zakat

2.3 Kwitansi Pemberian Hak Amil




2.4 Penghimpunan ZIS Perorangan, Kelompok Usaha Se-Kota Mataram

g Ao -
3 Wmmmbmn-mm N
" BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2020
B NANA ZAKAT INFAQ

MALACCA 3600000 |

A# 1450000

A KULIANI 1,800,000
HALI ASGAR 3,050,000

| 30,000

4 HER| KUSNANDAR 5,175,000 125,000
HANIY 685,000
AHYU HIDAYAT 50,000
L BAKULAN BERKAH SAYANG 202,000

A USMARIANA 50,000

— e

2.5 Laporan Penerimaan ZIS Non-SKPD Maret 2021.
Daftar berikut kebanyakan adalah pegawai BAZNAS Kota Mataram sendiri




2.6 Laporan Penerimaan ZIS SKPD Bulan Maret 2021.




2.7. Laporan penerimaan ZIS SKPD Bulan Desember 2021

Penerimaan ZIS SKPD bulan Maret dan Desember 2021 berbeda karena ada
ASN vyang tidak membayar zakat dengan membuat surat pernyataan
ketidaksediaan memotong gaji untuk zakat.




2.8 Laporan triwulan




2.9. Opini Akuntan Publik Khairunnas

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
KHAIRUNNAS

J1. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram — Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email : kapkhairunnascpa@yahoo.co.id |
Izin KAP : 1285/KM.1/2016

Opini

Menurut Opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan BAZNAS KOTA MATARAM tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja
keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia

Kantor Akuntan Publik
/f KHAIRUNNAS

Drs. Khairunnas DS, Ak., CA..CPA.,CPI
Izin AP. 0799

Mataram, 08 Februari 2021

N

2.10. Cuplikan Data muzaki ASN yang terdaftar di BAZNAS Kota Mataram.
Dokumen sejumlah 210 halaman.

_ 9
T MUZAKKI PERORANGAN 2016 SD 2018.pdf - Adobe Reader X
File Edit View Window Help x

BAZNAS Kota Mataram

Daftar Muzaki perorangan

Per 02 Januari 2019
No Tgl Reg No Reg. NPWZ Nama
5435 19/12/2018 R527130010006232 527130010006229 DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM
5436 28/12/2018 R527130010006233 527130010006230 LALU JUNAIDI
02 Januari 2019
Petugas Konter,
- S 210 1210 | wm o | A

(BAZNAS Kota Mataram)

L Type here to search if M . Blasc @SwE B @R N



2.11. Surat Keputusan Ketua BAZNAS Kota Mataram  nomor
010/BAZNAS/KM/1/2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Standar Operasional
Prosedur BAZNAS Kota Mataram

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA MATARAM TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAZNAS KOTA
MATARAM

KESATU : Menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Serta Standar Operasional Prosedur
(SOP) BAZNAS Kota Mataram sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini;.

KEDUA ¢ Tugas Pokok dan Fungsi Serta Standar Operasional Prosedur (SOP)
sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi pedoman bagi Pimpinan
dan Pelaksana BAZNAS Kota Mataram dalam melaksanakan tugas
pengelolaan zakat, infaq dan sedekah;

KETIGA ¢ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 02 Januari 2019

2.12. Dokumen RENSTRA 2016-2020 BAZNAS Kota Mataram

- X
T RENSTRA MR pf - Adobe Reader

*
File Edit View Window Help

o | I FeBEEXR| ® @[] 86| @ | Tools | Fill &Sign | Comment

BABV
PENUTUP

Keberadaan renstra BAZNAS 2016-2020 ini merupakan acuan dalam
mewujudkan kebangkitan zakat di Kota Mataram. Renstra ini juga menjadi
panduan pengelolaan zakat di Kota Mataram oleh BAZNAS dan LAZ. Insyaaallah
dengan komitmen sinergi dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan
perzakatan, pengelolaan zakat di Kota Mataram akan mampu memoderasi
kesenjangan sosila, membangkitkan ekonomi kerakyatan dan menjadi sumber

pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBD.

O 5 m ® ps I < | &) 25 GEBEmEUQD B

£ Type here to search



2.13 Pengesahan RKAT Tahun 2020 BAZNAS Kota Mataram oleh BAZNAS
NTB

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Mataram, 11 November 2019
14 Rabi'ul Awal 1441

: 169/01/B/Um/XI/1441/2019 s

: Pengesahan RKAT Tahun 2020
BAZNAS Kota Mataram

BAZNAS Kota Mataram -

alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

A syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat
enjalankan aktivitas sehari-hari. Shalawat dan salam semoga senantiasa terhatur kepada suri
kita, Rasulullah Muhammad saw.
‘a
kenindaklanjuti surat Saudara perihal Permohonan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran
wnan (RKAT) BAZNAS Kota Mataram Tahun 2020 dan kami telah memeriksa dokumen

Berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan, maka Ketua BAZNAS Provinsi NTB
ini @

MENGESAHKAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT)
TAHUN 2020 BAZNAS KOTA MATARAM

Untuk itu, pelaksanaan kegiatan BAZNAS Kota Mataram harus mengacu kepada RKAT 2020 yang

#=iah disahkan ini, dengan catatan sebagai berikut :

1 Target pengumpulan dana ZIS dan DSKL sebesar Rp. 6.000.000.000 (terbilang enam milyar
rupiah);

2 Target pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS dan DSKL sebesar Rp. 5.220.000.000

~ (terbilang lima milyar dua ratus dua puluh juta rupiah);

3. Rencana penggunaan hak amil dari dana zakat sebesar 12,5 persen, dari dana infak/sedekah

- sebesar 20 persen, dari dana CSR sebesar 0 persen, dan DSKL sebesar 0 persen;

4. Rencana biaya operasional sebesar Rp. 780.000.000 (terbilang tujuh ratus delapan puluh juta

rupiah) dari bagian amil dan Rp. 650.000.000 (terbilang enam ratus lima puluh juta rupiah) dari

- APBD Kota Mataram ; ‘ '

5. Rencana penggalangan muzakki dan donatur yang meliputi muzakki dan donatur perorangan

~sebanyak 2.833 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tiga) orang serta 2 (dua) muzakki badan dan

donatur CSR sebanyak 0 badan;

&. Rencana penerima manfaat sebanyak 17.290 (tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh) orang

- dan dengan rencana pengentasan kemiskinan sebanyak 60 (enam puluh) orang; dan

T




2.14 Dokumen Laporan Pengelolaan ZIS Tahun 2020 BAZNAS Kota Mataram

Badan Amil Zakat Nasional
Kota Mataram

LAPORAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA MATARAM
TAHUN 2020




LAMPIRAN 3

Dokumen Teknis Bantuan
Lembar Identifikasi dan Monitoring Bantuan

3.1 Program Pemberdayaan UMK

IDENTIFIKASI SYARAT PENERIMA BANTUAN 7
USAHA PEMBERDAYAAN EKONOMI PRODUKTIF
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MATARAM

A. Identitas Mustahik (Foto Copy KTP/KK)

1. Nama . No. Hp: woviviiiiinieee,
2. Pekerjaan : 4
3. Alamat
4. Status Usaha a. Perorangan b. Kelompok
B. Kondisi Usaha
1. Jenis Usaha a. Usaha Sayur-sayuran, Ikan, dll

b. Usaha Makanan, Kue, dll
c.
T L
2. Peralatan Usaha a. Menggunakan Sepeda Motor
b. Menggunakan Gerobak/Jalan Kaki
c. Toko/Kios/Meja
3. Waktu Usaha a. Pagis/d siang hari
' b. Siang s/d malam hari
c. Diwaktu pagi, siang dan malam hari
4. Tempat Usaha a. Milik sendiri sLokasidiemnmninig.
b. Sewa S Lokasl Giessmnimevsnminia
¢. Menumpang sliokasi i sevevenmssonssnia
5. Modal Usaha ¢ RPlessossennnscosnesssanse
6. Perkembangan Usaha a. Menurun
b. Tetap
c. Meningkat
C. Hasil Evaluasi a. Layak dibantu
b. Tidak layak dibantu
D. Jumlah Bantuan R L T RN
Catatan
MBataram, ........oiesvisvesssosssssnss
BAZNAS KOTA MATARAM

PETUGAS KELURAHAN/
INSTANSI TERKAIT

Keterangan : Huruf A, B diisi oleh Petugas Kelurahan/Instansi Terkait
: Huruf C, D diisi oleh BAZNAS Kota Mataram



EVALUASI HASIL USAHA v’
PEMBERDAYAAN EKONOMI PRODUKTIF
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

KOTA MATARAM
A. Identitas Mustahiq
1. Nama
2. Alamat §
3. Status Usaha : a. Perorangan b. Kelompok
4. Jumlah bantuan/Bln/Thn A R — Bin/Thn . - - — .
5. Lokasi usaha R R R
B. Kondisi Usaha
1. Jenis usaha
2. Modal usaha t RPicssvnonervoonsuerisinsansnassss
3. Perkembangan Usaha/Bln: a. Pendapatan meningkat Rp.......c..cooeeiiiins
b. Pendapatan tetap Ri)sisssnssaspurnsyvesae
c. Pendapatan menurun ~ Rp.......coooiiinnn
v

C. Evaluasi Hasil Usaha Selama (6 bulan)” : a. Berhasil
b. Belum Berhasil

Mataram ...eeeececcccascscnes vesevessvees
PETUGAS
BAZNAS KOTA MATARAM

Catatan: - Coret yang tidak perlu
- Huruf A,B,C diisi oleh BAZNAS Kota Mataram



3.2a. Program RTLH

5 FORMAT 1
IDENTIFTKASI SYARAT PENERIMA BANTUAN PERBAIKAN

!

|

|

i RUMAH TIDAK LAYAK IIUNI (RTLII) ./
Emmmq

Rlamat
fzama
fiai Rumah
fevemilikan rumah *a. Menumpang b.Kontak ¢, Sendiri d. Keluarga
Ruran rumah : a. Sangat Keeil (<4 m) c. Sedang i6~8 m)

b. Kecil (4-6 m) d.Besar  (7-8 m)
kmding : a. Bambuw/Kayu b. Semi permanen ¢. Permanen
antai : a. Tanah b. Semen c. Keramik  d. Bambu
=0 : a. Rumbia b. Genteng biasa ¢. Spandek d. Seng
mmber Air Minum : a. Sumur b. Air sungai c. PDAM '
amar Mandi : a. Memiliki b. Tidak memiliki
ember Penerangan : 8. Menggunakan listrik b. Tidak menggunakan listrik
isi Harta
epemilikan Harta : a. Kebun sawah.............. are ¢. Ternek : sapi/kambing/unggas

' b. Kendaraan : motor/mobil d. Simpanan : uang/emas
¢. Peralatan rumah : kursi, meja, TV, dil

mbehan Pendapatan  : & Ada usaha sampingan b. Ada penghasilsn keluarga
edapatan Per Kapita :a.<Rp 600.000 b. > Rp 600.000
t sehari :a. lkali  b.2kali c. >2kali
fikan : a. Tidak sekolah. b. Tidak tamat SD

c. Tamat SD/SMP/SLTA.
si Hasil Penelitian :a. Layak dibantu  b. Tidak layak dibantu
| Bantuan 3 RDivesssnosnnesssannoncosses

Mataram,

A MATARAM LURAH PETUGAS



FORMAT 11

EVALUASI REALISASI PERBAIKAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

KOTA MATARAM
#eitas Mustahiq
Nama
b
Pkerjoan
‘im Sarana Yang diperbaiki
- Dinding :a. Bambwkayu b. Semi permanen  c. Permanen
- Pelaksanaan : a. Selesai b. Belum selesai
- Lantai : a. Bambu b. Tanah c. Semen d. Keramik
« Pelaksanaan : a. Selesai _b. Belum selesai )
+ Atap : a. Rumbia b. Seng biasa c. Spandek  d. Genteng
; Pelaksenaan : a. Selesai b. Belum selesai
: Fasilitas lain-lain :
: Pelaksanaan
Mataram,
Fagetahni
IDTA MATARAM PETUGAS
KETUA

ret yang tidak ada

............................................



3.3a Program Pendidikan

|
|

FORMAT

A SYARAT PENERIMA BANTUAN
KUALITAS PENDIDIKAN DAN KECERDASAN MASYARAKAT
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

KOTA MATARAM
A. Identitas Mustahiq
1. Nama
2. Alamat
3. Apama
4. Mahasiswa  (lokasi)
Siswa (lokasi)
B. Kondisi Mustahiq (Foto copy data dilampirkan)
Mahasiswa
1. Status (semester) poal b.1I eIl diiceiieeenne.
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 2.3.00 (Fem.eksek ) o, - 340 (Iur Sesial)
3. BPJS a. Ada b. Tidak ada
4. Menerima bantuan/beasiswa :  a. Belum pernah
b. Sudah pernah dari
Siswa
1. Status a. Kelas IX SMP/MTS b. Kelas X1I SMA/MA/SMK
2. Indeks Prestasi Belajar (IPB) : a. <85 b. 85 c.>85
3. BPIS : a Ada . b. Tidak ada
3. Menerima bantuan/beasiswa : a. Belum pemnah
. b. Sudah pernah dari
C. Partisipasi membuat makzlah a. Bersedia
b. Tidak bersedia
D. Evaluasi Hasil Penelitian a. Layak dibantu
b. Tidak layak dibantu
E. Jumlah Bantuan Rp.
/ Mataram,
Mengetahui f
ZNAS KOTA MATARAM MAHASISWA/SISWA YBS
KETUA

tan :Huruf A, B dan C diisi oleh Calon Penerima Bantuan
Huruf D dan E diisi oleh BAZNAS Kota Mataram



el Bt

e
¢ «;!igi‘é . |

= ‘,.ii';é? A
B2 i
Kota Mataram . i’?l.;f.' d

PERSYARATAN UNTUK MENDAMPATKAN BANTUAN 1":
BEASISWA (SKss) Mk ;
1. Surat permohonan bantuan beasiswa SKSS yang bersangkutan. %l’g
2. Surat keterangan tidak mampu dari lurah setempat. ‘:]‘E1
3. Surat pernyataan tidak sedang mendapatkan beasiswa dari | }.}}
institusi lain. 1:\:" .
4, KHS (kartu hasil studi) menggunakan stempel basah, tiap ,3%‘3
semester bagi mahasiswa dengan IP (indeks prestasi) minimal Lji
3.40 bagi jurusan sosial dan iP minimal 3.00 bagi jurusan eksak. .m

5. Foto copy KTP il
6. Foto copy Kartu Keluarga "',
7. Foto copy Kartu Mahasiswa ‘;:;‘
8. Membuat Makélah (singkat) Tentang Zakat :‘.('
(Bagi Mahasiswa Semester Akhir). . l}é
T

: i
Badan Amil Zakat Naslonal (BAZNAS) i




3.4 Program Kesehatan

. FORMAT
PELAYANM:Y(‘:‘:I}T PENERIMA BANTUAN
=i EHATA DAN PENGOBAT
AN AMIL ZAK wn

AT KOTA MATARAM .~
A. ldentitas Mustahi

L. Mk q (l*:oto copy KTP dan KK)
2. Alamat
3 Agama
4. Pekerjuan
B. Peugobatan Lanjut
a. Jenis penyakit .
b. Rujukan dari Rumah Sakit Mataram :1.ada 2. tidak ada
€. Memiliki Jaminan Kesehatan Masyarakat :1.ada 2. tidak ada
C. Hasil Evaluasi : 1. layak dibantu
2. tidak layak dibantu
D. Jumlzh bantuan transport :Rp.
E. Pelayznan kesehatan .
a.. -Program gratis BAZNAS Kota Mataram :1.ada 2. Tidak ada
b. Pengobatan jenis penyakit + 1. Katarak
2. Bibir sumbing
KR
c. Hasil Evaluasi : 1. layak dibantu
2. tidak layak dibantu
d. Jumlah bantuan /oreng :Rp.

e. Jumlah penderita penyakit
F. Jenis Bantuan:
. Untuk pengobatan lanjut yang memenuhi syarat diberikan bantuan biaya
transport ke lokasi Rumah Sakit yang dituju (rujukan Rumah Sakit)
2. Untuk pelayanan kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan program yang
dicanangkan oleh BAZNAS Kota Mataram yang bekerja sama dengan Rumah

Sakit Umum Daerah Kota Mataram.
Mataram,
IAZNAS KOTA MATARAM CALON PENERIMA BANTUAN
KETUA ’

ttatan : - Huruf A dan B diisi oleh Calon Penerima bantuan
- Huruf C dan D diisi oleh BAZNAS Kota Mataram
- Huruf E dan F (2) diisi oleh BAZNAS Kota Mataram, bila ada program
pelayanan keschatan massal.



3.5 Program Dakwah

SYARAT PENERIMA BANTUAN
PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH ¢
A. Surat Keterungan Pengurus Masjid berisi tentang:

L. Identitas Tempat Ibadah

a. Nama

b. Alamat :

¢. Tempat Ibadah : 1. Masjid

2. Musholla

2. Kondisi Tempat Ibadah
a. Perbaikan untuk pembangunan prasarana
b. Perbaikan untuk rehabilitasi prasarana
B. Evaluasi Hasil Penelitian
a. Layak dibantu
b. Tidak layak dibantu
C. Jumlah Bantuan :Rp

Keterangan :- Surat Keterangan (A) diisi/dibuat oleh pengurus masjid yang
bersangkutan
- Evaluasi Hasil Penclitian (B) diisi oleh BAZNAS Kota Mataram
= Jumlah Bantuan (C) diisi oleh BAZNAS Kota Mataram

Mengetahui Mataram, { Oktober 2018
\ZNAS KOTA MATARAM '
KETUA PENGURUS MASJID




FORMAT 11
SYARAT PENERIMA BANTUAN
BANTUAN PENGUATAN KAPASITAS MADRASAH SWASTAY
A. Surat Keterangan Lembaga Madrasah Swasta berisi tentang:
1. Identitas Lembaga Madrasah
a. Nama Lembaga Madrasah
b. Alamat
2. Kondisi Lembaga Madrasah
a. lzin Operasional Lembaga
1. Ada (terlampir)
2. Tidak ada
b. Kebutuhan Lembaga Madrasah
1. Untuk peralatan sarana kantor
2. Untuk pembiayaan Guru/Pengajar

3. Untuk perbaikan prasarana kantor
B. Evaluasi Hasil Penelitian
1. Layak dibantu
2. Tidak layak dibantu
C. Jumlah Bantuan ‘Rp

: - Surat Keterangan (A) diisi/dibuat oleh lembaga madrasah yang

Keterangan
bersangkutan
- Evaluasi Hasil Penelitian (B) diisi oleh BAZNAS Kota Mataram
- Jumlah Bantuan (C) diisi oleh BAZNAS Kota Mataram
Mataram, £ Oktober 2018
Mengetahui
IAZNAS KOTA MATARAM
KETUA Pengurus

LEMBAGA MADRASAH..........ccicnasssaisssssaniose



VL. PEDOMAN TEHNIS PEMBINAAN MUALLAF

‘\

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) v’
KOTA MATARAM
TAHUN 2019
A. Identitas Muallaf
1. Nama/No. HP
2. Alamai
3. Tempal/Tgl Lahir
4. Pekerjaan
B. Status Muallaf
1. Sebagai Muallaf Tahun heristiiaitisenesamanssasaresspRRA AR
2. Asal Agama »a. Hindu ¢. Kristen Katolik e.
b. Kristen Protestan d. Budha
C. Kondisi Ekonomi Muailaf
» Kepemilikan Rumah : a. Kontrak b. Milik Sendiri ¢. Menumpang
» Pendapatan Per Kapita :a. < Rp. 600.000,- b. > Rp. 600.000,-
»  Ukuran Rumah : a. Kecil (4-8m)
b. Sedang {6-8m)
c. Besar (> 6m)
D. Kondisi Kesehatan Mualilaf : a. Kondisi sehat b. Kondisi kurang sehat {Sakit)
E. Kondist Muallaf - : 2. Belum teguh

b. Cukup teguh
¢. Sudah teguh

F. Hasil Evaluasi - a. Layak dilakukan pembinaan
b. Tidak layak dilakukan pembinaan

G. Nomor ldentitas Muallaf L eseeeeteesieeesraereteessataaeeeeeenneeeane

Mengetahui
KETUA

BAZNAS KOTA MATARAM

Keterangan : A, B, C dan D diisi ybs (Muallaf)
E, F dan G diisi Petugas Pembina Muallaf

PETUGAS PEMBINA

MUALLAF




FORMAT 11
SYARAT PENERIMA BANTUAN
MARBOT MASJID ’\/

A. Surat Keterangan Pengurus Masjid berisi tentang:
1. Identitas Mustahiq
a. Nama
b. Alamat
c. Bertugas di Masjid
2. Kondisi Mustahiq
a. Masa Tugas Sejak (tgl/bln/thn)
b. Foto copy Kattu Tanda Penduduk (KTP)
B. Evaluasi Hasil Penelitian

a. Laysk dibantu
b. Tidak layak dibantu
C. Jumlah Bantuan :Rp
Keterangan : - Surat Keterangan (A) diisi/dibuat oleh pengurus
masjid yang bersangkutan
- Evaluasi Hasil Penelitian (B) diisi oleh BAZNAS
Kota Mataram
- Jumlah Bantuan (C) diisi oleh BAZNAS Kota
Mataram
Mengetahui Mataram, 4 Oktober 2018
BAZNAS KOTA MATARAM

KETUA PENGURUS MASIJID




LAMPIRAN 4
Surat Keterangan Penelitian dari BAZNAS Kota Mataram

Badan Amil Zakat Nasional
Kota Mataram

Mataram, 0% Desember 2021 M.
03 Jumadil Awwal 1443 H
Nomor : 120 /BAZNAS/KM/XII/2021
Lamp. : -
Hal  :Keterangan Penelitian

Kepada
Yth : Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang
di-
Tempat

Assalamu’alaikum wr. wb.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Badan Amil Zakata Nasional (BAZNAS) Kota
Mataram dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Shulhan Zainul Afkar

NIM : 19800002

Prodi : Magister Ekonomi Syari'ah

Universitas : Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik lbrahim
Malang

Judul Penelitian  : “Manajemen Zakat BAZNAS Kota Mataram”

dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswi tersebut memang telah melaksanakan survey
dan Penelitian di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Matarami sejak tanggal 16 Maret 2021 s.d.
4 Desember 2021.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenamya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya. Atas Perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.




LAMPIRAN 5

Foto Bersama Informan

1.  Bersama Wakil Ketua Ill Bidang Perencanaa, Keuangan dan Pelaporan
BAZNAS Kota Mataram.

2. Bersama Wakil Ketua IV Bagian Administrasi, SDM dan Umum BAZNAS
Kota Mataram.

Badan Amil Zakat Nasional




3. Bersama Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

4. Bersama Bendahara Penerimaan




